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BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1147, 2022 BAPETEN. Penyelesaian Kerugian Negara. Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara. Tata Cara. 

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI 
NEGERI BUKAN BENDAHARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tata Cara 
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3676); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);2. Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5934); 

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 322); 

4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452); 

5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1453); 

 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG 

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP 

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai. 

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai negeri 

dilingkungan Badan yang bekerja/diserahi tugas selain 

tugas bendahara 
4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan 

yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian 
Negara. 

5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
menimbulkan Kerugian Negara. 

6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai 

tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang 
karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak 

di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam 

hukum. 

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena 
adanya perbuatan atau peristiwa hukum telah menerima 

pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, 

dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan. 
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup 

yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk 

menyelesaikan Kerugian Negara. 
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat 

penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus 

pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai 
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Negeri Bukan Bendahara. 
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya 

disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses 

penyelesaian Kerugian Negara. 
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang 

selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai 

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk 
menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian 

Kerugian Negara. 

13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang 
selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan 

dari Pengawai Negeri Bukan Bendahara yang 

menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa 
Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan 

bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud. 

14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 

Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah 
surat yang dibuat oleh Kepala Badan/Kepala Satuan 

Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja Kerja dalam hal 

SKTJM tidak mungkin diperoleh. 
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 

yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat 

keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara 

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 
16. Surat Penagihan yang selanjutnya disebut SPn adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja 

Kementerian Negara/Lembaga untuk penagihan pertama 

piutang PNBP kepada pihak terutang. 
17. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya 

disebut Kepala Badan adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan. 
18. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi 

madya di lingkungan Badan. 

19. Kepala Unit Kerja adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di 

lingkungan Badan. 

 
Pasal 2 

(1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara Penyelesaian 

Kerugian Negara di lingkungan Badan atas uang, surat 

berharga, dan/atau barang milik negara yang berada 
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, 

termasuk calon pegawai negeri sipil. 

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang 

bukan milik negara yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan 
Badan. 

 

Pasal 3 
Penyelesaian ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan atas 

uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang ada 

di dalam penguasaan Pejabat Lain dilaksanakan sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 4 

(1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan 
Badan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara 

yang berada dalam penguasaannya dari 
kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang 

berada dalam penguasaannya dari kemungkinan 
terjadinya Kerugian Negara. 

(2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan 

Badan yang melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang 

merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti 

kerugian dimaksud. 

 
BAB II 

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA 

 
Pasal 5 

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan 

bersumber dari: 
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan 

langsung; 

b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau 

Inspektorat; 

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

d. laporan tertulis dari yang bersangkutan; 
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung 

jawab; 

f. perhitungan ex officio; dan/atau 
g. pelapor secara tertulis. 

 

Pasal 6 
(1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib 

melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: 

a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara; 

b. identitas pelaku; 
c. indikasi nilai Kerugian Negara; dan 

d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan 

sengaja atau lalai. 
(3) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat 

melakukan penunjukan terhadap pegawai negeri di 

lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas 
verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan melalui surat perintah. 
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Pasal 7 
(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terdapat 

indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja: 
a. melaporkan kepada Kepala Badan; dan 

b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan. 
(2) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 

Pasal 8 
Dalam hal atasan langsung, Kepala Satuan Kerja, dan 

Pegawai Negeri yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atasan langsung, 

Kepala Satuan Kerja, dan pegawai negeri yang ditunjuk 
dimaksud dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB III 

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 

 
Bagian Kesatu 

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara 

 
Pasal 9 

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan selaku PPKN 

menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan 
Tuntutan Ganti Kerugian. 

 

Pasal 10 
(1) Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN untuk 

menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama, 
dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan 

tinggi pratama dan/atau Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja-nya. 
(2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan 

tinggi madya, penyelesaian Kerugian Negara dilakukan 

oleh Kepala Badan selaku PPKN.  

 
Bagian Kedua 

Tim Penyelesaian Kerugian Negara 

 
Pasal 11 

(1) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai 
dengan kewenangannya membentuk TPKN untuk 

menyelesaikan Kerugian Negara. 

(2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri 

atas ketua dan anggota. 

(3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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berasal dari satuan kerja dilingkungan Badan dan 
mempunyai kriteria: 

a. untuk jabatan ketua TPKN, minimal pejabat atau 

pegawai yang memiliki pangkat setingkat dengan 
pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan 

b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses 

penyelesaian Kerugian Negara. 
(4) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh 

Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

(5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi 
dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian 

Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian 

Negara. 

 
Pasal 12 

(1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. 
(2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki 

tugas dan wewenang: 

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara; 
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya 

Kerugian Negara; 

c. menghitung jumlah Kerugian Negara; 
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan 

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan 

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala 
Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

 
Pasal 13 

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b 

diperoleh melalui: 
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau 

b. permintaan keterangan, tanggapan atau klarifikasi 

melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, 
diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian 

Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan. 

 

Pasal 14 
TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat 

meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi. 
 

Pasal 15 

(1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh 
TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara 

untuk dimintakan tanggapan. 
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat 

belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan 
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disampaikan. 
(3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki 

hasil pemeriksaan. 
(4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan 

atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan. 
(5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara 
dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. 

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4), TPKN menyampaikan laporan 
hasil pemeriksaan kepada ke Kepala Badan selaku PPKN 

atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja sejak tanggapan diterima. 
(7) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga 

menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak 

berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN 
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala 

Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 5 (lima) 
hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
Pasal 16 

(1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) menyatakan bahwa: 

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang 
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 

kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau 

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang 
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum 

atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: 

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 

Kerugian Negara; dan 
b. jumlah Kerugian Negara. 

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah 

kekurangan uang, surat berharga, atau barang. 
 

Pasal 17 

(1) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan 

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) 
dan ayat (7) untuk: 

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau 

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan. 
(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, Sekretaris 

Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
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menyampaikan laporan kepada Kepala Badan selaku 
PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan 

dimaksud disetujui. 

(3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala 

Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menugaskan TPKN 
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi 

yang tidak disetujui. 

(4) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan 

Kerugian Negara hanya yang terkait dengan materi 

pemeriksaan yang tidak disetujui. 
(5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil 

pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan 

hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang 

beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada 
Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk 

mendapatkan pendapat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas laporan hasil pemeriksaan ulang. 

 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat 

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 

 

Pasal 18 
(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, 

Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan 

penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang 
Merugikan. 

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, 
atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara 

beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 

Ahli Waris. 

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN 
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau 

pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian 
tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia 

mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk 

SKTJM. 
(4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat: 

a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 

c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 
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Negara; 
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 

e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, 

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa 
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. 

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan: 
a. daftar barang yang menjadi jaminan; 

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang 

dijaminkan; dan 
c. surat kuasa menjual. 

 

Pasal 19 
(1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau 

angsuran. 

(2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan 
melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, 

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti 

Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
kalender sejak SKTJM ditandatangani. 

(3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, 

Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara 

dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

sejak SKTJM ditandatangani. 
(4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian 

Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian dapat 

ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 
(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

meliputi: 

a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki 

kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian 

Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3); 

b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan 

gaji, tunjangan atau dana pensiun sebagai 
penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak 

yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, 

atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan 

Kerugian Negara tersebut; atau 
c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan 

lebih besar dari atau sama dengan 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(6) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui 
pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. 
(7) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa 

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, 

Kepala Satuan Kerja membuat surat keterangan 
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penghentian pembayaran yang mencantumkan bahwa 
Pihak yang Merugikan masih mempunyai utang kepada 

negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 

30% (tiga puluh persen) dari dana pensiun yang diterima 
setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara. 

(8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari 
Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan secara 

berjenjang kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
Utama dengan melampirkan rekomendasi TPKN. 

(9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris 
Utama dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan 

atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 

(10) Kepala Badan selaku PPKN atau Sekretaris Utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib 
melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang 

Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 

Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan 
SKTJM. 

(11) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, Ahli Waris tidak melakukan 
pembayaran sesuai dengan SKTJM, Sekretaris Utama 

menyampaikan teguran tertulis. 

 
Pasal 20 

(1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti 

Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), 

Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi. 
(2) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) menyampaikan laporan wanprestasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala 
Badan. 

(3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan 

wanprestasi. 

(4) Kepala Badan menyampaikan laporan wanprestasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Majelis. 

 

Bagian Keempat 
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat 

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara 

 
Pasal 21 

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan 
laporan kepada Kepala Badan selaku PPKN atau 

Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) sesuai dengan kewenangannya. 
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(2) Kepala Badan selaku PPKN melalui Sekretaris Utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat materi: 

a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 
b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; 

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 

d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian 
Negara; dan 

e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 

(4) Sekretaris Utama menyampaikan SKP2KS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepada Pihak yang Merugikan 

atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. 

 
Pasal 22 

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan 

SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan 
puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS. 

 

Pasal 23 
(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk 

pelaksanaan sita jaminan. 

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

 
Pasal 24 

(1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan 
keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan 

dengan tanda terima surat. 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris Utama dengan disertai bukti. 

(3) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan 

keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak 

diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.  

(4) Sekretaris Utama menyampaikan laporan penerimaan 
atau keberatan atas SKP2KS kepada Kepala Badan 

untuk diteruskan kepada Majelis. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan atau 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk 

mengganti Kerugian Negara. 
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Bagian Kelima 
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis 

 

Pasal 25 
(1) Kepala Badan selaku PPKN melakukan penyelesaian 

Kerugian Negara mengenai: 

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang 
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum 

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf b; 

b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan 
wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara 

secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18; atau 

c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (1). 
(2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN 

membentuk Majelis. 
 

Pasal 26 

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) 

bersifat ad hoc. 
(2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur: 

a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat 
pimpinan tinggi pratama pada sekretariat utama; 

b. pejabat pada Inspektorat; dan 

c. pejabat di lingkungan Badan yang diperlukan sesuai 
dengan keahliannya.  

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh Biro Perencanaan, 
Informasi, dan Keuangan. 

(4) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. 

 
Pasal 27 

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan 

pertimbangan kepada PPKN atas: 
a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, 

dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan 

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) huruf b; 

b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli 

Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1); dan 

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan 
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). 
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Pasal 28 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 Majelis melakukan sidang. 

 
Pasal 29 

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, 

surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan 
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 

Majelis melakukan hal: 
a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau 

pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; 
b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber 

yang memiliki keahlian tertentu; 

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau 

d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 
Negara. 

 

Pasal 30 
(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat 

berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan 
melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. 

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa pertimbangan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara 

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara; dan/atau 
b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang 

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan 
tugas pemerintahan. 

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. 
(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan 

penghapusan: 
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; 

dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik Negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 

(5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Pasal 31 
(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat 

berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan 
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui 

Kepala Badan selaku PPKN untuk melakukan 
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pemeriksaan kembali. 
(2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis 

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian 
dalam pemeriksaan kembali. 

(3) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Badan selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud 

kepada TPKN. 

(4) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. 

(5) Kepala Badan selaku PPKN memerintahkan TPKN untuk 

melakukan pemeriksaan kembali sesuai dengan hasil 
sidang Majelis. 

(6) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Badan 

selaku PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 
kembali untuk disampaikan kepada Majelis. 

(7) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa: 
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang 

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai 

Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau 
b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang 

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum 

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara,  
disertai dengan dokumen pendukung. 

 

Pasal 32 

(1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan 
Kerugian Negara dalam hal: 

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali 

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(7) huruf a; atau 

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali 

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 
(7) huruf b. 

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. 
(3) Kepala Badan selaku PPKN menindaklanjuti putusan 

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara 

melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. 

 

Pasal 33 
(1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan 

kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (7) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa 
pertimbangan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara 

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang 

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 
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Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan 
tugas pemerintahan. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN. 
(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan 

tugas pemerintahan. 
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 34 

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian 

Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Majelis 

melakukan: 
a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang 

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5); 

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian 
Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau 

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian 

Negara. 

 
Pasal 35 

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa 
pertimbangan penerbitan SKP2K. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk 
menerbitkan SKP2K. 

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit memuat materi: 
a. pertimbangan Majelis; 

b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, Ahli Waris; 

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan; 
d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan 

e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang 

Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa 
barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 
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(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Majelis; 
c. Panitia Urusan Piutang Negara; dan 

d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 
 

Pasal 36 

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang 
telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan 

dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan: 

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); 

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 
diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1); dan/atau 

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian 
Kerugian Negara. 

(2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan 
penerbitan SKP2K. 

 

Pasal 37 
(1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Negara yang telah 

diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang 

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli 
Waris, Majelis melakukan: 

a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a; 
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat 

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1); 
c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (2); 

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang 
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli 

Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya 

Kerugian Negara; 

e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber 
yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau 

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian 

Kerugian Negara. 
(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis 

memutuskan: 

a. menolak seluruhnya; 
b. menerima seluruhnya; atau 

c. menerima atau menolak sebagian. 

(3) Dalam hal pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, 

Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan 

selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang 
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terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara 
yang terjadi. 

(4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan 

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 
Badan selaku PPKN menyampaikan penugasan 

dimaksud kepada TPKN. 

(5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan 

hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala Badan selaku 

PPKN untuk disampaikan kepada Majelis. 
 

Pasal 38 

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf 

c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala 

Badan selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K. 

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat materi: 

a. pertimbangan Majelis; 

b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; 

d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, 
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 

e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara; 

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; 
g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara 

kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal 

Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar 
Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam huruf f. 
(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis 

menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) 

huruf a dan huruf c. 

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Majelis; dan 

c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 

(5) Kepala Badan selaku PPKN melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan SKP2K. 
 

Pasal 39 

(1) SKP2K mempunyai hak mendahulu. 
(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur 

preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita 
lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di 

atas kreditur lainnya. 
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(3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang 
mengakibatkan Kerugian Negara memiliki hutang kepada 

pihak lain, pelunasan kerugian negara menjadi prioritas 

berdasarkan hak mendahulu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

 

Pasal 40 
(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan 

pertimbangan kepada Kepala Badan selaku PPKN untuk 
melakukan: 

a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; 

b. penghapusan: 
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara; dan/atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Badan selaku PPKN: 

a. menerbitkan surat keputusan pembebasan 
penggantian Kerugian Negara; dan 

b. mengusulkan penghapusan: 

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 
negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara; dan/atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara 

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

paling sedikit memuat materi: 

a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan 

dari penggantian Kerugian Negara; 

b. jumlah kekurangan: 
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 

Negeri Bukan Bendahara; dan/atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik Negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan 
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan: 

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik 

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai 
Negeri Bukan Bendahara; dan/atau 

2. uang dan/atau barang bukan milik negara 

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara yang digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan 

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau 
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lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 
(4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 

Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b. 

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian 

Negara disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Majelis; 

c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan 

dari penggantian Kerugian Negara; dan 

d. Atasan langsung dan Kepala Satuan Kerja. 
(6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
BAB IV 

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA 

 
Pasal 41 

(1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan 

penentuan nilai atas berkurangnya: 
a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik 

negara; 

b. barang milik Negara yang berada dalam penguasaan 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 

c. barang bukan milik negara yang berada dalam 

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang 

digunakan dalam penyelenggaraan tugas 
pemerintahan; dan/atau 

d. surat berharga milik negara. 

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a didasarkan pada nilai nominal. 

(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b didasarkan pada: 
a. nilai buku; atau 

b. nilai wajar atas barang yang sejenis. 

(4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d didasarkan pada: 

a. nilai nominal; 

b. nilai perolehan; atau 

c. nilai wajar. 
(5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan 

seadil-adilnya. 
(6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat 

berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling 
tinggi. 

(7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan 
dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan 

yang muncul selama umur penggunaan barang milik 

negara atau aset tersebut. 
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(8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan 

dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari 

penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian 
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada 

tanggal penilaian atau penaksiran. 
(9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera 

dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet 
giro, travel cheque, dan wesel. 

(10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas 

yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan. 

(11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan 

untuk melakukan transaksi wajar. 

 
Pasal 42 

(1) Penggantian atas barang milik negara yang 

diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian 
barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang 

melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti 

Kerugian Negara dimaksud. 

(2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian 
barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat 

kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tanpa 

memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima 

dari perusahaan asuransi atas barang milik negara 
dimaksud. 

 

BAB V 
PENAGIHAN DAN PENYETORAN 

 

Pasal 43 

(1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara 
dilakukan atas dasar: 

a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(3); 
b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (2); atau 

c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 
(2). 

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan SPn yang diterbitkan paling banyak 3 
(tiga) kali. 

(3) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan 

atas nama Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab 
atas Kerugian Negara. 
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(4) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan 
oleh Kepala Badan selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K 

diterbitkan. 
(5) SPn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai 

tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) 

bulan sejak SPn diterbitkan. 
(6) SPn atas penyelesaian Kerugian Negara melalui 

penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: 
a. SPn pertama diterbitkan sejak SKTJM 

ditandatangani oleh Pihak yang Merugikan, 

Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 
Ahli Waris 

b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang 

Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban 
pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan 

c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang 
Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian 

Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo 
pelunasan pembayaran sesuai yang ditetapkan 

dalam SKTJM. 

(7) Penerbitan SPn atas penyelesaian Kerugian Negara 
melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: 

a. SPn pertama diterbitkan setelah SKP2KS ditetapkan, 

yang diakui sebagai dasar penagihan pertama 
piutang negara; 

b. SPn kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang 

Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang Memperoleh 
Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian 

Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22; dan 

c. SPn ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K ditetapkan. 

 
Pasal 44 

Berdasarkan SPn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 

(2), Pihak yang Merugikan, Penerbitan Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti 
Kerugian Negara ke kas negara. 

 

Pasal 45 
(1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh 

Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran 

ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan 
jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, 

SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan 

pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. 
(2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan selaku 

PPKN, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. 
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(3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; 
b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai 

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan 

dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; 
c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris 

telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara; 
d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam 

hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan 

atas dasar pelunasan SKTJM; dan 
e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang 

disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang 

diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau 

SKP2K. 
(4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas 

dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan 

tanda lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, 
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian 

dokumen yang terkait dengan penyerahan barang 
jaminan. 

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang 

Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau 
SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas 

kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat 
permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan 

kepada Panitia Urusan Piutang Negara. 

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada: 

a. Badan Pemeriksa Keuangan; 

b. Majelis; 
c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan 

penyetoran ganti Kerugian Negara; dan 
d. Panitia Urusan Piutang Negara. 

 

Pasal 46 

(1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Badan selaku PPKN 

mengusulkan penghapusan: 

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara 
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri 

Bukan Bendahara; dan/atau 

b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang 
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan 

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan 

tugas pemerintahan. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 47 
(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian 

Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada 

yang seharusnya, Pihak yang Merugikan, Pengampu, 
Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat 

mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara. 

(2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan 

penyetoran ke kas Negara, Pihak yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar 

pengurangan tagihan. 
(3) Pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VI 

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA 

KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA 
 

Pasal 48 

Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian 
Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan 

SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara 

yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

SKP2K diterbitkan. 

 

Pasal 49 
(1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti 

Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan 
dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 

Kepala Badan menyerahkan upaya penagihan Kerugian 

Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara. 
(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara oleh 

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.  
 

Pasal 50 

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada 

Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VII 

KEDALUWARSA 

 
Pasal 51 

(1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti 
Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika: 

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya 

Kerugian Negara; atau 
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b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya 
Kerugian Negara, 

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak 

yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau 
Ahli Waris. 

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan 

verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan 

dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan 

penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, 

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 
(3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian 

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terhitung sejak Kepala Badan selaku PPKN menyetujui 

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi 

terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris. 
 

Pasal 52 

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli 
Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus 

apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan 

yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang 
Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui 

melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang 

Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN 

mengenai adanya Kerugian Negara. 
 

BAB VIII 

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

 

Pasal 53 
Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan melaporkan 

penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 
Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan 

tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring 

dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara 
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. 

 

Pasal 54 
Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian 

Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. 
 

 

 
 

 

. 
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BAB IX 
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 

DENGAN SANKSI LAINNYA 

 
Pasal 55 

(1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk 

mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi 
administratif dan/atau pidana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu 

menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada 

Pihak yang Merugikan. 
 

Pasal 56 

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan 

dari Tuntutan Ganti Kerugian. 
 

Pasal 57 

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian 

Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian 

Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 
dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan 

oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian 

Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, 
dan/atau SKP2K. 

(2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara 
disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti 

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K 

dalam upaya pengembalian Kerugian Negara 
diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian 

negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah 

disetorkan ke Kas Negara. 
(3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara 

atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud 
diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara 

dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui 

SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K. 

 
BAB X 

TATA CARA PENATAUSAHAAN 

 
Pasal 58 

(1) Pencatatan dan penatausahaan penyelesaian Kerugian 

Negara di lingkungan Badan dilaksanakan Sekretaris 
Utama melalui Biro Perencanaan, Informasi, dan 

Keuangan secara tertib, teratur, dan kronologis. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit melakukan: 

a. membuat daftar Kerugian Negara; 

b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak 
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lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan 
langsung dengan tembusan pimpinan Kepala Satker 

bersangkutan; 

c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan; dan 

d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen 

dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang 
menimbulkan Kerugian Negara. 

 

Pasal 59 
(1) Penyelesaian ganti Kerugian Negara dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian 

Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di 
lingkungan Badan. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 
 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 60 

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: 
a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara 

kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan 

sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih 
tetap berlaku; 

b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan dan telah 

ditetapkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak 

(SKTM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan 
Penggantian Sementara (SKPPS) tunduk pada peraturan 

perundang-undangan yang sebelumnya; dan 

c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya 
Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan 

Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan 

Badan ini. 
 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 62 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 November 2022 
 

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
SUGENG SUMBARJO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 November 2022 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 

 
YASONNA H. LAOLY 
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A. Latar Belakang

Dalarn rangka penyelesaian Keruglan egara yang disebabkan
oleb perbuatan melawan hukum tau kelalaian PegawaINegertBukan
Bendahara, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (21Undang-Undang
Nomor 1 Tahun ~004 tentang Perbendaharnan Negara, telah
ditetapkan Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tunrutan Oanti Kerugian Negarn/Daerah Terhadap Pegawni
NegeTi Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Dalarn Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut mengatur mengenai tata
cam Tuntutan Gantt Kerugian egara IDs kekurangan uang, sur t

berharga, danj atau barang rnllik negara yang berada daJam
penguasaan Pegawru Negerl Bukan Bendahara dan berlaku pula
terhadap uang dan/ntau barang bukan milik negam yang berada
dalam penguasaan Pegm ai Negert Bukan Bendahara yang dlgunakan

dalam penyelengaman tugas pemerintah.
Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat 13 Peraturan Pemertntah Nomor

38 Tahun 201o, telab diamanatkan Menteri/Pimplnan Lembaga
menetapkan ketentuan lebih lanjut rnengenal penyelesaian Kerugtan
Negara dl lingkungan Kernentertan Negara/Lembaga yang dlpimpinnya
sesual ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ersebut, Berdasarkan
ketentuan tersebut, Harlan memandang perlu untuk menetapkan

BABI

PENDAHULUAN

PEDOMAN
TATA CARA PENYELESAJANKERUGlAN NEGARA

TERHADAP PEGAWAJ NEGERJ BUKAN BENDAHARA

BUKANNEGERJPEGAWAJTERHADAP

BENDAHARA

LAI'dPJRAN

PERATURA BADAN PENGAWAS 'rENAGA NUKl.JR

NOMOR6 TAHU _022
TENTA G

TATA CARA PENYELESAJAN KER GIAN NEGARA
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D. Ruang Lingkup

Pedomaninf mengatur tala cam Tuntutan Gantl Kerugian Negara

atas kekurangan uang, surat berharga, danf atau barang milik negam

yang berada dalam penguasaan Pegawat Negeri Bukan Bendabarn

termasuk Calon Pegawai egert dan berlaku pula terhadap uang
dan I atau barang bukan mlllk negara yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemertntahan dl ltngkungan Badan,
Sehubungan dengan hal ersebut, setiap Keruginn Negara aktba
kelrurangan uang, surat berharga, danfatau barang yang disebabkan

oleb tmdakan melanggar hukum atau kelalalan Pegawai NegeriBukan
Bendahara di Badan diwajibkan segera menggantt Kerugian egara

C. Dasar Hukum

Peraruran Pernertntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Gant! Keruglan egara/Daerab Terhadap Pegawai Neger!
Bultan Bendahara Atau Pejabat Lain [Lembaran egara Republik

Indonesia Tahun 201.6 Nomor 196. Tambahan Lembarnn egam
Republik tndonesla Nomor 593 ~.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Peraturnn Badan inl adalah untuk
mernbertkan petunjuk arau pedoman pelaksanaan dalam menangani,
memproses, dan memuJJhkan Kerugian egara yang terjadl di

lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Adapun rujuan utamanya agar setiap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan wajib melakukan

tindakan pengamanan terhadap uang, urat berharga, danfntau
barang milik negarn serta uang danj'atau barang bukan milik negara
yang berada dalam penguasaannya dati ke.mungldnan terjadinya
Kerugian Negara.Bagi Pegawat egert Bukan Bendabara di lingkungan
Badan yang melanggar bukum atau melalalkan kewnjlbann a balk

lnngsung a au tldak Inngsung merugikan keuangan negara diwaJibkan
menggantl KerugianNegara.

ketentuan lebih lanjut mengenal tata cam Tuntutan Ganti Kerugian
Negara terhadap Pegawal Negeri Bukan Bendaham eli Iingkungan

Badan dengan Peraturan Badan,
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NEGARA

A.. Infarmasl erugtan egara,

B. Verifikasi Terhadap Informasl KeruginnNegara.
C. Pelaporan Kerugian Negara.

PENYELESAL"-N KER mAN NEGARA

A.. Pejaba. Penyelesaian Kerugian egara,

B. Tim Penyelesaian Keruglan egara.

C. Penyelesaian Keruglan Negara MelaJuf Penerbltan

Surat Keterangan Tanggung Jawnb Mutlak.

D. Penyelesalnn Keruglnn Negara MeJaiul Penerbitan

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Semen tara.

E. Pen elesalan Keruglan egara Melalul Majelis

Pertirobangan Penyelesaian Kerugian egnm.

F. Penyelesalan Keruglan Negar. Melalui Penerbitml

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian I erugtan.

G. Pembebasan Penggantlan Kerugian Negara.

PENE T A NILAI KERUGlAN NEGARA

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

A.. Penagihan.

B. Pen retoran.

C. Pengurangan dan Pengembal.ian Kelebthan Tagihan

BABIV

BABV

BABm

BAHD

E. Sistematika

Tata Cam Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negert

Bukan Bendahara di Llngkungan Badan disusun dengan siste:matika

sebagal berikut:

BAH I PENDAHUL AN

A. Latar Belakang.
B. Maksud dan Tujuan.

C. Dasar Hukum.

D. RuangUngkup.

E. Sistematika.

INFOR1\.-iAS1.VERlFIKASI. DAN PELAPORAN KERUGlAN

dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, sural berharga, dan

barang yang berkurang,
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KEUANG

KETERKAITAN SANKSI 1'UNTUTAN GANTI KER GIAN

DE GAN S)\NKSI LAlNNYA

A. Keterkaitan Sanksl Tuntutan Gantt Kerugian Dengan

Sanksi Kepegawnian.

B. Keterkaitan sankst Tuntutan Gantt Kerugian Dengan

Sanksi dt Bidang PerdatafPidana.
TATA CARA PENATAUSAHAAN

A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Keruginn

Negara.

B. Penatausahaan Kasus Kerugtan Negara,

PENUTUP

DAN PELAPORAN

OANTITUNTUTAN

Negara.

PENYERAHAN UPAYA PENAGrHAN KERUGIAN NEGARA

KEPADA INSTANSI YANG h.1E ANGANl PE GURUSAN

PlUTA G NEGARA

PENGHAP SAN

KEDALUWARSA

PELAPORAN PENYELESAIAN

KERUGIAN DAN AKUNTi\NSl

BABX1I

BABX

BAB VII

BAB vrn
BAB rx

a<\B VI
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A. Informasl Kerugian egara

Informasl terjadlnya Kerugian egnra di lingkungan Badan dapat

diketahul/bersumber dan:
1. Hastl pengawasan yang dtlaksanakan oleh atasan Iangsung.

Atasan Langsung danj'ntau Unit Kepatuhan Internal wajib

melaksanakan pengawasan dl unit kerjanya/Badan. Dalam hal

ditemukan adanya indikasi Kerugian egam maka pengungkapan

Kerugian Negara dilakuka.n pada kesempatan pertama.. Dalam hal

berdasarkan hasil pernantauan pengendalian intern terdapat

tnformast tentang Kerugian egara, maka Unit Kepatuhan lntemal

menyampaikan tnforrnast dtmaksud kepada Sekretaris utama u.p.

K pala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan paling lambat

30 (tiga puJuh bart sejak laporan pemantauan pengendallan

Intern diterbitkan. Berdasarkan infonnnsi dimaksud, Kepala Biro

Pere ncanaan , Informasi. dan Keuangan merninta Kepala nit

KerJa/ Kepala Satuan Kerja untuk segem merundaklanjutt

Informast KerugianNegara dlmaksud.

2. Hasll pengawasan ang dilaksanakan oleh lnspe:ktorat danj'atau

Bruian PengawasanKeuangan dan Pemhangunan.

Dalarn hal berdasarkan hastl pengawasan yang dllaksanakan

Inspektorar danj'atau Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan atas Satuan Kerja dl lingkungan Badan
ditemukan/diduga adanyn Indlkasl Kerugian Negara, maim

pengungkapan Kerugian Negara diJakukan pada kesempatan

pertama, Apablla berdasarkan hasil pengawasan atas Satuan
K rja di lingkungan Badan terdapat Informasl en tang Kerugian

Negara, maka Inspektorat menyampalkan lnformasl dimaksud

kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan, tnformast,

dan Keuangan paling lambat 30 (liga puluh) hart sejak laporan

hasil pengawasan dlterbltkan,

Berdasarkan informasi dlmaksud, Kepala Biro Perencanc an,

In ormasl, dan Keuangan m minta Kepala Unit KeTja/Kepala

Satuan Kerja untuk segera menmdaklanjutl tnforrnasl Keruglan

Negara dirnaksud.

BAH II

INFORMASI, VEi.:RIFIKASl, DAN PELAPORAN KER GlAN NEGARA
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B. VerifllrnsI Terhadap Informasl Kerugian Negara

1. Verifikasi.

Atasan langsung/Kepala Unit Ketja/Kepala Satuan Kerja wajib

melakukan verifikasi terhadap informasi terjadmj a Kerugian

Negara sebagatmana dimaksud dalam BAB U~

Atasan langsung/Kepala nit KerjajKepaJa Sntuan Kerja dalam

melakukan verifikasi terhadap informasi terjadm _a Kerugian

Negara dapat menunJuk Pegawai Apantur Sipil Negam dI
lingkungannya.

Verifikasi dilakukan dengan cam membandtngkan antam eatatan

atau laporan mengenal uangjsurat berhargaj barang dan bukti

fisik uangjsurat berhargajbnrang.

3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemertksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarn dltemukan

adanya indikasl Keruglan Negara~

4-. Lapornn tertulis yang bersangkutan.
Dalam hal Pegav ai egeri Bukan Bendahara di llngkungan Badan

melaporkan secara tertulis adanya kemungkinan terjadlnya
Kerugian Negara uang, surat berharga, danjatau barang miJik

negara ang berada dalarn penguasaannya atau uang danj'atau
barang bukan milik negarn yang berada dalam penguasaannya.

5. Informasl tertulls dart masyarakat secara bertanggung jawab,
Dalarn hal masyarokat ynng mengetahul Informaai ndanya
tndlkast Kerugian Negarn dengan mengungkapkan lnformasi

K rugtan Negara dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab,

6. Perhitungan ex offICio.

Perhitungan ex officio adalah perbItungan yang dllakukan oleh

pejabat yang drtetapkan, atas uang, sural berharga, dan/attll

barang milik negara yang menjadl tanggung Jawab Pegawal Negerl

Bukan Bendahnra yang berada dalam pengampuan, melartkan
din, atau mentnggal dunia.

7. PeJapor secara tertulis.

Dalam hal terdapat laporan yang dlsarnpalkan oleh orang atau
bndanjlembaga yang rnembertkan tnforrnast atau mengungkapan

adanya Kerugian egara secara tertulis dan bertanggung jawab.
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') Disi nama OI'gaolsasi/unil kerja Iempat terjadinya KenJgranNagara
.l Pil sat.ah sa u

Tembusan:
1 ..
2. _ dan setarusnya.

NlP_ ..

.. _ _20_
Atasan LangwnglKep
UnitKe~")

3. . dan seterusnya,
untu meiak!Sanakan verifka&i pada tanggal s.d. atas
IIlfOrma&I terjedinya Keruglan Negera akibal kekurangan............. (UaJI9Isumt
berha'11ii1batang miIik Negara dan/a au uangA)avang bukan mill NagaTa' i yang
diketahui dan hasil _ .
{pengrrwstsBrr/pemenksaan/faporanlinfomJasilperllllJ.N:1gBn me fJiTido"l
DomOr. tanggaL. penl1al ..

Sum! Tuga& lni disusun IRltuk dilaksanakan dan sete4ahsele6ili dila1tsanaICBn
agar segara menyampaikan lapooln h verifika&i dimaksud. Kepada lIl5lanlii !:Brice

• mohon bantuan dent wnc.aran pelabanean tugas lersebuL

o m rangka a san akan tugas llerifika~ a1as informasi laIjadinya
Kerugian Negara. merugasllan:
1. Nama

NIP
PangkatiGoiongan
Jabatan

2. Nama
IP

Pangka!JGoIongan
Jabs an

SURATTUGAS
NOMORST- .......•..•......•

Format1

Forma Sural TugasVerifikasiAtas LnformasiTerjadinyaKerugianNegara

egara berdasarkan surat tugasterjadlnya Keruglan

verifikasi.

dtlakukan dengan tahapan sebagai berilrut

a. Atasan langsung/KepalaUnit KerJa/KepalaSatuan Kerja

maupun Pegawal Pegawal NegeJi yang ditunjuk untuk
melakukan tugas vertllkasi sebagalmana dimaksud pada
angka 1. dalam melakukan tugas veriiikasl atas infonnasi

egara

2. Pelaksanaan venfikasi.

Pelaksanaan vertflkast terbadap informasi Kerugian
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'I IJIsI ...... DIIl"n.. ..wn... Iernp.1lel!.,,"~.KelQgb",Neo.....
•' Ptlh salim ......

NIP. • _ .

.•••• _. ., •••••••••• 210 ••

Atasan '-'"'OS1lJ1III e"ola
Unnlte~"1

2. Berte n d""V" !tal ""l!SdIu~ denoan Irf • ..." ~ biDIt be1dIlo .......
t.- .~I dll11i1laiu<! lentoJpall -..."', Ind st I<eIugian
~ .. .tDO r""'_' .Klflm. IC"""'II nNet/Mrt _n Jenl.s
ct.on /Uln'" _ «co-,,_, "_. IL'1'lIt ""' ..... fIr. d tllU tranong dIr,",noo,
¢>r1 _'PI" Urnl...,,"" IIIIIcnn...,1"" !II dkn'*"'-'<l ~. _
pend......nonya

De: .... d rt10D an aw pem..;JU., Sa au dluCIIPkan lerfma ttasa'I

lpeno;rw_lpeme11l1sa.>nl1:t_rm ol'""rnJIuDgn ."
nomar..... 1JlroQvlIf.

8.".1>"""., ""II" ha'''rsebut<ll """" ..... nom 11'iIt_ ...."..ll<al1._
sea_I IJe1fIWl
1 Benl.IIsai1tan Gts.II t;CJa. ROmer tangoa unbJ matt'tUbn

.ons_ ..- In,."..... , Iofja .... ya KenJgliII\ HOQIInt 1<tJ... ItrturDnlPn
"_ ...... t I>I!miIrV_1YJ Heg_ ctm'atalJ _ .rung IRiI<iw1 rnAl
~"I d' ling u c;IaIl 1\)'" KmIo'. yang _bul dllld

V1I1 _ .(Kopala untI ~A1IrSlllr Kep • UruI Kl>'/oO"1
IS

Hal lJIpln", H...a vennk.. , ALlII, nnas1
Te1I*IIny,a I!eI\lg1;ln Heguru

.sn. beriwl

Lap••

Fonnat2

Format Surat Penyampaian I...aporan Hasll VeIifikasi

b. Atasan Jangsung/KepaJa Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja

maupun pegawai Pegawal Negert yang dHunjuk untuk

melakukan tugas vertfikast sebagalmana dimnksud pada
angka l, setelah menyelesalkan tugas vertlikasi wajfb

membuat laporan basil veri.ftkasi yang paling sedildt mernuat

mengenan
l) sumber lnformast terjadtnya Kerugian Negara: dan

2) hasiJ pelaksanaan verlfikasi yang menyatakan adaatau

tidak ada indikasi Kerugian Negara akibat kekurangan:

a) uang, surat berharga, dau/utau barang millk

negara; d:m/ a tau
b] uang danJatau barang bukan milik negara.
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NIP .
•) Diisi nama organisasilunil kerja lempat terjadmya Kerugian egara
••) P'litI salah satu

........................ 20..
Atasan LangsungJKepala Un
Kerja")

I. Pendahuan
A DasarHukum

1. Pemturan Badan Pengawas Tenaga Nuk ir Nomor: tentang
Tala Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Belldahara; dan

2. Sura Tugas Nomor tanggaL .
B. Ma sud dan Tujuan

1. untu membukti an kebenarnn alas adanya informasl Kerugian Negara dl
lilgkungan (Unii Kerja yang dlkeiahui dari
hasii. (pengawasan/pemeriksaanJlaporanrllformasilperhitunga
n ex officio"} nomor.. tanggai. perihaL :

2. untu mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat
kekurangan (uang/surBt berhargalballlng milik Negaro
dan/atau uang/bamng bulcanmilik NegBlB") oi ling ungan .•........ ( Un
Kerja'); dan

3. unw mendapatkan bUktJpendukung yang dapat dlpertanggungjawabkan
untu mendu ung hasll verifikasi dimaksoo.

II. Pelaksanaan Verifikasi
(Jelasl<anproses pelaksIln88n veriffkllsi dan buktI pendulcungnya}

III. Has Ve.rifikasi
(Jelss an seC8rBringi<as has;! pel8ksanaan verffilcasi)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi
1 .
2. . dan seterusnya

Demikian disampalkan. alas perhatian Bapakllbu dlUcapkan terima kasih.

Format 3

Forma Laporan HasU Vertflkasi Atas Inforrnasl Terjadinya Kerugian Negara
LAPORAN
TENTA G

HASIL VERIFIKASl ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LI GKU GAN .......•............... {Unit Kelja')

NOMOR: LAP-............•.. _

c. Laporan hasil vertfikasl sebagalmana dimaksud pada huruf b,

wnjih dtsampalkan kepada KepaJa Unit Kerja/Kepala Satuan

KeYja/KepaiaBadan.
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C. Pelaporan Kerugian Negara

Dalam hal hasfl vertflkast sebagatmana dimaksud dalam BAB II B butlr

2 terdapat Indikasl Keruglan egara, KepaJa Satuan Kerja

mentndaklanjutt dengnn ketentuan sebagal beriku '

1. melaporkan kepada Kepalr Badan: dan

2. rnemberttahukan kepada Badan Pernertksa Keuangan.
Laporan dan pemberitahuan dimaksud, dlsampaikan paling lambat 7
[tujuh) hart kerja setelah dlperoleh tnformasl terjadJn a Kerugian
Negara sebagaimana dlmaksud dalam BABIIA.
DaJam haJ pegawai Pegawai egert di Iingkungan Badan Udale
melaksanakan kewajtban sebagatmana dimaksud dalam BABn A dan
BABUB atasan langsung, Kepala Satuan Kerja dan Pegawal egert
yang dltunjuk dimaksud dlkenal sanksl administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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') Diisi nama organisasiltmit keIja tempat lerjadlnya Kerugian Negam
••) Pilill sa.lahsatu

NIP.......................•.

............• .20..
Atasan Langsung/Kepala
Satuan Ke~a~)

Dem ian kamllaporkan, etas perhalian Bapakllbu dlucapkan terlma kasih.

2 Men'ndaklanjuli hal tersebut, .karol tel.ah mela ukan verifikasi alas informasVlapomn
dimaksud dengan has verili asl terdapat indikasi Kerugian Negam pOOa
lingkungan (Un Kerja') dengan kekumngan (uanglsumt berharga/barong milik
Neg fa danlatau uang/barang bukan milik "'eyaTa "} berupa (sebut1<anjenis dan
jum/ah UB/l9.surat berh8rg8, danlatau bamng dimaksud) dan teriamplr !<amisampelkan
laporan hasil verllikasl beserta bukti pendukungnya.

3. Berkenan hal tersebut dl atas, kami alum memproses penyelesaian Kerugian egam
dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuk r omor ...
tentang Tala Cam Penyelesalan Keruglan Negara Ternadsp Pegawai Negeri Bukan
Bendahara.

(pengawasa nlpemeriksaanl
tanggal. penllal yang
dl ling ungan......... (Unit

Sehubungan dengan hal tersebut eli alas, dengan horma !<amiJaporkan hal-hal
sebagai berikut
1. Berdasarkan informasi dan hasi!.. .

laporanlinCormasi/pemitungan ex offK:io"} nomor. .
menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara
Kerja ')(terlampir).

Yth, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nukllr
up.
Sekretaris Ufama
JL Gajah Mada Nomor 8
Jakarta

Format 4

Format Sural PenyampaJan Laporan kepada Kepala Badan

: Lap- .
: Rahasia
: SaltJ berkas
: Lapomn Terdapal Kerugian egam

Nomor
Sifat
Lampimn
Hal
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Tembusan:
1. Pinplnan Unll Eselon I;
2. Masan Kepala SahzanKerja; dan
3. Kepala Biro Perencanaan, Intormasi dan Keuangan. Sekretaris Ulama .
•) Dlisi nama organisasil\Jnit keIja tempat terjad' ya Kerugian Negara
H) P·lil salah setu

NIP ..

............. 20..
Atasan Langsung/Kepala
Satuan Kerja··)

Dem 'an disamp~fkan, atas perhatian BapakJlbu diucapkan erima kasih.

SehubungaJI dengan hal tersebut di alas, dengan horrnat karol memberitahuimn
hal-hal sebagal ben ut
1. Berdasarkan informasi dan hasiL................ (pengawasa IlIpemeriksaan!

laporanlinformasilpemitungan ex offlCioH) nomOL..... tanggal.. .._penhal ... _.. yang
menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara dl ling ungan......... (Unit
Kerja ')(terlolmpir).

2.. Men·ndakJanjuHhaJ terseout, kaml elah melakukan veriflkasi aias informasVlaporan
diJnaksud dengan has· verifikasi terdapat ildikasi Kerugian egam pada
lingkungan .....(Unl Kerja·) dengan kekurnngan ....... (uanglsurat berhafga/barang miTik
Negara danlalau uanglbarang bukan mifik Negarn·j berupa ....... {sebulkan jenis dan
jumlah uang, Stlrnt beth8rga. dan/atau barnng dimak.sud) dan tertampir karnl sampaikan
laporan has" verifikasi beserta bukti pendu ungnya.

3. Berttenan hal tersebut di alas. kaml akan memproses penyelesaian Kerugian egarn
diJnaksud sesuai ketenwan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor .....
tenmng Tata Cara Penyelesalan Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara

Yth. Ketua Badan Pernenksa (l(euangan
di

: Saw berkas
: Pembenlahuan Adanya Indlkasi Kerugiilfl
Negara

:5- _ .Nomor
Sifa
Lampirnn
Hal

Format :>
Format Surnt Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksn Keuangan
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A. Pejabat Penyeiesaian Kerugian egam (PPKNJ.

Berdasarkan Iaporan hastl vertflkasl sebagaimana dimaksud dalam
BAa II C Kepala Harlan selaku PPKN menyelesafkan Kerugian Negara
dengan melaksanakan Tunrutan Gantl Kerugian.
Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN untuk menyelesaikan

Kerugian egara dilaksannkan oleh Sekrel:aris Utama dalam hal
Kerugian Negara dilakukan oleh pimpinan tinggi pratama danj'atau
Pegawai Negen Buk.an Bendahara yang terjadl ell lingkungan Satua.n

Kerja-rrya.

Kewenangan Kepala Badnn selaku PPKN adalah:

1. Menerimll laporan hasll pemertksaan Tim PenyelesaJan Kerugtan
Negara (!PK ,.

2. Menertma pertimbangan dad Majelis Pertimbangan Penyelesalan

K rugian Negara atas:
a. penyelesalan atas kekurangan uang, surat berharga,

danj'atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalal Pegawal NegenBukan Bendahara,

b. penggantlan Kerugian Negara setelah Pihak rang Merugikan,
Pengampu, Yang memperoleh hak atau Ahli Wads

dinyatakan wanprestasl,

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah dlterbltkan
SKP2KS.

3. Menerlma Japoran hasfl pernertksaan kernball TPKNyang telah
dlsetujul dalam putusan MaJelis Pertimbangan Penyelesalan

K rugian Negara,
4. Mengusulkan penghapusan alas uang surat berharga dan/atau

barnng millk negara aug bernda dalam peuguasaan Pegawai

Neg ri Bukan Bendahara dan/alau uang danj'atau barang bu.kan

millk negara yang berada dalam penguasaan. Pegawal egerl
Bukan Bendahara ang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemertntahan.

5. Menerbitkan surat kepurusan pernbebasan penggantian kerugtan
Negara.

BAB III

PENYELESAlAN KER GlAN EGARA
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6. Menetapkan Sumt Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

SKP2K}.

7. Melakukan pengnwasan atas pelaksanaan SKP2K..

Adapun kewenangan Kepala Badan selaku PPKN yang dilaksanakan

oleb Sekretruis Utama untuk menyelesaikan Keruglan egarn adalahr

1. Membentuk Tim Penyelesalan Kerugian Negara{TPKN}.

2. Menerima laporan hastl pemertksaan dan menyampal.ka.n

pendapat atas laporan hasll pemeriksaan 'rPKN.

3. Menugnskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila

laporan hasil pemeriksaan tidak disetujul oleh PPKN.

4. Menugaskan TPKN rnelakukan penuntutan. penggnntian Keruglan

Negam kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil

pemertksaan disetujuJ oleh PPKN.

5. Menyampalkan laporan mengenai wanprestasl kepada MajeUs

rnelalut Kepala Badan selaku PPKN.

6. Menerima laporan TPKN mengenat PenerbitaD Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM, tldak dapat diperoleb.

7. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS) paling larnbat 7 [tujuh] han kerja setelah

menerima laporan dan TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM

tidak dapat dlperoleh.

8. MenyampaJkan SKP2KS kepada Pthak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Wans.
9. Menerima pengajuan tertulis beserta buktl mengenal keberatan

SKP2KS dart Pihak: yang Merugikan Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ah.ti Warts.
10. Menyampaikan laporan mengenai penertmaan atau keberatan

atas SKP2KS kepada Majelis melaJui Kepala Badan selaku PPKN.

11. Menyarnprukan laporan hasil pernertksaan kembali yang

dtlakukan 1'PKN kepada Majel1s Pertlmbangan Penyelesalan

K rugian Negara,

1 . Menyampalkan pertntah Majelis PeTtimbangan Pen elesaian

Kerugtan Negam.kepada 'rPKN untuk melakukan pemeriksaan

kembali.

13. Menyampaikan laporan hasll pemertksaan kemball TPKN kepada

MaJeUs Pertimbangan Penyelesaian Keruglan egara melalut

Kepala Badan selaku PPKN.
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B. Tim Penyelesaian Kerugian egara (TPKN).

Tim PenyeJesaian Keruglan egara yang selanjurnya distngkat 'rPKN

adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.

1. Pernbentukan TPKN

TPKN merupakan tim yang dlbentuk dan dltetapkan olen
Sekretarls Utama/Kepala Badan dalam rangka penyelesaian

Keruginn Negara dengan Jujur, adll, transparan, dan benanggung

jawah.

Pernbentukan 'rPKN dlte apkan dengan Keputusan yang

ditandatangani oleh Kepala Badan/Sekretarls U ama atas nama

Kepala Badan selaku PPKN dan berlaku sampai dengan

pen elesaian Kerugian egara selesal.

Pernbentukan 'rPKN dltetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara

yang terjadi pada satuan kerja dengan mernpertlmbangkan

besaran jumlah Kerugian Negara. wnktu dan efektivitas

penyelesaian Kerugian Negara

2. Keanggotaan TPKNKeanggotaan 'fPKN pallng kurang terdirl dan 3

(tigal orang dengan susunan keanggotaan TPK terdlrt dart Ketua

dan Anggotn "fPKN yang berasal dar! satuan kerja eli Ungkungan

Badan.

Kriterln keanggotaan TPKNadalah:

1 . Menerima dan menindaklanjuti hastl putusan Majelis

Pertlmbangan Penyelesaian Keruglan Negara melalul proses

penyelesalan Kerugtan egara melalul penerbitan SK'rJM dan

SKP2KS;

15. Melakukan pemantauan alas ketaatan Pihak yang Merugikan,

Pengarnpu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Worts melakukan

pernbayaran sesual dengan SK'fJ.M;

16. Menyampalkan teguran tertulls apabtla Pihak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hale, atau Ahli Warts melalalkan

kewajtban pembayaran sesuai dengan SK1'JM;

17. Menerbltkan SPO paling lambat 7 [tujuh] hart kerja sejak SK'fJM,

SKP2KS, atau SKP2K dttetapkan; dan

18. Menandatanganl Surat Keternngan Yanda Lunas.
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a. untuk [abatan ketua TPKN. minima] pejabat/ pegawai ang

memilikl pangkat settngkat dengan plhak yang diduga

menlmbulkan kerugian: dan

b. memillki kompetenst ang berkattan dengan proses
penyelesaian Keruglan Negara.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, paling
sediki mengetahui proses penyelesalan Kerugian Negara sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
3. Tu.gas dan Kewenangan TPKN

TPKNmemilild rugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7

tujuh) hart ker]a setelah dlbentuk,
b. enyusun kronologts terjadtnya Kerugian egam.

c. Mengumpulkan buktl pendukung terjadtn a Kerugtan egara.
d. Menghitungjumlah Kerugian Negara.
e. Meminta perttmbangan dart plhak yang memilild kompetensl

dalam menghrtung jumlah Kerugian Negara,
f. Menginventarisasi harta kekayaan rniUk Pegawai Negeri

Bukan Bendahara yang dapat diJadlkan sebagat Jamlnan
pen elesaian Kerugian Negara.

g. Menyampaikanhasil pemertksaan Kerugian egara secara
tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugtan
egam untuk dtmlntakan tanggapan.

h. MencJima tanggapan atas basil perneriksaan Kerugian egara
dart ora.ngyang dlduga menyebabkan Keruglan egara,

1. Men etujui tanggapan dart orang yang diduga menyebabkan
Kerugian Negara dan memperbalki hasil pemertksaan
Kerugian Negara, serta menya.mpaikan kepada Sekretaris
Utamaj Kepala Badan paling lambat 7 [tujuh) hart kerja sejak

tanggapan diterima.

j. Meoolak tanggapan dar! orang yang diduga menyebabkan
Kerugian Negara dan melampirkan tanggapan atau klarlftkasi
dalam hastl pemertksaan Keruglan Negara, serta
menyampaikan kepada Sekretaris UtaIDa/Kepala Badan
paling lambat 1 (empat belas) hart kerja sejak tanggapan
ditertma.
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No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana kejadian Kerugian Negara

dapat dike ahul

2- Denqan cam bagaimana Kerugian

Negara .u dapat terjadi?

3. Berapa jumlah kekurnngan uangfsurat

bertJargalbarang m'li egara dan/atau

uangfbarang bukan milik Negara

dlfllaksud?

4. Berapa jumlah Kerugian Negara yang

dlderlla oleh egara?

5. Apabila belum dapat ditetapkan detlqatl

IXIsti, berapa klra-kira Jumlah Kerugian

DAFTAR PERTANYMN PENYUSU AN

KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

Formt6

Format Daftar Pertanj aan Penyusunan Kronologis Terjadlnya Kerugian
Negara

k. Menyatakan dalam laporan hasll pemertksaan Kerugtan

egara bahwa kekurangan uang, surat berharga, danj atau

barang disebablmn perbuatan melanggar hukum atau lalal

Pegnwai Negeri Bukan Bendahara atau bukan perbuatan

melanggar hukum atau Inial Pegawai Negert Bukan
Bendahara,

L Melaporkan hastl pernertksaan Kerugian egMa kepada
sekretarts UtamaJKepala Badan,

m. Melllirulmnpemertksaan ulang terhadap mater! yang tidak
disetujut Sekretaris Utnma/Keprua Badan a as laporan hasil

pemertksaan Kerugian Negara.

n. Mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik

dokumen pemertksaan Kerugian Negarayang dtlaksanakan.

4. Pelaksanaan Pemeriksanaan TPKN
TPK melakukan pernertksaan KeruginnNegara dengan cam;

a. menyusun kronologls terjadInya Keruglan Negara dengan

menggunakan daftar pertan ann penyusunan kronologts
terjadtnya KerugianNegara.
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b. mengumpulkan bukt! pendukung terjadlnya Kerugtan egara
melalui:

l) pengumpulandokumen pendukung; danj'atau
2) permlntaan keternngan/tanggapan/kla.ri:fikasi melalul

wawancara kepada senap orang yang terlibat/diduga

(Nama Anggota TPKN)
0) Oiisi nama organisasilunit kerja tempallerjadilya Kerugian Negara

..................•............... 20..

9. Apakah ada Pihak Ketlga yang dalam hal

ili diunlungkan dan berapa jumlahnya

serta alas mana Negara dapat menuntut

penggantianlpembayaran kembali dan

pihak keliga dimaksud?

8. Apakah ada pihak Ketlga yang dalarn hal

ili dil1.lgi an dan berapa jumlah yang

dibayar kepadanya dan apakah ada

peraairen perundang undangan unluk

menjndi dasar unwk melakukan

pembayaran itu?

7. Apakah kejadian Keruglan Negara
dtmaksud sudah dilapoJkan kepada

piIlak Kepolisian RI atau telah ada

kepulusan Pengadilan yang berxekuatan

hukum tetap? (jika ada dlampirkan Sural

laporan/Berita Acara Pemericsaan Polisi

atau kepuwsan pengooilan alas yang

bersangkutan)

kewaJ' annya sehingga mengaklbatkan

terjadinya Kerugian Negara dlmaksud?

hukumlme lala ikanmelanggar

6. Siapa saja (nama, jababrn, pangkat, dan

da.lam kedudukannya sebagal spa) yang

tefindikasi teItlbat dalam kejadinn

Keruglan Negara dan sampai dimana

mereka harus dianggap turut dalam

Neganl dlmaksud?
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teriibat/ rnengetahut terjadlnya Kerugian Negara dalam

bentuk Berita Acara Pemertksaan yang dltuangkan

dalam hastl pemertksaan.
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Alas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negarn (TPKN). yang bersangkutan
memberikan jawaban sebagai berlkut:
1. Apakah Saudam dalam keadaan sehatjasmanldan rohani?

1. Ya, says dalam eadaansehatjasman dan rohani
2. Apa'kah Saudam mengetallui kenapa dipanggil untuk dlperiksa?

2 .
3. Coba. [elaskan secam sJngkat r!wayat penoldlkan formal. kedlnasan serta llWayal

pekerjaan Saudara sampai dengan sekamng?
3.Riwayal Pendid an formal Riwaya peooid~an

Kedinasan .
4. Coba Jelaskan proses dan kapan uanglsura berharga/barang m'lIk Negara danlalau

uang/barang bukan mil~i Negam yang berada dalam penpuasaan atau langgung J3wab
ateu yang saudara kelahui?

4 .
5. Colla jeJasken mengenai adanya kekurangan uanglsurat berllargalbarang mi k Negara

atau uanglbarang bukan mll' oogam yang berada dalam penquasaan atau tanggung
Jawaba!au yang Saudara ketahui?
5 _

6. (SelanJutnya pertanyaan dikembang an sesuai jawaban atau buktl-bukfl yang dldapat
dar! hasll pemeriksaan dengan maksud untuk menge-lahui adanya perbuatan melawan
hukum atsu melalaikan kewajib ya bail< langsung atau fida langsung dan yang
bersangku tara)

6 .
7. Apakah ada al·hallam yang per!u Saudara kemukakan?

7 ..
8. Apakah dalam pemeriksaan lnl Saudara merasa dlpa sa atau memperoleh tekanan?

8. Tldak ada paksaan alau tekanan dar! manapun dan dati siapapun

Nama
NIP
Pang atlGolongall
Jsbatan
Unit

selaku Anggota Tim Penyelesamn Keruglan egara (TPKN) yang berdasar1tan Kepuiusan
Pernoentukan TPKN N.omof tanggaL ..............• tentanq e h melakukan
pemeriksaan terhadap:

Jabatan
2. Nama

NIP
Jabatan

3. Nama
NIP
Jabatan

Pada han Ini .tanggaL bulan tahun yang bertanca tangan di bawah inl:
1. Nama .

NIP .

Format 7
Format Berlta Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
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c. menghltungJumlah KerugianNegara dengan cara:

1) menenrukan nihil Kerugian Negara sesuai ketenruan
sebagatmana dimaksud dalam BABrv; danyatau

2) memlnta. pertlmbangan dad pLhak yang memilild
kompetensi, yaltu instansi pemertntah atau swasta .ang
memilild kompetensl untuk menghitung ntlal Kerugiall

Negara
d. menglnventartsast harta kekayaan milik PegnwaJ Negeri

Bukan Bendnhara yang dapat dijadlkan sebagal Janunan

penyelesaJan Kerugian Negara,

5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN
a. Hastl pemeriksaan Kerugian egru-a yang dilakukan oleh

'1'PKNdisampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga
men ebabkan Kerugian egarn untuk dimintakan tanggapan
melalui;
1) pemnnggilan secara langsung orang yang dfduga

menyebnbkan Kerugian Negara; atau
2) pengirlmnn SUInt melalul Kantor Pos ke alamat terakhlr

orang yang diduga rnenyebabkan Kerugian egarn
dlsertai bukti pengirimnn sura dimaksud,

3 .
NIP ..

2. .
NIP .

1 .
NIP .NIP .

Pemeriksa,
Anggota TPK

Yang diperiksa.
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2. . dan
setemsnya.

IV. Keslmpulan dan Saran
1. Berdasarkan hasil peme saan Tim Penyelesaan Kerugian Negara (TPKN)

ilL Hasil Pemeriksaan
(JelasXan hasiJpelBl<sanaanpemerlksaan Kerogl8n Negara dllTlaksud,Jum/sh KerugJan
Neg fa, dan harts kekaY88n dart YBflg diduga meiakul<anKerugian Negara)
1. . _._ .

2. . oan
seterusnya.

It Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelasl<anprofit Pegawai Negeri Bukan Bendaham yang dpedcs8, kronofogis tefjadinya
Kerugian Negara, pengumpulBfl buldi penduJam9. penghi urrgan jumJah KerugiBn
Negara, dan penginventarisasi haria kekay8an yang dicJuga me18kukan Kerogian
Negara)
1. . .

I. Peooahuluan
1. DasarPerneriksaan

a. Persturan Badan Pengawas Tenaga Nu lif omor ..... lahun 2022 tentang Tata
Cara Penye:tesaianKeruglan Negara Terhadap Pegawai Negeri BUkan
Bendahara: dan

b. Surat Tuoas Tim Penyelesaiiln Kerugian Negara NomoL .....• tangggaL .....
lentang .

2. Maksud dan Tujuan PemerJesaan
a Untuk mengetahul Pegawal Negeri Bukan Bendaham yang bertanggungjawab

alas erjadinya kekumngan (uangfSlJra berhargalbarang mnlk
negam atau uaoglbarang bultan m k negam~) berupa (sebutkan
jenis dan Jumlah uang, sum! bemaroa. dan/atau barang dknaksud);

b. Untuk mengetahul penyebab perbuatan Pegawai egeri BUkan Bendahara
dimaksud yang mengakiballtan erjadinya kekurangan (uangislIrat
berharga/barallg mi k negam atau uanglbarang bukan m negara");

c. Menghilung JumlahKerugian egara atas belkurangnya _
(uanglsurat bemargalbarang miill<negam atau uilnglbarang bukan milik
negara ;

d. Menginvenlarisasi harta kekayaan mDi Pegawai NegeJi Bultan Belldahara
yang diduga me1akukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan
penyelesalan Keruglan Negara; dan

e. Untu mengetahui kronofogis terjadinya perisliwa kekurangan
.................. (uang/sural berhargalbarang rnll negara alau uang/barsng bukan
mil neqara··) di maksud.

HASll PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UA G/BARANG BUKAN MIUK NEGARA ••)

NOMOR: ......................•................

Format 8
Format HasiJ Pernertksaan Kerugian egara oleh 1'PKN
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.) Diisi nama organisasilUnil kerja ternpat terJad'nya lerjadinya Kerugilln Negara
••) P lill salah satu
•••) Pilil salah saw: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai. bukan perbuatan

mclanggar hukum amu lalai

NIP _

3. Anggoia TPKN

NIP ..NIP ..

2. Anggota TPKN1. Ketua TPKN

......................... 20..
Anggota TPKN.

Oem kian disampaikan untuk OOpa!dltinda lanJulisesuai ke entuan yaIlg bertsku

b. . dan
selerus n)'a.

4. . dan
selerusnya.

bahwa erbukfi tefJad'nya kekurangan _ ...•.............. (uang/surat berhargaf barang
mlJj( negara atau uangJbarang bi..d(anm k negara ••) berupa •••_•......... (sebutkan
jenls dan jumlah uang. surat bernarpa, dan(alau barnng d1maksud) yang
disebabkan karena akllat _................ ..~) dan Saooara _ IP
...................... [abatan .

2. Jumlall Kerugian Negara y8J1gterjadi akibal kekurangan (uanglsurat
berhargafbarang mirk negara atau uangfbarang bukan m ik necara .. )dimaksud
sebesar Rp ( sebuikan dalam huruf .••. ).
(dimuat apabia terbukU ekurangan uang/sural berhargalbarang mil k egara a au
uanglbarang bukan mi k neaara akibat perbuatan me1angg1lr hukum atau
perbuatan talal)

3. Harta kekayaan milit Saudara yang dapa dijadikan sebagai
jaminan penyelesaian Keruglan Negara berupa:
a .
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b. Berdasarkan hasll pemertksaan Kerugian egara
sebagalmana dlrnaksud huruf a orang yang diduga
menyebabkan Kerugian Negnmdapat membertkan tanggapan

.) Oiisi nama organisasiltmit keIja tempat terjadmya leIjadlnya Kerugian egara
••) P-lil salah satu
... ) P'(il salah satu; perbuatan melanggar huJwm perbuatan lalal. bu an perbuatan

melanggar hukum atau IaJai

Tembusan: Atasan KepaJaUnit Kerja/Kepala Satuan Ke~a")

JP _

Kelua TPKN,

Sellubungan dengan pemenksaan yang dlla ukan Tun Penyelesaian Kemgian
Negara (1PKN) kepaoa SaLldara, atas terjadinya Kerug' n Negara di ing ungan {Unit
Kerja·). dengan inI kami sarnpaikan bahwa berdasarkan nasi! pemenKsaan Keruglan egarn
dengan nomer langgal perihal.._ (Ierlamplr). d perolell kesimpulan bahwa
terbukli teIjadinya kekurnngan (uang, surat berhargalbarang ml'k negara atau
uanglbarang bukan milik negara··} berupa .......•.• (sebutkan ;enis dan jumlah uang. sural
berharga, danfatau barang dlma](soo) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar
Rp ( sebulJtan dalam hUM ) disebabkan karena ~.') dan
Saudara NIP jabatan .

Selan ulnya kepada Saudara, Quna proses finda lanjut penyelesaian ganti
Kerugian Negara sesuai dengan kelentuan pada Peraturan BAPETEN Nomor ... tahun 2022
lenlang Tala cera PenyeJesaian Kerugian eqara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara, Saudara d'bert kesempatan untuk menanggapi hasil pemertksaan Kerugian
Negara dimaksud p<lling lamba 14 (empal betas) han kerja sejak sorat hasil pemenksaan
disampa an kepada Saudara. ApabAa Saudarn fJdak member! tanggapan sampai batas
waklu dlmaksud, maka Saudara dianggap fJdak ada keberalan alas hasH pemeriksaan
dimaksud.

Alas pernaban Saudara diucapkan terlma kaslh.

yth. Sdr. ...................• (Pihak yang diperiksa)
di

:5- .
: Rahasia
: Satu berkas
: HasiJ Pemeriksaan Kerugian Negara

Nomor
Sifa
Lampirnn
Hal

Format 9
FormatPermintaanTanggapan kepada Orangyang diduga Menyebabkan

Kerugian Negara
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•) Dii:s.i llama organisaBitunil erja tampa( terjadinya leJjadinya KE!fugian Negara
••) Pilih salah satu
"'} Pilih aalah satu: perbuatan metanggar hulrum perbuBlBn lalal. buXal'\ perbuatan melanggsr

hulrum atau Ialai

NIP ..............•...

KeWB TPKN,

Sehubung.an dengan perneriksaan yang ddakukan Tim Penyelesaian Kerugian egBfil
(TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lil19lwngan ............• (Unit Kerja'). dengan ini kami
s.a~rjum laporan hasil pemeriksaan KelUQ\Bn agars dengan nomor•..... tanggal panhal
.•.•.. •...•. .•.•. yang menyimpulkan bahwB terbuldl tilrjadinya kelrurangan ...•..•.••. .•..• (uang/surat
berhargalbarang mifik nagalil alau uan!J"barang ukan mil negsra··)berrupB•...•.••.....•..•. (!iebulkan
janis danJum1a.h LIang. surat berhargB. danfBtau bamng dimaksudl dengan JUIliah Kerug an egBIS
sebesar Rp ........•...•.. _( ..... sebUlkan dalsm hulUr .•.. } disebabkan kerena ....••..•...••..•.. "0) dan
SiIlJdara •.•..•..•....• NIP ,•..........•. jabatan ' '.

Sehubungan derl1laJl hal tar!ieDut di atas, dengan 1111karnl meminta pendapal etas taporan
hasil pemeriksaan dimakslJd dan terlampir kami sampai Iiuln taparan hasll pemeriksaan Kerugian
egara dimalaiud beserta bukfi pendukung.

Demiluan disampaikiin. alas perhalian Bapskl1bu diucapkan terima kasih.

di

Y (5e elari, UlsmalKepata BAPETEN')
Se1BJruPejabat Pany ll'Saian KerugJan Negara

o.rnor : Lap- .......•............
Sitsl : Rahasia
lampiran : Satu berkas
Hal : Laporsn Hasi Pemeriksaan

Tm1Penyelesaian Kerugian egara (TPKN)

l"ormat 10

Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada SekretaIis

Utamn/Kepala Badan

yang disampatkan kepada TPKN paling lambat 14 (empat

belas] hart ker]a sejak surat hasil pemertksaan disampaikan.

c. Dalam hal TPKN menertma dan menyetujui tanggapnn

sebagalmana dtmaksud huruf b, TPKN rnemperbalkt hasil

pemertksaan.
d. Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud huruf c, TPKN menyampaikan laporan hasll

pemeriksaan Kerugian Negnm kepada sekretans

Utama/Kepala Badan paling lambat 7 (tujuh) hart kerja sejak

tanggapan dit lima.
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e. Dalam hal TPK rnenolak tanggapan sebagaimana dimaksud
huruf b, TPKN melamplrkan tanggapan atau klanflkast
dimaksud dalam hastl pemeriksaan Kerugian Negara,

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagatmana dimaksud
huruf e, 'fPKN menyampaikan Japoran hasll pemertksaan
Kerugian Negara kepada Sekretarts tama/Kepala Badan

paling lambat 1 (empat belas) hart kerja sejak tanggapen

diterima dengan menggunakan format 10.
g. Dalam hal TPKN tidak menertma tanggapan sebagaimana

dimaksud huruf b, dianggap tidak ada keberatan atas hasll
pemertksaan Kerugian Negara dan TPKN menyampaikan
laporan basil pemertksaan Keruglan Negara kepada
Sekretaris Utama/Kepala Badan paling lambat 5 [lima] hart
kerja sejak tanggapan tidak diterima dengan menggunakan
format 10.

h. Laporan hastl pernertksaan sebagalmana dJrnaksud pacta

huruf d, huruf f, dan buruf gmenyatakan bahwn:
kekurangan uang, surat berharga, danj'atau barang
dlsebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara dengan paling sedlki
memuat pihak yang bertanggung jawab atas terjadlnya
Kerugian Negara dan Jumlab Kerugtan Negara; atau
kekurangan uang, surat berharga, danj'atau barang

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalal Pegawal egert Bukan Bendahara., dengan paling
sedikit rnemuat jumlah kekurangan uang/sur t

berharga/ barang.
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2. dan
seterusnya.

Ill. Hasil Pemeriksaan

I. Pendahuen
1. Dasar Pemen soan

8_ Peraluran Badan Pengawas Tenaga Nukr Nomor ..... tahun 2022 tenlang
Tala Carn Penyelesaian Keruglan Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara: dan

b. Sural Tugas Tim Penyelesaian Kerugian egara omor:.. ..... angOO3I......
tenlang .

2. Ma sud dan Tujuan Pemericsaan
8_ Untuk mengelahui Pegawaj Negeri Bukan Bendahara yang

berlanggungjawab alas tel]adinya kekurangan __ (oonglsurat
berhargalbarang milk negara atau vanglbarang bukan mllik negara··)
berupa (sebutkan [enis dan jumlah IJang,surat bemarga,
danlalau barnng dimaksud):

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawa Negeri Bukan Bendahara
dlmaksud yang mengakibatkan lerjadlnya kekurangan
..................{uang.!surat beffiargalbarang mil negara atau uanglbarang
bulmn milik negarari);

c. Mengh' Wlg jumlafl Kerugian Negara alas bet1curangnya_ _.
(uanglsurat berhargaJbarnng mi I negara atau uanglOOrangbukan milik
Ilegara");

d. MengllventaIisasl haria ekayaan mlrk Pegawai egeri Bu an Bendahara
yang diduga melakuka n Kerugian Ne.garauntuk dijadikan Iarnnan
penyelesaian Kerugian Negara; dan

e. Untuk mengelahui kronologis terjadlnya perisliwa kekurangan
..................(uang/surnt bemargalbarang mllik negara alau uanglbarang
bukan mHiknegara*·) di maksud.

II. Pela1c:sanaanPemen1<saan
(Jelaskan profil PegawaJ Negeri Buks" Bend8h8111yang diperiksa, krono/ogis
fefjad/nyo Kerogian NegafTJ.pengumpulBn bukti pendukung. penghitungan jum/sh
Kerogian Nega(a, dan penginventarisasi haria kekayaan yang diduga melakukBn
Kerogian Nagara)
1. . __ _.._ _

NOMOR: LAP-.....•..•.....•.......

LAPORAN
TENTANG HASIl PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARAATAS KEKURA GAN

UA G/SURAT BER ARGAIBARANG MIUK NEGARAATAU UANGIBARANG BUKAN
MILIK NEGARA **) OISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

Format 11

Format Laporan tentang Basil PemeriksaanKeruglanNegaraAtas

Kekurangan UangjSUrat BerhargajBanmg ilik N gara A; u nngjBarang
Bukan MlJikNegara Disebablmn Perbuatan MelanggarHukum Atau Lalal

Pegawal NegeriBukan Bendahara
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•) Dr inama organisasilUnJtkerja tempat terjadlnya terjadinya Keruglan Negarn
••) Pllh salah satu

NIP .

3. Anooota TPKN

NIP ..NIP ..

2. Arlooota TPKN1. Ketoo TPKN

............. 20..
Anggota TPKN.

Oem'kian disampaikan untuk dapa! dttindaklanjuli sesuai ketentuan yang ber1aku.

b dan
seterusnya .

4. . dan
seterusnya.

2. . dan
seterusnya.

IV. Kesimpulan dan Saran
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TIm Penyelesalan Keruglan Negara (TPKN)

ba a terbU'kliteljadirJya kekurangan _ (uang/suml berharga/
barang millk negara aiau uanglbarang bukan mlik negem ....) berupa
...............(sebLrtkanjenis dan jumlall uang, sural bemarga, dan/atau barang
d maksud) yallQ diseba an kareoo perbualan meJanggarhukum atau latal
......_ ~)dan Baudara NIP _ jabatan _ ..

2. Jumla Kerugian Negam yang terjadi skiba ke urangan (uangJsural
berflargalbarang mirk negara atau uanglbarang bu an millk negara ••) dimaksud
sebessr Rp ( sebutlwn dalam hUruf ).

3. Hartakekayaan mil Saudam yang dapal d adikan sebagm
jamiHlIl penyelesalan Keruglan Negam berupa:
a ..

(Je/8sJ<an has' pelaksana8n pemerlksaan Kerugian NegaTa dimal<surf. Jumfah
Kerugian Negara. d81l harts kekaY88n dan yang dJdUg8 meJakukBn Kerug an
Negara)
1. . _ ..
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2. dan
seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

I. Pendamduan
1. Casar Pemeriksaan

8. Perafuran Badan Pengawas Tenaga Nukrr Nemor ..... tahun 2022 enlang
Tala Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Benda'hara; dan

b. Suml Tugas TIfTl Penyelesaian Kerugian Negara omoc ....... tangggaL .....
tenfang .

2. Maksud dan TuJuanPemefi(saan
a. Untuk mengetahui Pegawal Negeri Bukan Bendahara yang

bertallggungjawab alas terjadinya kekurangan (uang/surat
berhargaJbarang milik negara atau uanglbarang bukan mll negara")
berupa (sebulkan [enls dan [umlah uang, sural berf1arga,
dan/alau barang dimaksud):

b. Ulltuk mengelahui penyebab perbuatan Pegawai Negerl Bukan Bendahara
dimaksud yang mengakibatkan le~adinya kekurrmgan
............. ~...(uanglsurat berhargaJbarang mlilk negara atau uanglDcimng
bulmn minknegarari);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara alas berkurangrlya .
(uangfsurat berhargalbarang mi I negara afau uanglbarang bukan milll
oogara");

d. Menginventansasi harta kekayaan mirk Pegawai N~ri Bu an Bendahara
yang diduga melakukan Kerug n Negara un!uk dijadlkan jaminan
penyelesaian Kerugian NeQafB; dan

e. Ulltuk mellgelahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan
..................(uangfsura beIhargaJbarnng mlilk negara atau uallglbarang
bukan milik negara··) di maksud,

Il. Pelaltsanaan Pemerlksaan
(Jel8skBn profil F'egaw8i "'egeri Bukan BendBh8J'B yang diperikSB. kronologls
teljadinya KerugiBn Negars. pengumpufBn bukti pendukung. penghitungM juml8h
Kerugisn Negara. dan peng/nventafis8si haria kekByaan yang diduga me/alwkan
Kerugian Negars)
1. .. ..

NOMOR: LAP-........•.............

LAPORAN
TENTANG HASll PEMERIKSAA KERUGIAN NEGARAATAS KEKURANGAN

UANG/SURAT BERHARGAIBARANG MIUK NEGARA ATAU UANGIBARANG BUKAN
MILIK NE.GARAOISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI

PEGAWAI NEGER'I BUKAN BENDAHARA

Format 12
Format Laporan tentang Hasll pemerlksaan kerugian negara atas

kekurnngan uang/sura berhargaj'barang milik negara a au uang/barang
bukan mlllk negara=] disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum arau

lalai Pegawai Negeri bukan bendahara
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L Sek:retarts Utama/Kepala Badan menyampaIkan pendapat
atas laporan hasll pemertksaansebagaimana dimaksud pada
huruf h. sebagal berikut:
1) menyetujui laporan hasil pemertksaan Kerugian Negara:

atau
2 tidak menyetujui laporan hasil pemertksaan Kerugtnn

Negara.

•) Diisi nama organisasiI\Jnil kerja lempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara
••) Pilih sala satu

NIP ..

3. Anooota TPKN

NIP .NIP ..

2. Anggola TPKN1. KetuaTPKN

......................... 20..
Anggota TPKN,

Dem'ldan dlsampaikan untuk dapal d 'nda lanJulisesuai ketentuan yang berlaku.

IV. Kesimpulan dan Saran
1. Berdaserkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

bahwa terbUkti teIjadinya keirurangan (uang/surat berhargal
barang milik negara atau uangfbarang bukan miik negara ••) berupa
............... (sebutkan jenls dan jumla huang, surat berharga. dan/ala u barang
cfrnaksud) yang bukan dlsebabkan perbualan melanooar u1(lJmatau lalal
.................... ) daJi Saudaro NIP _ jabotsn _ .

2 dan
seterusnya.

2. . dan
seterusnya.

(Je/8sJ<an has' pelaksana8n pemerlksaan Kerugian Negal8 dimaksud. jum1ah
Kerugian Negara. d81l harts kekaY88n dan yang dJdug8 meJakukan Keruf) an
Negara)
1. . _ .
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J. Oalam hal laporan hastl pemertksaan sebagatmana dimaksud

pada huruI h tidak dlsetujul, Sekretarts Utruna/Kepala

Badan segel menugaskan TPKN untuk melakulmn

•) Diisi nama organisasiluni! IrelJatempat terjadmya Kerugian Negara
••) P'(i!salah satu

IP ..

Oem 'an dlsamptfkan, alas pe.rhatianSaudara diJcapkan lefima kaslh.
............ 20..
Kepala Satuan KerjaJ Atasan Kepala
Satuan Ke~a··)

perlhal.. yang menyampa-kan Laporan Hasil Pemeriksaan WKN nomor.. .
tanggaL •........... perihaL ..........•. , dengan III kami sarnpaikan bahwll berdasarkan
penelahaan atas laporan hasH pemeriksaan dlmaksud beserta bulcti pendukung dan
mempertlmbangkan ketentuan pada Peratumn Badan Pengawas Tenaga Nukfir Nomor
..... tahun 2022 tentang Tala earn Penyelesalan Keruglan Negara Terhadap Pegawai egerl
Bukan Bendahara, kmnl berpendapal menyetujul Laporan Hasil Pemeriksaan WK
dimaksud yang menyata an bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uanglsural
berhargalbarang mll negara atau uanglbarang bukan mInk negara-) disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalal bukan disebabkan perbuatan meJanggar hu'kumatau
lalai"') Saudara .N1P _..~abatan .

Berkenaan dengan hal tersebut di alas, kami menugaskan TPKN unlu meJakukan
penunbJtan pengganlian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Badan
Pengawa:s Tenaga Nuklir ornor .... Jahun 2022 dimaksud kepada Saudara
................•.......... , dengan mengupayakan surat pemyatasn kesanggupan danlalau
penga nan bahW3 kerugian dlmaksud menjadl langgung jawabnya dan bersedia meng_ganti
Kerugian egara dimaltsud dalam bentuk Sura Keterangan Tangggung Jawab Mu
(SKTJM) (pernyablan ini ditambahkan bila mana PPKN menyetujui keJrurangan uanglsurat
berllarga/barang dinaksud disebabkan perbuatan rnelanggar hukum atau laJai)

Saudara nomor 18nggalSe ubungan dengan Sura

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di

: Satu berkas
: Pendapat atas Lapomn HasHPemeriksaan Tin
Penyelesaian Keruglan Negara (TPKN)

:5- _ .Nomor
Sifa
Lampiran
Hal

Fnrmat 13
Format SUTat Pendapat PPKNMenyetujul atas Lapornn Basil Pemeriksaan

TPKN
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k. Dalam. hal 'TPKN telah melaksanakan pemerfksaan ulang
dlmaksud, TPKNsegera membuat laporan hasil pemeriksaan

•) Diisi nama organisasilunil kerja tempat terjad' va Kerugian Negara
••) Pili', saJah satu

IP ..

............ , 20..
Kepala Satoon Kerfa/ Atasan Kepala
Satuan Ke.rja'·)

Seill1bungan dengan Sural Saudara nomor ........•..... tanggaJ .
perihal yang menyampa an Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor, .
tanggal. perlhaL............ dengan ini aml sarnpa kan bahwa berdasarkan
penelahaan atas laporan ilasll pemeriksaan cfll1lai<:sudbesena bukti pendukung dan
me.mpertimbangkan ketentuan pada Peraluran Badan Pengawas Tenaga Nuldir Nomor
..... tahun 2022 entang Tata Cam Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri
Bultan Bendahara, leami berpendapat Udak menyeruJui alas Laporan Hasil Pernerfksaan
TPKN dmaksud.

PeliJ kaml sampaikan bahwa pendapat tJda menyelujul alas taporan Hasil
Peme saari dunaksud erkait materi (sebutl<an
dan je1ask8n materi Laporan Has;! Pemetiksaan TPKN yang udal<d;setujui PPKN)

Berlcenaan dengan hal t.ersebui dJ atas, ami menugaskan TPKN seqera untuk
melakukan pemerlcsaan ulang temadap rnateri yang i1dakdlse.tuJu1tersebut dl atas dalam
Lapomn Hasil Pemeriksaan dlmaksud.

Oem klan disampa lam alas pernatian Saudara diucapkan erTna kasih .

Ylh. Ke.tuaTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di

: Pendapat alas laporan Hasil Pemeriksaan 11m
Penyelesalan Keruglan Negarn (TPKN)

:8-...................•Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Format 14
Format Surat Pendapat PPKNTidak MenyetuJui aras Laporan Hasil

Pemertksaan Tim Penyelesalan Kerugtan Negara (TPKNI

pemertksaan ulang hanya yang berhubungan erat terhadap

matert pemeriksaan yang tidak disetujui.
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Sehubungan dengan hal tersebut di alas, dengan hormat kami taper1rnn hal-hal
sebagal beri ut
1. BeIkenaan dengan teJah erjadi :kekurangan _ (uanglsurat

berharga/barang mil' negara atau uanglbarang bukan milik negara ••) berupa ...........•
(sebutkan ]enis dan Jumlah uang, sural berharga, dalliatau barang dimaksud) di
lingkungan ......................• (Unit Ke!ja .). Karni telah men' aktanjuti hal tersebut
dengan membentuk lim PenyeJeswan Kerugian Negara (TPK ) dengan Surat Tugas
Pembentukan TPKN Nemer _
langgal. .Ienl<lng....................................... (tertarnpir), dan sudah
me kukan pemeriksaan alas Kerugian gam dimaksud dengan Laporan Hasil
Pemeriksaan l1emor .........•....... langga1... perihal... .....•...... (terlampir),
serta telah mendapa persetu'uan dari PPKN atau PeJabal yang diberi kewenangan
dengan surnt nemor•...................... langgal ..• perihal Pendapat alas
Laporan HasiJPemeIitsaan TPKN (teriamplr).

2.. Berdasarkan hasl pemericsaan Tim Penyelesaian Keruglan Negara (TPKN) bahwa
terbu . terjadinya elwrangan uang/sumt berhargaJ barang mirk negara
atau uangfbarang bukan mifi negara ••) berupa .._ (sebutkan jenis dan jumlah

Yth Menteri Keuangan
u.p.
Selcretaris Jendral Kementerian Keuangan
JL Or.Wahidin Raya Ne 1Jakarta
Jakarta

Nemer : Lap- .
Lampiran : Satu berxas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaanlim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Format 15
Format Surat Sekretarls tama Kepada KepaJaBadan Selaku PPKNAtas
Laporan Hasil Pemertksaan Tim Penyelesalan Kerugtan egara (TPKN)

Kerugian egara dengan memperbaild matert pemeriksaan
yang sebelumnya tidak disetujuJ.

L 1'PKN menyn.mpailron laporan basil pemertksaan Kerugian

egara _ang telah diperbafkt sebagatmana dimaksud pada
huruf k beserta buktl pendukung pemertksaanulang kepada
Sekretarts Utarna/Kepala Badan, untuk mendapatkan
pendapat dan Sekretarts Utamaj'Kepala Badan atas laporan

hastl pemerlksaan Kerugian Negarayang telah dlperbaikt
m. Dalam hal laporan hasll pemertksaan sebagaunana dimaksud

pada huruf h disetujui, Sekretaris U ama segera
men rampaikan laporan kepada Kepala Balian selaku PPKN
paling lambat 7 tujuh han kerja sejak laporan dimaksud
d1setujuL
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c. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Sura Keternngan·

Tanggung Jawab Mutlak..

Surat Keterangnn Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya distngkat

SKTJM adalah surat pemyataan dan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan

bahwa Kerugian Negara rnenjadt tanggung jawabnya dan bersedia

mengganti Keruglan Negara dimaksud.

1. Tahapan PenyeJesaian Melalui SKTJM.

a. Dalarn hal laporan hasil pemeriksaan sebagairnana dirnaksud

dalam BAB 1II B buttr 5 huruf b angka 1 disetujui oleh

Sekretaris Utama/Keprua Badan, maka Sekretaris

Utamaj Kepala Badan segera menugaskan TPKN untuk

melakukan penuntutan penggantian Kerugian egara kepada

Pihak. yang Merugikan.

Dalam hal Pihak yang Memglkan berada dalam pengampuan,

melartkan dirt, atau rneninggnl dunla, penggannan Keruglan

egara berallh kepada Pengampu Yang Memperoleh Hak,

atau AhU Warts,

b. Dalam penuntutan penggantlan Keruglan Negara, TPKN

mengupayakan surat pern araan kesanggupan darr/atau

pengakuan Pihak ang Merugikan, Pengampu, ang

•) Oiisi nama organisasiluni! kel)a tempal ferjadlnya Kerugian Negara
"} Pilll salah satu
... ) Pilll salah satu: perbuatan melallggar hlIkum perbuatan lalai, bukan perbualan

melanggar hukum atau lalal

Ternbusa n:
1. Pinplnall Unl Eselon I;
2. Alasan Kepala Unit Kerja; dan
3. Kepala Biro Pereneanaan, Inform 51dan Keuangan. Se retaris Ulama .

NIP.......•..........•.....•

............• 20..
Atasan umg5unglKepala
Satuan KeJja'"

uang, sural berharga, danfatau banmg dimaksud) yang disebabkan kareoo perbuatan
mclallggar hukum alau lalal _ ) dart Saudara NIP ....•.......•........•
jabatan •...................

Oem klan disampaikan, atas pernatlan BapakJlbu diucapkan terima kaslh.
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'j P salah sslu

NiP _[Po ..

Yang membu.al pemyamn.
Mengelatlui.
Ke.palaSawan KeI]BlAtasan Kepala
sawall Kelja')

bertiooak se!alru (Pilla yang Merugfkan mat! PengaJ11lluNang Mernperohth HakiMIi WartS dan
SaudBIB ••••.•....•..•••••..•.•. :) menyataksn kesanggupan danlalBu mengakui akan ber1.Bnggungjrwab
a as Ke:ruyian Negara sebesar Rp ••..•.••..•....•••.••• ( ..•• sebutkan daJamhu:ruf ••••_) alB'Skekllrangan
................. {uang/surBl bed1argalbarang mitik negara stau uanglbarang bukan mill nagara H,
berupa (sebutkan ;enis dan jumah us09, surat berllarga, dan/atall bBfang dirJlilksud} dan
saya barsedla untuk mengganb sepenuhnya datam bentIJk Sura Ke erang,an Tanggung Jawab
Mu lak (SKJM).

Surai pe-myslaen Inl says bus) dengan sader clan mnpa paltsaan dan p1hakmanapun..

ama
[P

PangkatJGoIongan
Jabalan
Unit

Yang bertanda tsngan eli bmwh fRi'

SURAT PER YATAAN KESANGGUPAN DANIA AU PENGAKUAN')

Format 16

Format Sumt Pemyataan Kesanggupan danfatau Pengnkuan Pihak yang
Meruglkan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau AhilWalis

1) ldentitas Pihak yang terugikan Pengampu, Yang
MernperolehHak, atau AhU Warts:

2) jumlah Kerugian Negara yang harus dlbayar,

3) cara dan jangka waktu pernbayaran Kerugian Nega.ra;
4) pernyataan penyerahan barang [amlnan, yang disertal

dengan daftar barang yang menjadl jamlnan, bukti

kepemllikan yang sah atns barang yang dijaminkan, dan

surat kuasa menjual; dan

5) pernyataan dart Plhal<yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau AhU Warts bahwa pernyataan
mereka ndak dapal dttartk kembaU.

Memperoleh Hak, atau Ah1i \Valis bahwa kerugtan dtmaksud

menjadi tanggung jawabnya dan bersedia menggantl

Kerugian egnrn dimaksud dalam bentuk SK'fJM.
c. SKTJM sebagaimana dtrnaksud pada huruf b paling sedildt

memuat:
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•) Pilll salah sa u
••) Pilll salah saw pemyataan 1 dan 2
"'''') Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hu um paling iama 90 hari kaiender

seja SKTJM dGinda!aJ1ganiatau a al keialaian paling lama 24 bulan seja SKTJM

dilandalangani atau jangka waktu sesuai dengan peraturan Badan atas jangka wakltJ

kolldisi ertenltJ

NIP .
Saksi-sakst
1 .
2 ..

(Nama penanggung Jawabkerugian neoara)

Matemi cukup

Mengemhui.
Kepala Kantorl Unit Kerja")

menyatakan dengan Iklak akan rnenank kemlla", bahwa saya beriangguog jawab tas
Kerugian Negara sebesar Rp ........• ( sebiJlJ<andengan huruL >. yaknJkerugian yang
disebab n alas kekurangan (uanglsurat bemargalbarang miltt negara aJau
uanglbarang bukan m ik negara") berupa (sebulkan jenis dan jumiah uang, sura
berharga, dan/atau oorang dimaksud).
1. Jumlah Kerugian Negara d1maksudtelah saya ganb dengan menyetoJt(anJumlah

dlmaksud ke rekerung Kas egara dl pada tanggal .
(satinlln bukti tanda setor dilampirtan bernama Ini).• )

atau
2. Jumlah Kerugian Negara d1maksudakan saya ganli dengan menyetorkan jumlah

dimaksud ke rekening Kas egara di dalam j ngka walctu...........•.........• ).
dengan angs-urannap bulan sebesar Rp _( sebutmn dengan huruf
............ ) dengan menyemh an Jaminan berupa )

Apabila daJam Jangka wa w di alas setelah saya menalldalangani pemyataan ini
temyata saya tida menggantl seluruh Jumlah kerugian t:ersebut. masa egara dapa
menjual atau melelang barang jamlnan ersebut, Saya menyadari bahwa setetah ketemngan
inl dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan dIn dalam bentu apapun .

.................. , 20 .

Nama
NIP
Pang allGoJongan
Jabetan
Unit
Alamat

Yang bertanda mngan dl bawah nt

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTlAK

Format 17

Format SKTJM untuk ~nanggung Jawab 1erugtan egara yang Merupakan

Pihak yang Merugikan
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•) Pilj) salah satu
••) Pilj) salah satu pemyataan 1 dan 2
"") KerugJan egara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 haM kaJender

seja SKTJM diandatangani atau akibal kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM

Saksi-sakst
1 .
2 .

(PengampuNang Memperoleh HaklAllli
Wans)NIP .

M8 eraf culaJp

Mengetahui.
Kepala Kantorl Unit Kerja')

rnenystakan dengan tk:lnk akan meoorik kemba.n, bahwa saya bertanggung jawab alas
Kerugian Negam sebesar Rp t sebu!k~m dengan huruf ), yakni kerugian yang
disebabkan atas kekurangan (uanglsumt bemargalbarang mil negara ateu
uanglbarang bukan m Ik negara') berupa (sebulkan jenis dan jumlah uanq, sural
be(harga, dan/atau barang dlmaksud).
3. Jumlah Kerugian Negara dime sud telah says ganli dengan menyetorbn jumlah

dinaksud ke re enillg Kas egara di pads tanggal .
(sa Inan buktl tanda setor dilampirkan bersama Inl). ')

atau
4. Jumlah Kerugian Negara dims sud akan saya ganh dengan menyetoJ1mnjumlah

dinaksud ke rekening Kas egara dL datam jangka waktu ),
dengan angsuran nap bulan sebesar Rp ( sebulkan dengan huruf
............ ) engan menyerah anjaminan berupa )

Apabila dalam janglal wa'klu di alas setelah says mefuimdatanganl pemyataan inl
ternyata saya tlda mengganti seJuruh jumJah erugian tersebut, malta Negara oapat
menJualatau melelang barang jaminan ersebut Says menyadad bahW3 setelah kelernngan
lni dibuat tldak boleti mengajukan pembclaan dirt dalam benruk apapun .

.................. , 20 .

Nama
NIP
Pang al/Golonga
Jabatan
Unit

NomorKTP .
Sebagai PengampuNang Memperoleh HaklAhl Wails') dan p ak Penanggung Jawab
Kerugian

.. .
Nama
Alamat

Yang bertanda fangan dl bawah nj;

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTlAK

Format 18

Format SK1JM untuk Pengampu/Yang emperoleh Hak/Ahll1; arts dart

Pennnggung Jawab Kerugian N gara
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3. Menjam n ba wa barang-barang, hak·hak atas barang, surat-surat berharga, Ilak-ha
alas tagihan ersebut pada butir 1 dl atas, adala benar-benar miliklllak saya pribadi
yang san serta tidak ooiam keadaan sengkela dan tida terdapal beban-beban lainnya.

Nama
NIP
PangkaVGolongan
Jabatnn
Unit
Nama
NiP
Pangka Goiongan
Jabatan
Unit

Dengan dis.altsikan oleh:

Pangka Goiongan
Jabatan
Unit

dengan Ini menyatakan.:
1. Bahwa sebagai IW1daklanju alas Sura Ke emngan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

yang saya bua tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-bamng. hak-
hak alas barang, sura -surat berharga, hak-hnk alas lagihan berupa:
a. Tanah (sebLJtkanstatus Hak MiliklAdaUHGB, Iuas lokasl, bu 1i pemirkan dan lain

lain);
b. Bangunan (sebutkan permanen, sembermanen, lUllS, iokasllalamat, bukfi iMB dan

lain-ialn);
c. Barang bergen:l'k(sebutkan jenis, nilal, bukti pemil an dan lam-lain):
d. Tagilan Piutang (sebutkan jenis. nilai. bukfi pemn an dan lain-lain);
e. Surat-surat Berharga (sebtJtJcanjenis, nila!. bU'ktipemili an dan lail~lam).
sebagai jaminan alas penqembaaan Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab
saya sebesar Rp ( sebutkan dengan huruC )

2. Banwa barang-barang, hak mas baranp, sum{-sural berharga. hak alas lagihan ersebut
elah saya serallkan epada oegara yang oalam hal ill d' akili oleh:
Nama ..
NIP _

UnitKerja
Alamal

Nama
NIP

Yang bertanda tangan di bawah int
: )
: _ ')

Pang aVGoJengan : )
Jabatan : )

; )

SURATPERNYATAAN JAMINAN

Format )9

Format SUratPemyataanPeoyerahanBarangJaminan

dilandalangani atau jangka waxtu sesuai dengan peraanan 8adan atas jangka waktu

kondlsi tertentu
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•) NIP, pangkatfgolongan. jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani sural pemyalaan

merupa an Pegawai egeri Bukan Beooahara sebagai p ak yang merugikan.

Saksl-saksl;
1. .. ..
2 .

NIP .NIP .

Maierai cukup

.. 20...
Yang menyernhk2nYang menerima penyernhan

JamJnan,

Demikian penyerahan inrsaya boot dalam keadaan seha sadar dan tanpa adan18 paksaan
atau lekamm dan pihak rnanapun,

4. Apabila sarnpai dengan tanggal._ .........•..... temyata saya Mdak mampu mengembarkan
seluruh Keruglan Negara seJurutmya, maka barang-barang, hak-hak alas 00rang, surat
surat berharga, hak-hak alas tagihan tersebut pada butir 1 dl atss, saya serahkan
sepenuhnya kepada negara unluk dijual, dllelang, ditaglh ataupun diterima guna
penyelesaiall kewaJiban saya untuk bertanggung jawab alas Kerugian egara.
dimaksud.

5. Apabila hasil penjualan!pelelanganlpenagihan tersebul pada butlr di alas temyata
kurang dan jumla Keruglan Negara yang harus saya kembal an, maka kekumngan
temp menjadi tanggung jawab says atau PengampuNang Memperoleh HaklMIl Warts
saya,

6. Apabila hasil penjualalllpe!eJangnnfpenag han tersebut pada bu 4 di alas meleblhl
jumlah kekurangan Kerugian Negam yang harus says kernballkan, maka kelebihannya
akan saya atau PengampuiYang Memperoteh HaklM1i Wans saya terima kemball
setelah dlpciong blaya·b.laya yang teJahdikeluarkan oJeh negara sehubungan dengan
penjualan/pelelangan.

7. Ballwa dengan pencalmn jaminan alas Kerugian Negara ini tidak mengenyamping1<an
lildakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan adminislrasl kepegawaian
berdasarkan pernturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Tata earn Penggantinn Kerugian Negara MelaJulSKTJM.

a. Penggannan KerugfanNegara segera dibayarkan secara tunai

atau angsuran.

•) Oilsi nama organisas[h,mit kerja tempat terjadlllya Kerugfan Negara.
•• ) NIP. pangka golongan. jabatan, unit diisl bagi yang menandatangani sural kOO58

merupa an Pegawai egeri Bukan BeAdahara sebagai p ak yang merugikan.

IP " .NIP __ __ __

Materni cukup

Jaminan,

Demikiiansurat kuasa inl diberikan dengan subsfitusL
_ _ , 20 .

Yang menyerahkanYang menerrna penyerahan

___________________________ khu~. __

untuk dan alas nama pemberi kuasa melakukan lindakan hukum berupa mer1uaJdan/amu
mencaJrkan bamng-ilarang, hak-hak atas barang. sura -surat bertmrga. hak-hak alas
lagihan yang teJah disernhlarn kepada egarn sesual dengnn surat pemyataan jaminan
tanggaJ .. " untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian
Negara.

Dalam hal ini bermdak untu dan alas nama eqara (BOOanPengawas Tenaga Nuklir) dan
dalam melakukan :

Pang atlGolongan
Jabatan
Uni Kerja
Alamal

dengan inl memberikan kuasa kepada:
Nama .... .... ... ..__." ..__,,__... __
NIP . ".", __,..__. ,__. ,__,__"." __,,,.__,,,,__

~ ••••• H •••••••••••••• u •••••• ~••••••••••••••• H ••• ~ ... )

: -- -- ...........••)

Nama
NIP
Pang atlGolongan
Jabatan
Unit Kerja
Alamal

Yang beItanda tangan dl bawah ·ni:

SURAT KUASA UNTUK MENJUAUMELELANG

Format 20
Format Surat Kuasa untuk MenJual/Melelang
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b. Dalarn hal Kerugian Negara sebagal akfbat perbuatan

melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleb Hak, aiau Abli warts wajib mengganti Kerugian
egam paling lama 90 [sernbilan puluh) hart kalender sejak

SK'rJM dltandatangani.

c. Dalarn hal Keruglan Negara sebagal akibat kelalalan, Pihak
yang Merug'llmn,Pengampu. YangMemperoleh Hak, atau Ahli
Wads wajib menggantl Kerugian Negara dalam ~aktu paling

lama 24 [dua puluh empat] bulan sejak SKTJM
ditandatanganl.

d. Dalam hal kondlsi tertentu, Kepala Badan sesual dengan
kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain
sebagalmanadimaksud pada huruf c.

e. Kondis! tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d,
rnempertrmbangkan hal-hal sebagat berikut:
l) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli \Vans tidak memilikf kemampuan
keuangan untuk menggantl Kerugian Negara dalam
waktu sebagalmana dimaksud pada huruf c:

2) adanya Jamlnan pemb yaran melalui pemotongan
gaji/tunJangan atau penslun sebagai penggantlan
Kerugian egara dimaksud dar! Pihak yang Merug'lkan,
Pengampu Yang Memperoleh Hale, atau AhU Warts

dapat menjamin akan terpulihknn Kerugian egara
dimaksud; dan

3) jumlah Keruglan Negara yang harus dlpullhkan lebih
besar dart atau sama dengan Rp 250.000.000,00 [dua
ratus lima puluh [uta rupiah}.

f. Sek:retarls Utarnaj'Kepala Badan mengupayakan
pengembalian Kerugian Negarn. melalui pemotongan

gaji/tunjangan sebagalmana dimaksud pada buruf e angka 2
paling rendah sebesar 50"10 (lima puluh persen) dar!
gaji/tunjangan tlap bulan sampal lunas.

g. Dalarn hal Pihak yang Merugikan mernasuki masa penstun
sebagaimana dlmaksud pada huruf e angka 2 maka
sekretarts Utama/Kepala Badan dalam membuat Surat
Ketemngan PenghenUan Pembayaran (SKPPi dicantumkan
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bahwa yang bersangkutan masib mempunyai utang kepada

negara dan dllakukan pemotongnn serendah-rendahnya

sebesar 30% [tiga puluh perseratus) dart yang dltertma olen

penertma pensiun tlap bulan untuk pelunasan Kerugian

eg;ara.

h. Penetapanjangka waktu sebagaimanadimaksud pada huruf
d, dllaksanakan berdasarkan permohonan dart Pihak yang
ferugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak atau Ahll
Warls yang disampaikan kepada Kepala Badan u.p.
Sekretaris Utama melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala
Satuan Kerja,

1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h memuat
paling seclikit:

1) janglmwaktu selaln sebagaimanadimaksud pada huruf
c: dan

2) jumlah Kerug1nnNegara ang barns dibayar,

3) pem_ataan bersedla melakukan pembayaran melalui
pemotongan gaJlftunjangan atau pensiun sebagai
penggantian Keruglan Negaradimaksud; dan

.. alasan atau kondtst mengajukan permohonan
penarnbahan jangka wakru penggantian Kerugian
Negara sebagatmana dimaksud paaa huruf c beserta
dokumen pendukung.
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Ternbusan:
1. Ketoo un Penyelesaian Kerugian egara (TPKN):
2. Kepala Satuan KerjafAtasan Kepala Satuan Kerja; dan

NIP .

Pemollon,

PangkatlGolongan .
Unit Kerja .
bertanggung jawab atas le~adinya kekurangan...................... (uangfsural
berhargalbarang milit negara atau uangibarang bukan miJiknegara') berupa ...................•
(sebutkan [enls d'lll1Jumlahuang, sural berharga, daruatau bcrang dlma sud) deng JumJah
Kerugian Negaro sebesar Rp ( sebulkan dalam huruf ) yang disebabkan
perbuatan !alai saya.

Sesuai ketentuan Pasal 17 aya 3 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nllkllr ornor
... tahun 2022 tenlang Tata Cara Penyelesatan Kerugian Negara TertJadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara, maka saya waJib mengganti Keruglan egara dlmaksud dalarn wakbJ
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Sural Keternngan Tanggung Jawab Mutlak
(SKJM) ditandatanganL

Berkenaan dengan hal tersebut di alas, says memohon perubahan jangka waktu
pengembalian Kerugian Negam sesuai dengan etenfuan lersebut yakni dari 2 (dua puluh
empa) bulan sejak SKTJM dilandatanganl menjadi ...............• (....• sebutkan daJamhuruf
.... ) bulan dan bersedia me ku an pembayaran meJalul pemotongan ga-litunjangan atau
pensJun') sebaqal penggalltian Kerugian Negara dinaksud_ Permollonan tersebut saya
ajukan karena sebutkan a&asan ond' inya) disertai dokumen pendukung
sebagaimana terlampir.

Demlklan dJsampaikan, atas perhaliannya dJucapkan tenma kaSl .

Nama
NIP

Sehubungan dengan laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesalan Kerugian eqara
(TPKN) dengan nomor lang9al pennal Laporan Hasil
Pemerits-aan , yang menyatakan bahwa saya;

Yth, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuldlr
up.
Sekretaris Utama Badan Pengawas Tertaga Nuklir
Jalarl Gajah Mada omor 8
Jakarta

Nomor .
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Perttbahan Jangka Waldu

Pengembanan Kerugian Negara

Format 21

Format Surat Permohonan Perubahan Jangb Waktu Pengernbalian

Kerugtan egara dart Pihak yang Merugiknn, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahll Wans
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Ternbusan:

NIP .

an. Kepalo BAPETEN
Sekretarls Ufama

Sehubungan dengan sural ssuoara nomor .Ianggal ......•..... perthal
tersebut dl atas, yang menyampai an permononan perubahan jangka waktu pengemballan
Kerugian Negara terjadi akibat kelalalan sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dar! 24
(dua puluh ernpal) bulan sejok SKTJM ditandalangani rnenladl.. ( .sebutkan
dengan huruL.... ) bulan, dengan aJasanikondlsi mengajukan permohonan
karena (alasanJkondisf rnengaj lJ'kan permohonan daripemohon)

Berkenaan dengan al tersebut di atas, dengan rnempematiken alasanlkondisi dari
Saudarn dan etenluan Peralllrnn Badan Pengawas Tenaga uklir tenlang Tata Cam
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai egeri Bukan Bendahara, maka dengan
Inl dlsarnpa an bahwa permohonan Saudara rnengenal perubahan jangka waktu
pengembalian Keruglan Negam dlnllksud dise ujul atau dlto 0)

Demlldan dlsampaikan. atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

yth. Sdr (Pihak yang mengBjukun pennohonan)
di

: Penetapan Perubahan Jangka Wa tu
Pengernbalian Kerugian Negara

Nomor
Lampirnn
Hal

Format 22

Format Surat Penetapan Perubahan .JangkaWaktu PengembalianKeruglan
egaTa

J. Perrnohonan sebagaimana dirnaksud pada huruf h

disampaikan paling lambat 7 [tujuh] hart sejak laporan hasil
pemertksaan sebagatmana dimaksud dalam Bab lITB buttr S
disetujui oleh Sekretarls Utama/ Kepala Badan,

k. Sekre arts Utama meneruskan perrnohonan sebagalmana
dlmaksud huruf h kepada Kepala Badan dengan

melamplrkan rekomendasi dart TPKN.
L Penetapan jangka waktu sebagatmana dirnaksud pada huruf

d dttetapkan oleh Bekretarts Utama at s nama Kepala Badan
dan dJsampaikan kepada Pihak yang Merugl.kan,Pengrunpu,
Yang MemperolebHak, atau AhllWarts.

3. Kepala Biro Perencanaan. Infommsi dan Keuangan. SekretlJris Utama
.) Pi h sala satu
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Menunjl1 Surat Ketemngan Tanggung Jawab Mu (SKTJM) tanagal .
yang Saudara buat, yang menyalakan bahwa setep bu n Saudara a an melalw1<an
pelunasanfpembayaran alas ganli Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp ( sebutk.an dengan hUM
.....).

Menurut penatausahaan plutallg PNBP kaml, sampal saat Inl Saudara belum
melakukan
pelunasan/pembayaran alas alas ganti Kerugian Negara Y81lg berupa piJlang P BP
sebesar Rp ( sebuUcandengan huruL .. ) sesual dengan taoggal jatuh tempo
sebagaima na tercantum dalam Suml Ke erang,anTanggung Jawab Mu k (SKTJM).

yth. Sdr (PihBk yang mengajuk(jn permohonan)
di

: SUral Teguran Melalaikan KewaJibanPeJunasani
Pembayaran Alas Pirtang Kerugian Negara

Nemor
Sifu
Lampimn
Hal

Format 23

Surat Teguran kepada Plhak yang Merugikan, Pengnmpu,Yang Memperoleh

Hak, atau AhliWarts ela.ln.ikan Kewajiban Pembayarnn Sesuai dengan
SKTJM

pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hale, atau Ahli Wans

melakukan pembayaran sesual dengan SK1'JM.Pernantauan
atas ketaatan dimaksud dilaksanakan dengan meneUtr buld:i
setor pernbayaran yang dl sampaikan oleh Pihak yang
Merugikan. Pengrunpu, ang M mperoleh Hak, atau Ahli
\ arts sesual dengan SK'fJM dan catatan pemba aran di

kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugtan.

n. Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau AWl Walis melalaikan kes ajiban

pembayaran sesuai dengan SKTJM. Kepala Satuan

Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menymnpaikan teguran

rertulis.

wajlb melakukanUtamaj'Kepala Badanrn, Sekre tans

1. Kepala Satuan KeJja dan Pihak yang mengajukan permohonan: dan
2. Ketua TIfTl Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
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o. Dalam hal Pihak ynng Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleb Hak, atau AhU warts tidak menggantt kerugtan

dalam jangkn waktu sebagaimana dimnksud pada buruf b,

buruf c, dan huruf d, Pihak yang Merugikan, Peogampu
YangMemperoleb Hak, atau AhJi Warts dimaksud dinyatakan

wanprestast.
p. Sekretaris Utama menyampaikan Iaporan wanprestasl

sebagatmana dimaksud pada huruf 0 paling lamhat 7 [tujuh]
hart kerja setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahl! Warts dinyatakan wanprestasl
kepada Kepala Baclan selaku PPKN untuk kemudian
diteruskan kepada MaJelis.

IP .

*) Diisi nama organisasilunit kerja empat terjad' va Kerugian Negara

••) Dalam hal Pihak yang Meruglkan, Pengampu, Yang Memperole Hak, atau Ahll WaMs

mefal,fkan kewajiban pembayarnn sampai 1 (salu) bulan sebeJum melebihi wakbJ

yang d~erjan.flkan sebagalmana tertlllis ada SKTJM berakhl'.

Kepala Satuan Kerja/Alasan Kepaia Saluan
Kerja

Oleh karena itu dininw agar Saudara mekm3sifmembayar tagimn tersebut dengan
menyetorkannya ke Kas Negara pada BanklPos Persepsi untuk rekenJng Kas egara
mela ui akun setoran SSBP 425791 Pencl!apatan Penyelesalan Ganli Kerugian Negara
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejab<it Lain paling lamba
tanggal... dan apabila Saudara elah melakukan penyetoran, dimlnta agar
fotokopi bu Iiselor berkenaan disampaikan kepada kaml,

Apabila Saudara besnn melunasVmembayar tagillanlersebut sesuai langgal tersebut
d1 alas. kam! akan menerbitkan Sura Penaglhan (SPn).

DemlJdan agar maidum.
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.) Dlisi nama organisasiltmll kerja tempat terjadlnya Keruglan Negara
••) Pllth sajah satu

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian egara; dan
2. Pinpinan Unif Eselon I bersangkutan

NIP , ..

Sawan
Kepala

Oem'klan kami laporkan, atas perhatian BapakJlbu diucapkan tenrna kasih.
Kepala
KerjafAtasan
Satuan Kerja")

Sehubungan dengan hal tersebul d] alas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai
berikut:
1. Ber1cenaan adanya Kerugian egam di lingkungan (Un Kerja· yang

disebabkan kekurangan .•....... (uang/sumt berf1argafbarang mil' negara alau
uang/barang bukan milk negara h) berupa .....•• (sebutkan jenis dan jumlah uang,
surat berharga, dan/al1lu bamng dimaksud) sebagai skiba! p:erbuatan melanggar
hukumllalai-) dari Saudara NIP Jabalan ..

2. Menindaldanjuti hal tesebut di atas, ami telah melakukan penuntutan pengganflan
Kerugian Negara dart Saudara (Piha yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak. alau AIlIi Wans) elah menandatangsni Sural Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal vang bertanggungjawab etas Kerugian
Negara sebesar Rp ( sebulkan dengan huruf ) dan akan diganti
da m jang a wa tu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp ..
(...... sebutkan dengan huruf ) (ter1ampir SKTJM). Namun sampal bernkllirnya
Jangka waklu sesuai SKTJM dlmaksud, saudara ,belum melakukan
pe unasan alas Keruglan Negara dimaksud.

3. Sehubungan dengan haJ tersebul di alas, Saudara <flnyatakan wanprestasl
karena melalaikan kewajimn pernbeyaran sesuai dengan SKT JM dimaksLld dan
selanjutnya penyelesaian Kerugian Negam dlmaksud dapat dlteruskan ke MaJelis
Penyelesaian Kerugian Negara lIDlUk rnendapat penetapan putusan berupo
pertlmbangan penyelesaian Kerugian Negara dinaksud (terlamplr dokumen pendUkung
penyelesaian Kerugian Negara dinaksud).

Yth. Kepala Badan Pengawas Tenaga NukJlr
up,
Sekretaris Ulama Badan Pengawas Tenaga NukJir
Jalan Gajah Mada .omor8
Jakarta

: Laporan PiIlak yang Meruglkan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau AtIlT
Waris inyatakan wanpresrosi

... .~~~..~~--.....~..- ...- ..-~--.-..
Nomor
Sitat
Lampirnn
Hal

Format 24

Surat Laporan Pihak yangMerugikan, Pengampu, YangMemperolehHak,

atau Ahli Warts DinyatnkanWanpr stast
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') Oiisi nama organisssifUni.l kerja tsmpst terJadillya Kerugisn Negara
• ) Pi'Iihsalah ssill

TerRlllsan:
1. Pimpman Unit Eselon I bersanglrulen; dan
2.. Kepala Biro Pelencane.en, Informesi dan Keuangan. Sa re1alis UISma

[p .

Ketua lim TPKN.

Demlkian kami laporkan atas perhalian Saudara diucapbn lerima kasih.

Sehul:Jungan dengan hallersebut di alBS, dengan Ilonnal kami lapOfImnhal sebagal belikut
1. Be anaen adanya Kerugian NegSla di linglwng,an (Unit Kerja'} yar19 diaeba.bken

keJrurangBll ......... (uangfS1Jrat bertlEuga/barang miJi negars atau uangJberang bu1um milk
negara .+) berupe. ....... (sebolltan janis dan jum1ah ueng, surat berh.arga. de.n/etau barang
d-malcsud) 6ebagai akibsl perbuatan mejanggsr hulwmllalai") dari
Saudara (~ak Yang Merugikan) (teJiampir hasH pemefl'ksa n).

2.. Meninde}danjuli hal lesebut di alas, kami tela" melalwkan penuniutan penggan. ian Kerugian
Nagara kepade Saudara (Pihak yang Meruglkan/PengampulYsng Memperoleh
HaklAhlI Warts). namun Ssudara (Pihak yang MerugikanIPengsmpu('(sng
Memperoleh HaIkJAhliWaris) lidak bersedia menggan i KerugiBll Negara dimaksud de.!ambentuk
Sura Keterangan Tanggung Je.wab Mu1!ak (SKTJM).

3. Sehubungan dengan Sural Keterangsn Tanggung Jewab Mu1!ak (SKTJM) lida mung'n
diperoleh dari Saudara (Pihak yang MerugiltanJPengampu('(sng Memperoleh HaklMIl
Waris), make menurul. pendapal kemi kiranya penyelesaien Keruglan Nagars dimak&ud cLapsl
dlproses Ieb1h lanlul dengan menerbitkan Swat Keputusan PembebBllarl Per19ganllan Kerugian
Sementara (S1<P2KS).

di

Yth..................•. (Kepala SaWBI'JKerjafAtasan KspaJa Saluan Kerja
Selalw Pejabal PenyelEsaian Kerugian egara (pP

Format 25

FormatSura La po ran SK1'JMTldak Dapat Dlperoleh
: lap- .
: Rahasia
: Saill berbs
: laporan SKTJM lidak Oapal Dipe'roleh

NOIIlDf
Sital
Lamplran
Hal

D. Penyelesaian K rugian Negam Melalul Penerbitan Sural Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

1. Sural Keputusan Pembebanan Pengganrian Kerugian Sementarn

yang selanjutnya dlsebut SKP2KS adalah sura yang dlbuat oleh

Kepala Badan/Sekretarls Utama dalam hal SKTJM tidak mungkin

dlperoleh.
2. Dalarn hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB ill C tidak

dapat diperoleh, 'rPKN segera menyampalkan Inporan kepada
Sekretruis Utamaj' Kepala Badan.
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a. ballwa berdasarkan lapornn hasil pamenssaan T1m Penye:Jesalan
Kerugian Negara dl Ungkungan Badan Pengawas Tenaga Nuldir nomor

Ianogal perfhaI .
dinyatakan..... Sauclara....... pegawaifmanlan
pegawai") pada... temuktJ bertanggun9 Jawab alas
terjad inya kekurangnn............... (unng/stJIa berflargaltrarang
m k negara atau uangibal"3ng bukan nu i negara') berupa•..........
(sebulkan [enis dan jumlah uang. sural berharga. danfalau b~Hang
dlmaksud) dengan Jumlah Kerugian egara sebesar Rp ,
- sebutkan dalam huruf ) yang disebabkan perbuaJan
melanggar hukum atau lai .) dari Saudara ....•.......................•..

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawail
mantan pegawai') pada , eta me nggar ewajjban untuk
mengemoorkan kesekJrullal1 Kerugian Negara sejumlah
Rp , -( sebulkan dalarn huru ) dengan lidak
bersedla menyelesaikan Kerugian egara secara darnat ya" u tidak
menandatangani Sural Keterangnn Tal1ggung Jawab MutJak (SKTJM);

c. bahwa akibat pelangg,aran sebagoimana maksud daJam hurur a dan
lluruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.........• -
( sebutkan daJamhuruf );

d. bahwa sehubungan dengan hUM c dan dalam rangka menjamln
l<epenffngan Negara agar Negara mendapat soatu lag an dengan:hak
ekselrusi sena berdasarkan lapol"3n Till Penyelesaion Kerugian Negara

Menim'bang

PEMBEBANAN PENGGANTJAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAUMANTAN PEGAWAJ')

PADA .

KEPALA BADA, PENGAWAS TENAGA NUKLJR

TENTA G

NOMOR .

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA UKUR

Format26
Sura Keputusan Pernbebanan Penggantlan Keruglan Sementam (SKP2KS}

a. identitas Pihak yang Merugikan. p, ngarnpu, Yang
Memperoleb Hak, atau Ahl! Waris~

b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
c. jumlah KeruglanNegara ang harus dibayar;
d. cara dan jangka waktu pembayamn KerugianNegara:dan
e. daftar harta kekayaan milik Pibak yang Merugikan, atau,

Pengampu,YangMemperoleh Hak, atau AhllWarts.

3. Paling Iambat 7 tujuh] had kerja setelah menerima laporan dan

TP sebagaimana dimaksud pada butlr 2, Sekretarts Utama atas
nama Kepalo. Badan selaku PP menerbltkan SKP2KS.

4. SKP2KS sebagalmana dimaksud pad. butir 3, paling sedikit
memuat matert;
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Datlar harta kekayaan dart Saudara.................... pegawailmanlan
pegawai') pada adalah .

Dalam waktu 14 (empa belas) hari se elah menerirna SUrat Keputusan
Kepala Bacian ini. Saudara pegawailmanlan pegawai') pads

Memerinta kan kepada Saudara pegawall mantan
pegawai·) pada ..................• mengganfi Kerug· n Negara seoesar Rp
..................... ,- (... sebutkan dalam huruL.) dibayarkan secara tunal
dengan menyetortcannya ke Rekenilg Kas Negara melalui Sural Seioran
Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Unit Kerja•.......... (Unl Kerja··) dan
kode aku sesuai Keputusan Dire ur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-658JPBI2017 entmg Perubahan Atas K.epulusan Direktur Jenderal
Per:bendaharaan NomoI KEP-617 JPB12017 Tentang Pemutakhiran
Kodefikas Segmen Akun Pada Bagan Akun S andar, yailu 425791
Pendapalan Penyelesaian Gano Kerugian Negara Terhadap Pegawal
Negeri Bukan 8endahara Atau Pejabat La· pa ing lambal 90 (sembilan
jJuluh) haIi sejak Keputusa.nKepa1aBadan ini ditewpkan.

Membeballkan penggantian keruglan kepada Saudarn .
pegawaifmantan pegawai') pada sebesar
Rp..........•. _.-( sebutkan dalsm huruf ).

KEPUTUSAN KEPALA BADA PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEMBEBANAN PENGGAN1lAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA............................. PEGAWAIlMANTAN
PEGAWAJ·) PADA .

MEMUTUSKAN

1. Ulldang-undang Nomor '7 Tahun 2003 tenlang Keuangan egara
(lembarnn gara RepubJik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 4286)

2. Ulldang-tJndang Nomor 1 Tahun 2<XM tentang Perbendaharaan egara
(lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran egara Repubfik Indonesia omor .u55);

3. Peraturan Pemertntan Nomor 38 Tahun 2Ot6 entang Tata cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negen
Bu n Bendahara Atau pejaba I..ail (lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tamballan Lembaran Negara
Repub Ik Indonesia omor5934);

, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuldir omor
........... mhun........... tentang Tala Cara Penyelesaian Kerugian
Negara Terhadap PegawaJ egert 8ukan Bendahara;

di Linglwngan Badan Pengawas Tenaga Nu lir
nomor. langgaJ .................• yang menyalalmn oonwa Sural
Keteranqan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) lidak dapat d·peroletl,
lerdapat alasan untuk melakukan penunnrtan penggantian Kerug an
Negara kepada yang bersangkumn berdasarkan Pasal 3 ayat (2)
Pera uran Pemermtan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tala Cam
Tuntutan Ganli Kerugian NegaIaJOaemh Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara Atau Pelabal lain dan Pasal 3 aya! (2) Peraturan
Badan Pengawas Tenaga Nuklrr Noma ta un .
tentang Tala Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawal
Negeri Bukan Bendahara;

e. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dilmaksud dalam tluruf
a. hurut b, hUM C, dan huruf d. perlu menetapkan Keputusen Ke-paJa
Badan Pengawas Tenaga Nuldir en1ang Pembebanan Pengganflan
Kerugian Semeniara Kepsda Saudara .. pegawallmantan
pegawaj') pada •.................... ;

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Menetapkan

Mengllgat
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5. Sekretaris Utamaj'Kepala Badan menyampaikan SKP2KSkepada
Pibak yang Memgikan, atau, Pengampu, YangMemperolehHak,
atau AhliWa.risdengan surat tanda tertma,

•) PlDhsalah s tu
••) Diisi nama organisasi unlt Eselon I dari Unit Kerja empat terjadinya Kerugian Negara

NIP .

Ditelapkan di Jakarta
pada tanggal •.............................•
an, KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKlIR

Sa rum Kepulusan Kepata Badan 111dlsampalkan kepada:
1. Kellia Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Tenaga NukJIr
3. Pinplnan Eselon I Badan Pengawas Tenaga Nuldlr dari unit kerja

bersany utsn;
. Kepa.laBiro Perencanaan, Informasi dan KetJangan. Sekretarls Ulama

O.•.......................................... ;
6. dan seterusnya ; dan
7. Saudara pegawaf pada untux ilaksonakan

dan diindahkan

KepultJsan Kepala Badan '1lI mulai berJaku pada langgal ditetapkan.KETUJUH

KepultJsan Kepala Badan iIll mempunyai kekootan hukum tJntuk
pelaksanaan sila jaminan. Pelaksanaan alta jaminan sebagalmana
dlmaKSud dila u an oleh Panms Urusan Piutang Negara (PUPN) yang
berwenang melaksanakan pellgurusan piutang negara sesuai dengan
ketentuan peratumn perundang..undangan.

KEENAM

Pengajuan keberatan dinaksud dalam Diktum KEEMPAT [ida menunda
kewajiban Saudara....................... pegawallmantan pegawai") pada
..................... uotuk mengganli Kerugian Negara dimaksud dalam Oiktum
PERTAMA.

KELIMA

· dibefikan kesempatan tJntuk meneIima atau mengafukan
keberatan yang disampaikan secara lerfuDs dengan disertai btJkti yang
cukup kepada Pejaba! Penyelesaian Kerugian Negara.
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o. Dalam hal Pihak ang Merugikan. atau, Pengampu, ang

Memperoleh Hak, atau Ahli warts ndak diketahuJ keberadaannya
dan surat tanda tertma sebagatmana dimaksud pada butir 5 tidak

dapat dtperoleh, maka SekretaJis Utama/ Kepala Badan dapat

menginformasikan penyampalan SKP2KS pada papan
pengumuman Kantor Kelurahan domisill terakhtr Plhak ang

Merugikan. a tau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahll
Warts diketahui disertai dengan sura tanda tertma dart

Kelurahan setempat.
7. PenggantianKerugian epa berdasarkan penerbltan SKP2KS

dfbayarkan secara tunal paling larnba 90 [sembllan puluh) hart

sejak diterbitkannya SKP2KS.
8. SKP2KSmempunyal kekuatan hukum untuk pelaksanaan situ

jamlnan.

temps IeIjadinya I<erugIan Negara.) Oii nama llfgi!I16a uml Eseloo I daTiUnit
"} Pihsalah satu

NIP............................ NIP ..

Meng •
Kepa!a Sawsn Ke~alAtasan
Kepaaa Saluan Kefja"f Yang menerwna

Pada han iri tanggaI.............• tahun.. ..•••••••.. bertands tangsn bawah fni:
sma .•_ .•...._. __ _.__ ....•...._

NIP •• __•._ _._.__ __ ._._ .......•._._
PangtstIGoloogan ..•_•.•.•_•.•_••..•••._._..•.._•.•.••_.••__._.•••._
Jsbs •• __.._.•...._._. _ ••_._ _._
Unit KerJB •.• _ •.... _ ••__ _. __ .•..•.... __
Alamsl Rbnah _ _ _ _..•.•._.••__._ _
telah menenma Sural KA;pulusan P n P n Kerugian Semenlara (SKP2KS) Nomor
..................... langgaL ..•._ ..... _ ..... _ .•.

IANQA-IEBIMA

NAMAUNJTORGANISASII\J KERJA .)

Format 27

Tanda Terima Sural Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugtan

Semen tara (SKP2KSI
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9. Pelaksanaan sita jarninan sebagalmana dimaksud pada bum 8

dtlaksanakan apablla Pihak yang Merugikan, a tau, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, a au AhJi Warts sampai dengan jangka
waktu yang dltetapkan dalam SKP2K tidak dapat menggantl
Keruglan Negara dan plutang telah diserahkan pengurusannya
kepada Panton Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan sita jaminan sebagalmana dimaksud pada butir 8
dlla.kukan oleh Panitla Urusan Plutang Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10. Plhak yang Merugikan, atau, Pengampu, YangMemperoJeh Hak,

atau AhU Warts dapat menertrna atau mengajukan keberatan atas
SKP2KS paling lambat 14 [empat belas] hart kerja sejak

diterlmanyn SKP2KSyang dtbuktfkan dengan tanda tertma surat,
11. Dalarn hal Pihak yang Meruglkan, atau. Pengampu, Yang

MemperoJehHak, atau AhUWarts Udalemengnjukan keberatan

setelah 14 (empat belas] han kerja sejak diterimanya SKP2KS,
Plhak yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang MemperoJeh Hak,
atau AhUWartsdianggap telah menertma atas SKP2KS.

I2. Keberaran sebagaimana dlmaksud pada butlr 10 disampatkan
secara tertults kepada Sekretaris tama/Kepala Badan dengan
dlsertal bukn,
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13. Sekretruis Ulama/Kepula Badan men arnpalkan penerimaan atau

keberatan Pihak yang Merugi.kan, Pengampu, Yang MemperoJeh

Hak, arau AhUWUJisatas SKP2KSsebagalmana dJmaksud pada

•) Dlisi nama organlsasllunil kesja tempat terjadinya teljadlnya Keruglan egara.
~.) P lit! salah satu

NlP ..

Pemohon,

kasih.

Unit Kerja .
yang dinya akan bertanggung jawab alas lerjadlnya elrurnngan (llang/sumi
berhargafbarang milik negara stau uanglbarnng bukan mill negam··) berupa .
(sebulkan [enlsdan Iumlah uang, sural berharga, dan/atau oornng dima sud) dengan jumJah
Kerugian Negara sebesar Rp.....................• - ( ...sebutkan dalam huruf ... ) yang
disebabkan karena perbootan melanggar hukum atau Ialai··).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas , saya mengnJukan keberaian atas sura
kep.utusandimaksud dengan etasan (terlampir bukli p.elldukung keberatan),

Dernl ian disampai'kan pemohonan saya, atas perhatian Saudara dlucapkan tenma

Pang atlGolongan
Jabalan

Sehubungan dengan Sural Kep.utusan Pembebanan Penggantian Kenlgian
Sementarn (SKP2KS) Nomof. langgaL perihaJ tersebut di atas, dengan inl
saya:
N ma
NIP

Ylh. Kepala Badan Pengawas Tenaga NukJlr
up,
Kepala Sawan KeljaiAtasan Kepala Satuan Kerjn·)
di

: Keberatan Alas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementarn (SKP2KS)

... .~~~..~~--.....~..- ...- ..-~--.-..
Nomor
Sitat
Lampirnn
Hal

Format 28

Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantlan

Kerugian Sementara SKP2KS)
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1 . Pengajuan keberatan alas SKP2KSsebagalmana dimaksud pada
butir 10 tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan,

'I Dilsi nama OIganisasiJunit IIerja lempal ter:jadinya Kerugian N&gara.
.. ) Pi'llh salah saUJ

Tembu58n:
1. Ketua MajelJ6 Penyelesaian KBNgian agars; dBn
2.. Pimpman Unit Eselon , berliBllg ulan

IP_

Kepala Satuall KeI)3l
Alasan Kepala Saluan
KeIJa')

De an kami lapofkan, stas perihatran BapakiTbu dlucapkan terJmakaslh.

Sehubungan den,gan hal lersebul di atas, dengan hormat kami laporllan h sabagai
berilrut
1_ Berk.enaan dengan dengsn telah orr.etapilamya Sural Keputusan Pembebanan Pengganlian

Kerug.lan Sementara (SKP2KS) Nomor _.__ __._.._._.....• tanggal pe aI .
(edampu} yang manyalakan bahwa Saudara _{Pihak Ya"lj Meruglkan)
bertanggung jawab stas lerjadinya Ioolwrangan _ (uanglsurat berhargBJbsrang mili
negara alau uanglbarang blikan milik negara··) berupa _ _ (sebutltan jenis dan Jumlah
uang. SUISt berharga, danlatau barang dimalaiud) deogan jurrdah K&nl9ian egam sebasar Rp
...._..........•_•• (.. __..sebutkan dalam huruf _... ) yang disebabbm karena perboatan melangg.ar
hukum stau la1m").

2.. Sehubungan deogsn diletap1tal111yaSKP2KS dlmaksud dl atas, Saudara ...... __ (Pills Yang
Merugikan/Pengsmpu/Yang Memperoleh Ha 'Afrli Walis) mangajukanJlida mengajukan
kaberalan") a1ss SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengsjukan keberalan stas SKP2KS sebulkan
no.mor. tangga/ dan perihal sural keberalsn serl.a alassn mengajuksn keberatan).

3. Mellmdaklsnjufi hal iersebul eli atas, penyelesaian Kerugian Negara yang talah diterbilkBl1
SKP2KS dimaksud dan Plhak Yang MerugikanlPenqampufYang Memperoleh HalI/AhJi Warts·')
Baudara ...•........ _ mengaju1i.anltKIak mengajuksn kebe"ltilan") ataa SKP2KS dimaksud, maka
unttJlit~lanJUlnya penyeiesaian Kerugian eg,ara dimaksud diteruskan ke MaJeUsPenya(esslan
Kerugjan N&gara un1uk mendapabn penimbangan penyelesaian Kerugian egara dimaksud dan
terlampir kami sampeikan dokumen pendu Ling penyelesaian kerugisn negara sebagai bah.an
pertimbangan M~I[ti.

Yih. KepaJa Badan Pengawas Tenaga N
u.p.
Sekretaris Utama Bedan Pengawas Tenaga Nukfir
Jalan Gajah Mads Nomer B
Jakar1a

: laporan PenenmaanJKeberatan' 1Atas SKP21<S

-~ • P~" ••••••••••••••••••••• _

omof
Sifat
LamplT'ilfl
Hal

Format 29

Format Surat Laporan Penertmaanj KeberatanAtas SKP2KS

butlr 10 kepada Menterl Keuangan selaku PPKNuntuk diteruskan

kepada MaJells.
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Pengampu, Yang Memperoleh . Hale atau Ahl1 Warts untuk

menggantl Kerugian Negara,

E. Penyelesainn Keruginn Negara melalui Majelis Pertimbangan
Penyelesalan Kerugian Negara.
Majells Pertlmbangan Penyelesaian Kerugtan Negam yang selanJutnya
disebut M Jelis adalah pam pejabat /pegawut ang ditunjuk dan

dltetapkan oleh Kepa)a Badan untuk menywnpaikan pertimbangan
dan pendapat penyelesaian Kerugian egnrn.di Ungkungan Badan.

L Pembentukan Majelis.
a. Majelis dibentuk dalam rnngka penyelesaian Kerugian Negara

mengenat

1) kekurangan uang, surat berharga, danj'atau barang
bukan disebabkan perbuatan rnelanggar hukum atau
lalat Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana
dimaksud dalam BABIIIB bum 5 huruf h angka 2;

2) Pihak yang Merugikan, Pengampu Yang Memperoleh

Hak, atau AhU Wans dinyatakan wanprestasi atas
pen elesaian Kerugian egara secara damal

sebagalmana dtmaksud dalam BAHill C butir 2 huruf o;
atau

3) penertmaan atau keberatan Pihak yang Meruglkan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahll Warts atas
penerhitan SKP2KS sebagatmana dimaksud dalam BAB

III D butir 10.

b. Majells berslfar sementara (ad-hoc) dan beranggotakan 5
(lima) orang. yang, terdiri dan:
1) pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat plmpinan

tinggi pratama pada sekretariat utama;
2) pejabat pada lnspektorat; dan
3) pejabat di lingkungan Badan yang dlperlukan sesuai

dengan keahllannya.
c. Dalam rangka rneningkatkan efektivttas dan mempercepat

penyelesalan tugas Majelis sebagalmana dlmaksud pada
huruf b dlbentuk Tim Administrust Penyelesalan Kerugtan
egara.

d. xewenangan untuk membentuk Majelis dan TimAdministrasi
Pen elesalan KerugianNegam dillmpahkan kepada Sek:retarls
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atau hll Walis dinyatakan wanprestasl sebagaimana

dlmaksud dalam BABillC buttr ~ huruf 0; dan
3) penyelesaian Kerugian Negara yang elah dtterbitkan

SKP2KS sebagalrnana dimaksud dalam BAB rn D butir

3.

b. Majelis dalam melaksanakan tugas sebagatmana dlmaksud

pada huruI a melakukan sidang.
3. SidangMaJeHs.

a, Sidang untuk pen_elesalan atas kekurangan uang, surat
berharga, danfatau barnng bukan dlsebabkan perbuatan

melanggar hu.kum aran lalal Pegawai Negert Bukan
Bendahara sebagatmana dlrnaksud pada bunr 2 huruf a
angka 1.

1) Majelisdalam sidang sebagalmana dimaksud pada butlr
1 huruf a angka I, Majelis melakukan hal sebagat
berlkut:
a) memertksa dan mewawancarai Pihak yang

Merugikan. atau, Pengarnpu, Yang Memperoleh

Hak, a au AhU Waris danJatau pihak yang
mengetahul terjadinya KeruglanNegara;

Kerugtan Negara setelah Pihak yang

tau, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,

penggantian

Merugiknn,
2)

utama dalam hal Kerugtan Negara dJlakukan oleh plmplnan
tlnggl pratama danj atau Pegnwai NegerlBukan Bendahara,

e. P mbentukan Mnjelis sebagatmana dimaksud pada huruf b
dan Tim Admlnistrasl Penyelesaian Keruglan gam
sebagaimana dtmaksud dalam huruf c dltetapkan dengan
Keputusan KepaJa Badan yang dttandatangani oleh
Sekre arts Utama atas nama KepalaBadan.

2. Tugas Majelis.

a. Majelis mempunyai tugas memerlksa dan memberikan
pertimbangan kepada KepalaBadan selaku PPKNatas:
l) penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,

danfatau barang bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai egen Bukan
Bendahara sebagalmanadtmaksud dalam BAB ill B

butir :; huruf h angka 2;
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b) m minta keteranganj'pendapat dan narasumber
yang mem.ilik:ikeahlian tertentu:

c memeriksa bukti yang dlsampaikan; danj'atnu
d] hal lain ang dtperlukan untuk penyelesaian

Kerug1an Negan:L
2) Hastl dati sidang Majelis drmaksud pada angka I,

berupa:
a) Dalam hal hasll sidang Majelis terbuktt bahwa

kekurangan uang, surai berharga, danj'atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalal, Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
MajeUs menetapkan putusan hasll sidang Maj lis
berupa pertimbangan penghapusan;
1· uang, surat berbarga, danj'atau bamng milik

n gam yang berada dalam penguasaan
Pegawal egert Bukan Bendaharn; danj'atau

2· uang danl atau barang bukan milik negam
yang berada dalarn penguasaan Pegawai Neg r1
Bukan Bendaham yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan penghapusan dimaksud disarnpalkan
kepada Kepala Badan selaku PPKN. Atas dasar
perttmbangan penghapusan dimaksud, Kepala

Badan selaku P?KNmengusulkan penghapusan:
1 uang, surat berharga, danJatau barang milik

negara yang berada dalam penguasaan
Pegawol egen Bukan Bendahara; danJatau

2), uang danl atau bamng bukan milik negarn
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negerl
Bukan Bendaham yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemertntahan.

Pelaksanaan penghapusan dimaksud dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

b] Dalam hal hasil stdang terbukn bahwa kekurangan
uang, surnt berharga, danl atau barang disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawal
Negert Bukan Bendahara, mak.a:
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laporan hasil pernertksaan kernball kepada
Kepala Badan selaku PPKNuntuk disampaikan
kepada MajeUs.

(5) Laporan hasll pemeriksaan kembali
sebagaimana dimaksud pada angka 4
menyatakan bahwa:
(a) kekurnngan uang, surat berharga,

danjatau barang disebabkan perbuatan
melangga.r hukurn atau lalai Pegawai
NegerlBukan Bendahara; atau

[b] kekurnngan uang, surat berharga,
dan! atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalal

Pegawal egert Buk.an Bendahara;
disertai dengan dokumen pendukung.

(6) Berdasarkan laporan hastl pemeriksaan
kembali sebagairnnna dimaksud pada angka 4,
Majelis menetapkan putusan berupa
pernyataan Keruglan Nega.radalam hal:

tama menyampaikanmelalut Sekretaris

pemeriksaan kemball sebagatmana dimaksud
pada angka 1 MajeJjsmenyampaikan hal yang
perlu mendapat perhatlan dalam pemertksaan
kemball,

4) Setelah rnelakukan perneriksaan kembalt
sebagaimana dimaksud pada angka 1 TPKN

melakukanunrukperintah(3) Dalam

disampaikan kepada TPKN.
kemudlanuntukutamasekrerarts

1) MajeUs dapat memerintahkan TPKN melalui

Menler! Keuangan selaku PPKN untuk

melakukan pemeriksrum kembali.

(2) Berdasarkan permtah untuk rnelakukan

pemertksaan kemball sebagatmana dlmaksud
pada angka 1, Kepala Badan selaku PPKN
menyampaikan pertntah dimaksud kepada
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(b) uang danj atau barang bukan millk

negara yang berada dalam penguasaan

.Pegawai Negert Bukan Bendahara yang

la uang, surat berharga danj'atau barang
mllik negma yang berada dalam
penguasaan Pegawal Negeri Bukan

Bendahara; dan Iatau

menlndaklanjutl putusan MaJelis sebagalmana

dlmaksud pada angka 6 huruf a dengan

memproses penyelesalan Kerugian Negara

melalul penerbitan SKTJM dan SKP2KS

sebagalmana diatur dalam Bab III C dan Bah

mo.
9 Dalam hal MaJelis menyetujul Iaporan hasil

pemertksaan kembali TPKN sebagalmana

dimaksud pada angka 5 huruf (b, Majelis

menetapkan putusan berupa pertimbangan

penghapusanr

Badantarnal Kepala8) Sekretarls

men atakan bahwa kekurangan uang,
sura berharga, danj'atau barang bukan

dlsebabkaa perbuatan melanggar hukum

atau lalat Pegawru Negeri Bukan

Bendahara.

7· Putusan Majelis sebagatmana dimaksud pada

angka 0, putusan Majelis dirnaksud

dtsampalkan kepada Kepala Badan selaku

PPKN untuk kemudlan d.i eruskan kepada

Sekretarts Utama.

In} menyetuJul laporan hastl pemertksaan
kembali TP yang menyatakan bahwa

kekurangan uang, surat berharga,
dan!atau barang dtsebabkan perbuatan

melanggar hukum atau [alai Pegawal

NegertBukan Bendahara; atan

(b) tldak menyetujui laporan hastl
pemeriksaan kembali 'rPKN yang
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dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perun dang-un dangan,
b. Sidang untuk penyelesatan penggantian Kerugian Negara

terhadap Plhak ang Merugikan, atau, Pengampu, Yang

MemperolebHalt. atau AhUWans dinyatakan wanprestasl.

I) Dalam sldang sebagaimana dlmaksud pada butlr 2

huruf a angka _, Majeltsmelakukan hal sebagat berikut:
a) memertksa kelengkapan pernyataan penyerahan

barnng [amman sebagaimana dtmaksud dalam Bah
111C butlr 1 huruf c angka 4'

b) memutuskan pen erahan upaya penagihan
Kerugian egara kepacla Panitia Urusan Piutang
Negara'dan/ atau

c hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian
Kerugian Negara.

2) Setelab melaksanakan sldang sebagaimana dimaksud
pada angka 1, Majelis menetapkan putusan berupa

pertlmbangan penerbitan SKP2K..

3) Pertlmbangan sebagalmana dimaksud pada angka 2
disampaikan kepada KepaJaBadan selaku PPKNuntuk
menerbltkan SKP2K.

c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah
dnerbttkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan
dart Pthak yang Merugikan, atau, Pengnmpu, Yang
MemperolebHak, atau AhIi Warts.

penghapusan
angka 10padadimaksudsebagaimana

berada dalam penguasaan Pegawai Negert

Bukan Bendahara.
11) Pelaksanaan pengusulan

digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemennrahan.

10) Putusan Majelis sebagalmana dimaksud p CIa
angka (9) disampaikan kepada Kepala Badan
selaku PPKN. Atas dasar putusan Majelis
dlmaksud, Kepala Badan selaku PPIeN

mengusulkan penghapusan uang surat

berharga, danj atau barang milik negara yang.
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1) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2

huruf a angka 3, MaJellsmelakukan hal sebagat berikut:

a) memeriksa Iaporan basil pemeriksaan TPKN
m n .atakan bahwa kekurangan uang, surat
berharga, danj'atau barang dlsebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawal egert Bukan
Bendahara sebagalmana dimaksud dalarn BAB III B

butlr.5 hurufh angka I;
b) memeriksa laporan rnengenat alasan adak: dapat

dtperolehnya SK'fJMsebagalmana dlmaksud dalam
BABill 0 butlr _: danj'atau

c hal lain yang dlperlukan untuk penyelesaian
Keruglan Negara.

2 Berdasarkan sidang sebagatmana dlmaksud pada angka

1 Majelis menetapkan putusan pertlmbangan
penerbltan SKP2K.

3) Purusan pertlmbangan sebagatmana dimaksud p cia
angka 2 disampafkan kepada KepaJaBadan selaku PPK

untuk menerbitkan SKP2K.

d. Hasil sidang untuk pe:nyelesaianKerugian egara yang telah
diterbitkan SKP2KS, yang dlajukan keberatan dan Pihak

yang Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh Hale
atau Ahli Warts.

l) Dalam sidang sebagatmana dlmaksud pada bunr 2
huruf a angka 3, MaJelismelakukan hal sebagal berikut:
a) memeriksa laporan basil pemertksaan TPKN

menyatakan bahwa kekurangan uang, surat
berharga, danj'arau barang dlsebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalat P gawai egert Bukan
Bendahar sebagalmanadimaksud dalam BABillB

butlr S hurufh angka L;
b) m meriksa laporan mengenat alasan tidak dapat

dlperolehnya SKTJMsebagalmana dlmaksud dalam
BAB illD bum 2'

c) memeriksa bukti sebagaimana dimaksud daJam
BABillD buttr 12;
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d} m meriksa dan m minta keterangan Plhak yang

Merugikan, atau, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak a, au AhU Wans danj atnu pihak yang
m ngetahul terjadinya KerugianNegara;

e) meminta keteranganj'pendapat dart narasumber
yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau

l) hal lain yang dtperlukan untuk penyelesaian
Kerugian Negara,

2) Dalam hal MaJelis memperoieh cukup bukti, Majelis
mernutuskan:
a) menolak seluruhnya;
b] rnenertma seluruhnya; atau
c menertrna atau menolak sebagian,

3) Dalam hal Majellsdalam stdang sebagaimana dlmaksud
pada angka 1 belum memperoleh cukup bukti Majelis
dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Badan selaku

PPKNuntuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap
materi yang terkait dengan Kerugian egara yang terjadl.

4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemertksaan
ulang sebagalmana dlmaksud pada angka 3, Kepala
Badan selaku PPKN menyampaikan penugasan
melakukan pemertksaan ulang dlmaksud kepada
Sekretarts utama untuk kemudian disampatkan kepada

TPKN.

5) Setelah melakukan pemertksaan ulang sebagalmana

dimnksud pada angka 3, 'rPKNmelalui Sekretaris Utama
menyampa1kan laporan basil pemeriksaan ulang kepada
Kepala Badan selaku PPKNuntuk dJsampalkan kep da
Majelis.

6) Berdasarkan putusan sebagatmana dlmaksud pada

angka 2 huruf a dan huruf c, Majells menyampalkan
perttmbangan kepada Kepala Badan selaku PPKNuntuk
menerbitkan SKP2K.

7) Berdasarkan putusan sebagalmana dimaksud pada
angka 2 hum! b, MaJelis membertkan perttmbangan
kepada Kepala Badan selaku PPKNuntuk melakukan:
a pembebasan pengganttan Kerugian egara:
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b) penghapusan:

1) uang, surat be rharga , danj'atau barang mUik

negara yang berada dalam penguasaan

Pegawai egert Bukan Bendahara; danj'atau

2 uang danjatau barang bukan millk: negam
yang berada dalam penguasaan PegawatNegert
Bukan Bendaharn ang dlgunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemertntahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis di alas, Kepala
Badan selaku PPKN;
I) menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan

PenggantinnKeruginnNegara;dan
21 mengusulkan penghapusan:

la) uang, surat berharga, danj'atau barang
mlllk negara yang berada dalarn
penguasaan Pegawal Negeri Bukan

Bendaham; danl atau
(hI uang dan / atau barang bukan mlllk

negara yang berada dalam penguasaan
Pegawai Neg rI Bukan Bendahara ang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemertntahan,
sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.
F. Penyelesaian Kerugian Negara melaiul Penerbitan Surat Kepurusan

Pembebanan Penggantian Kerugtan.
1. Surat Keputusan Pernbebanan Penggantlan Kerugian yang

selanjutnya dlsebut SKP2K adaJah smut keputusan ang
ditetapkan oleh Kepala Badan yang mempunyai kekuatan hukum

temp tentang pembebanan penggantlan Keruglan egarn terhadap
PegawaiNegeriBukan Bendahara,

2. SKP2K sebagatmana dimaksud pada butir 1, diterbitkan oleh
Kepala Badan selaku PPKN berdasarkan penetapan purusan
Majelis aug menyampa.lkanpertlmbangan kepada Kepala Badan
selaku PPKNuntuk menerbitkan SKP2Kdalam:
a. Sidang untuk Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hale, atau AhU warts dtnyatakan wanprestasl
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b. Sidnng unruk penyelesaian Keruglan Negaro yang telah
diterbitkan SKP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan
dart Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak atauAhli Waria sebagalmana dimaksud dalam BABIUE
bum 3 huruf c angka 2.

c. Sidang untuk penyelesatan Keruglan Negam yang telah
dlterbltkan SKP2KS • yang diajukan keberatan dati Pihak
yang Merugikan. atau, Pengampu, Yang Memperol h Hale,
atau AhUWarls BABInE butir 3 huruf d angka 6.

3. SKP2Kyang dlterbitkan berdasarkan penetapan putusan Maj lis
dalam stdang Majelis sebagaimana dimaksud pada butlr 2 huruf
a. paling sedikit mernuat materi:
a. pertimbangan MaJelis;
b. Identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu Yang

Memperoleb Halt. atau Ahli Warts;
c. jumlah Kerugtan Negarayang hams dipullhkan:
d. penyerahan upaya penagihan Kerugian egara kepada

Instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
e. daftar barang jamlnan Pihak yang Merugikan. atau,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang

dtserahkan kepada Instansl yang menangani pengurusan

piu aug negara, dalam hal Majelisberpendapat bahwa barang
jaminan sebagaimana dimaksud dalam BAB m C butir 1
huruf b angka 4 dapat dljual atau dicairkan,

2.

sebagalmana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf b buttr
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8. bahwa Saudara .._.__. pegawai/manlan pegawaj+)
pada. __. ._. ._. selaku penanggung jawab atas teljadinya
kekurangan. __. . ._~ (uangJsural bertlargalbarang m-Uknegara
atau uanglbarang bukan mHi negara') berupa . . . . _
(sebulkan jenis dan jumlah uang, sural berharga, danlalau barang
dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. __.. .__.__., -
( .sebutkan daJam huruL. __) yang dlsebabkan perbuatan melanggar
hukum alau lalai ') dari Saudara __.__. ._._.;

b. bahwa sehubungan dellgan huruf a, Saudam . ._. .__bersedla
menyelesai an Kerogian Negara seeara damai sebagaimnna tercantum
dalam Sural Keterangan Tanggung Jawab Mu k (SKTJM)
IanggaL_. :

e, bahwa sehubungan dengan hUruf b, sampai dengan tanggal jatuh
tempo Suml Keternll93n Tanggmg Ja vab Mutlak (SKTJM) yailu
tanggaL_. . jum~h Kerugian Negara yang sudah dibayarkan
Saudara _. . adaJah sebesar Rp _. . . ._ ,- ( ..sebu!kan
dalam bunn.; );

d. bahwa alfOOI peJanggarnn sebagaimana d-maksud dalarn hUM a,
negara maslh mengalaml kerugian sebesar Rp ._.__. ._,-
( .. sebutkan dalam huruf .):

e. bahwa sehu'bungan dengan hl1rui d dan dalam rangka menjamin
kepenlingan Negara agar Negara mendapa sua u lagihan dengan hak
eksekusi serta berdasar1<anlaporan Till Penyeie:saianKerugian eqnra
di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga u I
nomoL_. .langgal _.__.__.._. .. yang menyalakan bah a Surat
Keterangan TangguAg Jawab Mulla (SKTJM) lidak dapat d peroleh,
terdapat alasan unluk meiakUkan penuntutan perlggantian Keruglan
Negara kepad.. yaAg bersangkutan berdasar1<an Pa:sal 3 ayat (2)
Peraluran Pemerintah Nomor J8 Tahun 20 1 6 lentang Tala cara
Tuntutan Ganti Kerugian NegaraJDaerah Teriladap PeQawai Negeri
Bu an BendaharaAlau Pejabat Laln dan Pas I 3 ayat (2) Peraturan
Badan Pengawas Tenaga Nuklu- Nomor .__.__. .__. tahun _
tentang Tata Cara Penyele:saian Kerugian Negara Ter adap Pegawai
Negerl Bu an Bendahara:

f_ bahwa berdasarxan pertimoollgan sebagaimana dimal<sud dalam huruf
a. huruf b, huruf c, huru d, dan huruf e pel'.lumenetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tenlaAg Pembebanan
Penggantfan Kerugian Sementara Kepada Saudara _. . _
pegawaifmanlan pegawei') pada __. . ;

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTlAN KERUGIAN

KEPAOA SAUDARA ._. ._.__._._._. PEGAWAUMANTAN PEGAWAi')
PADA. . . . . . _

KEPALA BADA PENGAWAS TENAGA NUl<L1R

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA UKUR

OMOR. . ._. _

Menimbang

Format 30

SUrat Keputusan Pembebannn Penggantlan Keruglan SKP2K) bagl Pihak

yang Merugikan Pengampu, YangMemperoleh Hak, atau Abll Waris

Dtnyatakan Wanprestasl
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Sa man Keputusan Kepola Badon ini disampajk.an kepada:
1. Kewa Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badrin Peng<1lNaSTenaga Nu If
3. Pillpinan Eselon I Badan Pengawas Te1189aNukJir dan unit kerja

bersangkutan:
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. KebJaMaJelisPenyeiesaian Kerugian egara·
6. KepeJaBiro Perencanaan, Informasl dan Keuangan. Se retaris Ulama
7. Kepala Satusn Ke~a1atasan Kepala Satoon Ke~a;

Kepulusan Menteli ini mula] berlaku pada tanggaJditetapkan.

Menjual atau mencailtan barang jaminan Saudarn
.................. pegawaVmantan pegawai .) pada yang
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang egara (PUPN) yang
menangani pengurusan piultlng Negara unfuk pengembalian Keruglan
Negara dimaksud dalam Diklum PERTAMA..

Penyerailan penagllan kepada Panifia Urusan Plulang , egara (PUPN)
atas Kerugian egara yang mengaJami kemacelan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan,

Memperhitunglaln per.gemballan sebagian Kerugian egara oleh
Saudara......... pegawa1/mantan pegawan pada sebesar Rp
............. - ( sebutkan dalam IlUruL ) sebagai angsuran, sehmgga
jumlah Kerugian Negara yang masm menjadi tanggung jawab Saudara
pegawaifmantan pegawai .) pada sebesar Rp............. -
( sebulkan dalam huruf )

Memerinta kan kepada Kepala (Unit Kerja n) paling 1ambat30
(Iig,a pulun) han sejak Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga ukfir
Inl diterbitkan untuk menyerahkan upaya penag:ihan Kerugian Negar;;
kepada PaMia Urusan Pil1lang Negara (PUPN) yang berwenang
melaksanakan pengurusan p·lltang negara sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Membeballkan pengganlian kerugian kepada Saudarn .........•......••••
pegawaifmantan pegllWOli")pada sebesar Rp..............•
-( sebufkan dalam huruf ).

KEPUTUSAN KEPALA BADA PENGAWAS TENAGA NUKUR
TENTANG PEMBEBANAN PENGGANllAN KERUGtAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA............................. PEGAWAIIMANTAN
PEGAWAI') PADA .

MEMUTUSKAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan egarn
(Lembaran Negara Repubr Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 4286)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tanun 200 teotang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran egara Repubfik Indonesia omor 43-55);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tenltlng TOlin ca:ra
Tuntutan GantJ Kerugian NegaralDaerah Terlladap Pegawal Negeli
Buka" Bendahara Atau pejabat Lail (Lembaran Negara Repub
lndonesia Tahun 2018 Nomor 196. Tambahan Lernbaran egara
Repub ik Irxfonesia Nomor 5934);

4. Peraluran Badan Pengawas Tenaqa Nuklir Nomor
........... tahun _ tentallg Tala Cara Penyelesaian Kerugian
Negara Terhadap Pegawai egeri Bukan Bendahara;

KEENAM

KELIMA

KEEMPAT

KET1GA

KEDUA

PERTANoA

Menelapkan

Mengilgat

2022, No.1147 -94- 



www.peraturan.go.id

4. SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Majelis

dalam stdang Majelis sebagaimana dJmaksud pada buttr buruf b

dan huruf c, paling sediklt memuat materu

a. perttmbangan MaJetis;

b. Identitas Pihak yang Merugikan, Pengarnpu, Yang

Mempero)eb Hak, atau Ahli Warts;

c. jumlah KerugIan Negarayang hams dlbayar;

d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugtkan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau A.hJj Warts:

e. pertntah untuk m ngganti Kerugian Negara;

f. cam dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

g. penyernhan upaya penagihan Kerugtan egara kepada

Instanst yang menangan.l pengurusan ptutang negara dalam

baJ Pihak yang Meruglkan, Pengampu, Yang Memperoleh

Hak, atau Ahli Warts tdak membayar Kerugian egarn

sebagalmana dlmaksud pada huruf c sesual dengan Jangka

, akru sebagalmana dimaksud dalam hUM r.

•) Pill1 sa Inh saw
.. ) Otisi nama orgunisasi unit Eselonl dari Unit Kerja tempat ter)adinya Kerugl3n egara

NIP......................................•....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .
an, KEPALA BAOAN PENGAWAS'TENAGA NUKUR,
SEKRETARJS UTAMA,

8. dan seterusnya ; dan
9. Saudara pegawal pada unwk dBaksa an

dan diindahkan
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a. banwa Saudam .._ peg8wailmanlan pegawan
pada................... setaku penanggung [awab atas lerjadinya
kekurangan _ _.. (uang/sural Ilerhargalbarang milik negara
atau uanglbarang bukan mill neqara") berupa _ .
(sebulkan [enls dan jumlah uang. sural bemarga. danfalau barang
dlmaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalal *) dart Saudara
............... , elah melanggar kewajibannya ulltuk rnenqernbalikan
l<eseluruhan Keruglan Negara seJumlahRp -( _sebulkan
dalam huruf ~

b. bahwa aJdbal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Negara mengalaml kerugian seoesar Rp . ... • - (.. sebutkan
dalam huruf __);

c_ Ilahwa sehubungan dengan hunt b
Saudara ..__ _.__.•._pegawaflmalllan pegawar-} pada , telah
melanggar kewafban unluk mengembalikan keseluruhan KenJglan
Negara sejumlah Rp _, - ( sebutkan dalam huruf );
dengan lidak berseota menyelesaikan Kerugian Negara secara damai
yaitu tidak menandatanganl Surnt Ke erangan Tanggung Jawab Mulla
(SKTJM);

d. bahwa sehubungan denaan hUM c dan berdasarl<an lapomn Tim
Penyelesal n Kerugian Negara di Ungkullgan Badan Pengawas
Tenaga Nukllr nomor _ _ _ tanggal _ ~ yang
menyatakan bahwa Sum Keternngan Tanggung Jawab Mulia
(SKTJM) tidak dapal d(i)eroleh, terd pat alasan untuk me.lakUkan
penuntutan ganb kerugian kepada
Saudara pegawallmaJllan pegawai') pada ;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d. elah di etapkan Keputusan Kepala
Badan Pengawas Tenaga NukJir lentang Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara Nomar tanggal .
lentang kepada Saudara pegawaifmanlan
pegawaj') pada ;

f. bahwa sehubungan dengan uruf e, Saudara mengajlil<an keberalan
dengan sural namor langgal ..
perihal... mengaJuka ida mengajlIkan keberatan') alas
Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NlIklir ten ang
Pemllebanan Penggantlan Keruglan Sementara Nomor
...................... tanggal _ lentang ;

g. bahwa sehubungan dengan uruf f dan daJam rangka menjamln
kepenflngan Negara agar Negara meodapa sua u lagillan dengan hak.
eksekusi serta berdssarkan penetapan putusan Majefis Penyelesaian
Kerugian egara dl Ungkungan Badan Pengawas Tenaga Nukllr Tahun

KEPALA BAOA PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANllAN KERUGIAN

KEPADA SAUDARA _ _ PEGAWAIlMANTAN PEGAWAI')
PAOA ._.•. _ _ _ _.. ..

KEPUTUSAN KEPALA MOAN PENGAWAS TENAGA NUKLlR

OMOR. __. . ._. _

Menlmbang

Format 31
Surat Keputusan Pembebanan PengganUan Keruglan SKP21Qbagl Pihak

yang Me:rugikan, Pengampu, Yang MemperoJeb Hak Ahll Wads Dapat

Menerima Atau MengaJukan Keberatan Alas SKP2KS
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Penyerahan penagJ1an kepada Panltia Urusan P1LJtang egara (PUPN)
aUis Kerugian egara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai
dengan ketenlllan peraruran perundang-undangan.

Memerinmhkan kepada Kepala...•............ {Unil Kerja *") pal~g Inmbat 30
(Iiga pulu ) hari sejak Keputusan Kepaia BOOanPenga as Tenaga ukiir
ini dlferol an unluk menyerahlmn upaya penaqt an Keruglan eqara
.kepada Pan ia Urusan Piutang gam (PUP ) yang berwenang
melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-unda ngan.

Memperhi1ungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh
Saudara......... pegawaVmantan pegawaj+) pada sebesar Rp
•........... ,. ( 5ebutkan dalam Iluruf.. l sebagai angsuran, sehingga
Jumlah Kerugian Negam yang masih menjadf tanggung jawab Saudara
pegawaihnantan pegawai .) pads ....•... sebesar Rp , •
( sebuikan dalam huruL. )

Membeballkan penggantiall kerugian kepada Saudara .
pegawaifmantan pegawai') pada _ sebesar Rp..........•...•
-( _ sebutkan dalam hLJruf ).

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLiR
TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTlA KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA............................. PEGAWAIlMANTAN
PEGAWAJ·) PADA .

MEMUTUSKAN

1. Undal1g-undang Nomor 17 Tahun 2003 enfang Keuangnn Negara
(Lembaran Negara Repl1b1ik Indonesia Tahun 2003 Nomer 7,
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 4286)

2. Undang~Undang Nomor Ta un 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembamn Negara RepobJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Pernluran Pemermtah Nemer 38 Tahun 2016 tentang Tata Cam
Tuntufan Ganti Kerugian NegaralOaerah TertJadap Pegawai .egeri
Bukan Bendrihara Alau pejabat Lail (Lemooran Negara Repub k
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembarnn Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Badan Pengawas Tenagn uklir Nomor _..tahun 2022
tenlang Tata Cam Penyelesa· n Kerugian Negara Terhadap Pegawal
Negeri Bukan Bendahara:

Anggarall sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majeis
Penyelesaian Keruglan Negara di Unglrungan Badan Pengawas
Tenaga Nukllr nomor _ langgal _ terdapa alasan
untuk melak:ukan wnrutan ganfi rugl k.epada yang bersangkulan
berdasarkan Pasal 3 ayal (2) Peraturan Pemerinta.h Nomor 38 Tahun
2016 tentaJl9 Tata Cam Tuntutan Ganti Kerugian egaralDaerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharn AtaLJ Pejabal Lain dan
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nukii" omor
............................ entang Tala Cara Penyelesalan Kerug n e~rn
Terhadap Pegawai egeri Bultan Bendaham..

h. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dlmaksud dalam huru'
a, hUNf b. huruf c. huruf d. huruf e. hunrt f. dan nurut Q. pertJ
menetapxan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nukrr
tenlang Pembebanan Penggantian K.erugian Kepada
Saudara __. pegawaihnanlan pegawai') pada ..............• ;

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Menetapkan

Mengilgat
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5. SKP2K sebagaimana dtmaksud pada butir 3 dan butir 4
dlterbitkan paling lambat 14 (empat belas hart kerja sejak MaJells
men tapkan putusan sebagaimana dlmaksud pada butir 2.

6. SKP2Ksebagaimanadimaksudpada butir ;)disampatkan kepada:
a, Badan Pemeriksa Keuangan;
b. MajeUs~dan
c. Pi.hak yang Merugtkan, Pengampu, Yang Memperoleh HM,

atau AhU Warts,

dengan mengunakan tanda terima.

• ) PI Ih salah satu
.. ) Dlisi nama organlsasf unit Eselon I darl Unit Kerja ternpat lerjadinya Keruglan egam

NIP , .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .
an, KEPALABADAN PENGAWAS TENAGA UKUR,
SEKRETARIS UTAMA.

Salinan Keptusuan Kepala Badan Inl dlsampalkan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. KepaJa Badan Pengawas Tenaga Nuk
3. Pinpinan Eselon I Badan Pengawas Tenaga ukJir dan unit kerja

belSang!<ulan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua MaJelis Penyelesaian Kerugian egara;
6. Kepala B'ro Pereneanaan, Informasl dan Keuanqan. Sekretaris Ulama
7. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya ; dan
9. Saudara pegawai pacta untu dDaksanakan

dan diindahkan

Kepulusan Menteri ini mulai berlaku pads 13nggal ditelapkan.KEENAM

Menjual atau mencairilan barang jaminan Saudara
•................. pegawaffmantan pegawai .) pada yang
dlserallkan kepada Panitia Urusan Piulang Negara (PUPN) yang
menanganl .pengurusan piulang Negara untuk pengemballan KerugJan
Negara dlmaksud dalam Diktum PERTAMA..

KELrMA
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7. Dalarn hal Pihak yang Merugtkan, Pengampu, YangMemperoleh

Hak, atau Ahli Warls tidak dtketahul ke beradaannya dan surat

tanda tertma sebagaimana cUmnksudpada bunr 6 huruf c tidak

dapat dtperoleh, maka Sekretrais utama/ Kepala Badan dapat

mengmformasfkan penyrunpalan SKP2K pada papan
pengumurnan Kantor Kelurapan domistll terakhir Pihak aug
Meruglkan, Pengampu, Yang Mempero1eb Hak, atau Ahli Wans

diketahut dtsertal dengan surat tanda tertma dart Kelurahan

seternpat.

8. Kepala Badan selaku PPKN melakukan pengawasan alas

pelaksanaan SKP2Ksebagatmana dimaksud pada butir
9. SKP2KmempunyaJhak mendahulu, dalam hal:

") Oiisi nama organisasl urut Eselon I dan Unit Kerja tempat terjadinya Kerugian egarn
••) P ilsalah satu

NIP_ .
NIP .

Yang menerima
Satuan
Kepala

Mengetahui,
KepaJa
Kerj Atasen
Satuan Kelja"

Unil Kerja .
Alamal Rumah .
telah menertma Sura Keputusan Pembebanan Penggantian Keruglan (SKP2K) Nemor
..................... langgal .

Nama
NIP
PangkatlGoJongan
Jabalan

Pada han rnl ...•....•..... langgaL lahun yang bertanda tanga", dl
bawah ili:

TANOA TERIMA

Format 32

Tanda Terima Telah MenerlmaSurat Keputusan Pembebanan Penggantlan

Kerugian (SKP2KJ
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3. bahwa SaudanL pega aifmantan pegawai·)
pada................... selaku penanggung Jawab etas ferjad'nya
l<ekurangan.....................• (U8ng/SUl'8t bemargalbarBng miJJ1c negam
aiau uang/barang bukan mIlk rre-garo') berupa .
(seoot1canjenis dan furnish uang, surs: bemarga. danlalau barang
dfmBksud) a ibat perbualan meJanggar hukum alau IttJal ) dari Saudara
..... , tetah meia.llggar k.ewajlbannya untuk mengembalikan
keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp ...............• -{..... sebutkan
dalam hUlllL ):

Menim'bang

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TENTA G
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPADA SAUDARA PEGAWAIlMANTAN PEGAWAI')
PADA .

NOMeR .

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA UKUR

Format 33

Format Surnt Keputusan Pembebasan Penggantlau Kerugian egara

a. apabila Pegawal Negeri bukan Bendahara disamptng

mengakibatkan Keruglan Negnra Juga mempunyai kewajiban

pinj amanj hutang kepada pihnk lain, maka priorttas

pengernbaltan adalah pengembahanj pemulthan Kerugian
egara.

b. mendudukkan negara sebagai kredltur preferen atau kreditur

utama a as hasil penjualan sita lelang bamng-barang millk

Pihak yang Merugikan, Pengampu, aug Memperoleh Halt,
atau AhUWarts di atas kredlnrr lainnya.

O. Pembebaean Penggantlan KerugianNegarn.
1. Berdasarkan putusan MaJelis yang memutuskan menerlma

seluruhn a a as pengajuan keberatan atas SKP2KS dan Plhak
yang Merugikan, Pengampu Yang Memperoleh Hak, ~tau AbJ1
Wans sebagaimana dlmaksud dalam Bab OJ E butir 3 huruf d
angka 2 huruf b}, Majelis mernberfkan pertimbangan kepada
Kepala Badan selaku PPK untuk melakukan pembebasan

penggantianKerugian Negam..

2. Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagatmana dim ksud pada
butlr 1, Kepala Badan selaku PPKNmenerbttkan surat keputusan
pembebasan penggannan Kerugian egnra
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1, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan egarn
(Lembaran Negara Republ'k Indonesia Tahun 2003 omor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 4286)

2. Undang-Undang Nomor t Ta.hun2004 tentang Perbendaharaan egara
(lemooran Negara Republlk Indonesia Ta un 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4355);

b. bahwa akibal pe.langgaran sebagaim8Jla d'maksud dalam huruf a,
Negara mengalaml kerugian sebesar Rp ...............• - (..... sebutkan
dalam hum!... ):

c. bahwa sehubungan dengan huruf b
Saudara •..............•. pegawaVmantan pegawai') pada , telah
melanggar kewafban unluk mengembal'kan keseJuruhan Keruqian
Negara sejumJah Rp , • ( sebutkan dalam huruf );
dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian egara secara cUimal
yaitu Ildak menanda1ang8JliSural Keterangan Tanggung J!lWab MullaJ(
(SKTJM);

d. bahwa sehLtlungan dengan huruf c. Saudara mel"lgajukan keberalan
dengan sural nomor tanggal.. perihal... atas
Keputusan Menteri Keuangan entang Pembebanan Penggarltian
Keruaian Semenlara Nomor langg8J ............•
tenlang ;

e. bahwa sehubungan dengan uruf d. dan berdasarkan ketentuan Pasal
25 Peraturan PemeiTItah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tala cara
Tuntutan Ganfi Keruglan NegaralOaerah Terhadap Pegawai egeri
Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ke entuan Pasal 25 Peraluran
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor tentang Tala Cara
Penyelesaian Keruglan Negara Terhadap Pegawal Negeri Bukan
Bendahara, rna a MajeUsPenyelesalan Kerugian Negara dl lingkungan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran ,....... telah
mengadakan Sklang Majelis pada langgal. dengBn Risalah
Sklang MajeJis Penyelesaian Kerugian Negara di Ungkungan Badan
Pengawas Tenaga Nuklr nomor tanggaL. .

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, MajeJis Penyelesaian Kerugian
Negara dI lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuknr Tahun
AnggararL.............. memutuskan menerima seluruhnya atas
pengajuan keberatan Saudara pegawailmanlan
pegawai') pada , alas Pembebanan Pengganlian
Kerug' n Semenlara Nomor tanggal ..
teniang < dan lerjadlnya kekurang8Jl ..
(uanglsurat berhargalbamng mllik negara atau U8Jlglbarang bukan milCk
negara') berupa (sebutk{jJJ jenis dan jumlah uang sumt
bedlarga, dan/atau b8f'Bng dimoksud) bu an a lbat perbuatan
melanggar hukum ateu Jalai·) dari Saudara •
pegawailmantan peg!IWar·)pada :

g. bahwa sehubunqen dengan huruf r. Majelis Penyelesaian Kerugian
Negara dI lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nukllr Tahun
Anggaran.. memberikan perfimbangan kepada Kepala
Badan Pengawas Tenaga NuldJrselaku Pejabal PenyelesaJan Kerugian
Negara unluk meJakukan Pernoebasan Penggantian Kerugian Negara
kepada Saudara pegawailmantan pegawai·) pada
................... dan penghapusan kekurangan (uang!
sura berhargalbarang m'llt Ilegara alau u8Jlglbarang bukan milik
negara') berupa (sebtJtkan jenis dan jumJah uang, sural
bemarga. danl alau barang dimaksud);

h. bahwa berdasarkan pertimbangan seoogaimana dimal<sud dalam huruf
a. huruf b, hUM C, huruf d. huruf e. huruf f, dan hUruf g. pertu
menetapkan Kepulusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
tenlang Pembebanan Penggantian Keruglan Kepada
Saudara pegawailmanlan pegawai·) pada ;

MengiJIgat
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•) Pi h salah satu
H) Oiisi nama erganisasi un Eselon J dari Unit Kerja empat terjadlnya Kerugian Negara

NIP .

Ditelapkan di Jakarta
pada tanggal .
a.n, KEPALA BAOAN PENGAWAS TENAGA NUKUR,
SE.KRETARIS UTAMA.

Sa nan Keputusan Kepala Badan 111dlsampalkan kepada;
1. Ketua Badan Pernenksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nu1<flf
3. Pin,plnan Eselon I Bad n Pengawas Tenaga Nuldlr dan unit kerja

bersangkulan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Intormasi dan Keuanqan. Seltretaris Ulama
5 ;
6. dan seterusnya ...................•........ ; dan
7. Saudara ...........•...•. pegawai peda ...•.............. untu dDaksanakan

dan dfindahkan

Keputusan Kepala Badan 'n]mu'laiberlaku pada mnggal d' etapkan.

Membebaskan pengganDan Kerugian egara kepada
Saudara ...........•....... pegawai/ manum pegawai·) pada ........•.........•
selaku penanggung jawab alas kelrurangan (uangfsurat
berhargalbarang milik negara alau uangJ'barang bukan milik negara·)
berupa (sebutkan jenls dan jumlah uang, sura bernarpa,
dan/atau barang drna sud).

Memerinlahkan kepada Kepala . . . . . . • • . . . . . (Un KerjaU)
mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uanglsumt
berh8rga/ barang miff!< negam atall uang;OafBlIg bukan miik negsflt·) yang
berada daJam penguasaan Saudara pegawailmantan pegawai·}
pada.................. kepada nslansi yang meogurus penghapusan
atas (uan9lsufBt berharga/barang mifil< neg8fB afau uang!
bnrang bukan mifik negaro·) sesuai dengan ketentuan peraturan
pennldangundangan.

KEPUTUSAN KEPALA BADA PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG PEMBEBASAN PENGGA AN KERUGIAN SEMENTARA
KEPAOA SAUOARA............................. PEGAWAIiMANTAN
PEGAWAI·) PAOA ............•....•.....

MEMUTUSKAN

3. Peraturan Pemerinlah Nomof 38 Tahun 2016 tentmg Tata Carn
Tuntulan GanU Kerugian Negara/Daerah Terfladap Peqawal Negerl
Bukan Bendahara Amu pejabat Lain (lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2016 Nemer 96, Tambahan Lembarnn egarn
Republik Irxlonesia Nomor 5934);

. Peraturen BOOan Pengawas Tenaga Nuldir Nomer
........... 1ahun _ tenmng Tala Cars Penyelesaian Kerugian
Negara Terfladap Pega~al Negeri Bukan Bendahara;

KETIGA

KEOUA

PEfnAMA

Menelapkan
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3. Surat keputusan pembebasan penggantian Keruglan egara

sebagaimana dtmaksud pada bum 2 paling sedikit memua:

matert:

a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu Yang
Mempernleh Hale, aiau Ahli warts yang dibebaskan dan
penggantlan Kerugian egara;

b. jumlah keJrurangan uang, surat berharga, darr/atau barang
mUik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negert
Bukan Bendahara atau uapg dan/atau barnng bukan millk
egara yang berada daJam penguasaan PegawaJ Negeri

Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggnroan
tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadl kekurangan uang, sura:
berharga, danj atau barang millk negam yang berada dalam

penguasaan PegawaJ egert Bukan Bendahara atau uang

danj'atau barang bukan rnllik negara yang berada dalam
penguasaan PegawaJ Negert Bukan Bendahnra ang
dlgunakan dalam penyelenggaraan tugas pemertntahan
bukan dis babkan perbuatan me1anggar bukum atau lalal
PegawruNegertBukan Bendahara,

4. Surat keputusan pembebasan penggantia:n Kerugian egara
dJterbitkan paling lambat 1 (empat belas] hart kerja sejak Majells
menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam
B. b IIIE butir 3 huruf d angka 2 huruf b] .

5. Sural keputusan pembebasan penggantlan Kerugtan egara
dJsampalkan kepada:
1. Badan PemerlksaKeuangan;

Majelis~
3. Pihak yang Memgikan. Pengampu, Yang Memperoleh Hale,

atau Ahli Warts yang drbebaskan dart penggantian Keruglan
egara; dan

4. KepaJaUnJtKerja/ Kepala Satuan Kerja,
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Ilal Kerugian Negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka

menetapkan besarnya jumJah Keruglan Negro-ayang hams ditanggung olen

Plbak yang Merugtkan untuk menggantl Kerugian Negnra dimaksud.

1. Dalarn rangka penyelesalan Kerugian Neg ra, dilakukan penentuan

nUai atas berkurangnya;

a. uang mlllk negara danj'atau uang bukan OO11knegam;

b. barang milik negam yang berada dalam penguasaan Pegawal

Negert Bukan Bendahara;

c. barang bukan mlllk negara yang berada dalam pengunsaan

Pegnwn.i Negeri Bukan Bendahara yang dlgunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemertntahan; dan/ atau
d. sura berharga milik negara.

2. Penentuan nilai Keruglan Negarn sebagaimana dlmaksud pada butir 1

huruf a dldasarkan pada nilai nominal.

3. Penentuan nilal Kerugian egara sebagannana drmaksud pada butir I

huruI b dan huruf c didasarkan pada:

a, niInl buku, yaitu dengan earn nilal perolehan yang dikurangi

deogan penyusutan ang telah dfbebankan yang rnuncul selama

umur penggunaan barang milik negara atau aset dlmaksud; atau
b. nilal wajar atas barang yang sejerrls, yaltu dengan earn

mengestimasi harga yang akan ditertma dan penjualan asset atau

dibayarkan untuk penyelesalan kewajlban antara pelaku pasar
yang rnemahaml dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

Wajar pada tanggal pentlalanj' penakstran.

4. Penentuan nilai Kerugian Negara se bagalmnna dlmaksud pada buttr ]

huruf d didasarkan pada:
11. niIni nominal, yaitu nilai yang tertera dalam uangJ surat berharga

dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.;

h. rulai perolehan, yaltu jumlah kas atau setara kas yang telah dan
yang maslh wajib dibayarkao untuk mempemleb suaru aset pada

saat perolehan; atau

c. nilai wajar yaitu nllal rukar aset atau penyelesatan kewajiban

antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan

transaksl wajar.

BABIV

PENENTUAN NILA.! KER GIAN NEQARA
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kendaraan bermotor dlte apkan berdasarkan nilal wajar atas

barang yang se] Dis pada saat kejadlan, yaitu sebesar nllai

jual kendaraan bemotor untuk menghitung Bea Ballk Nama

Kendataan Bermotor (BBNKB) di Instans yang berwenang

(SKPD yang menanganl sepertl SamsatJDispendaJ aug
berlaku pada saat kejadian.

Apabila instansi yang berwenang SKPD yang menanganl

seperti Samsat/Dtspenda belum menetapkan nilai berupa
kendaraan bermotor maka mlai wajar atas barang yang

sejenls pad a saat kejadlan, alto harga dart distributor resml,

Dalarn hal pada lokasi tertentu Udak terdapa distributor

resml, besarnya nllal Kerugian Negara dldasarkan pada harga

dart toko besar darr/arau media informasi balk elektronik

maupun oetak.

2) Penentuan nIlal Keruglan Negara berupa kerusakan

kendaraan bermotor, yang aotara lain dlsebahkan tabrakan,

atau sebab-sebab lalnnya, dite apkan berdasarkan bia_a

perbalkan,

b. PeralatandanMesln,

11 Penentuan nUai 1erugtan egam berupa peralatan dan

mesin, ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang

sejents pada saar lrejndian,yaltu harga dart distributor resmi.

egara berupa kehlJangan11 Penen tuan nilai Kerugian

5. Penentuan ntlai sebagairnana dlmaksud pada butir 1 huruf b, huruf c,

dan buruf d dlten tukan oleh TPKN dengan seadll-adilnya. Prlnsip

seadtl-adllnya dalam penentuan nilal Kerugian egam dlsesualkan

dengan kondisi terakhtr atas surat berharga dan barang pada saat

terjadtnya Kerugian egara

6. Dalam penentuan nllal alas berlrurangnya barangj surat berharga yang

didasarkan pada nilal sebagalmana dimaksud pada butir 3 dan buttr 4,

nl1ai Keruglan egara alas barangj'surat berharga yang dipakai adalah

nUroyang paling tlnggL

7. Penentuan nllai wajar sebagnimana dfmaksud pada butir 3 huruf b,

atas berkurangnya barang millk negara danj'atau barang bukan millk

negara uotuk masing-mastng jenis barang dapat juga ditentukan
dengan earn sebagai bertkut;

I}, K ndaraan Bennotor.
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Dalarn hal pada lokasi tertentu dak terdapat distrIbutor

resml, besarnya ntlat Kerugian Negar didasarkan pada harga

dart toko besar dnnj'atau media Informas! balk elektronlk
maupun oetak.

2) Penentuan nilai Keruglan Negara berupa kerusakan pernlatan
dan mesln, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan,

c. Bangunan.

Penentuan nilai Kerugtan Negara berupa bangunan ditetapkan
berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan
sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerjaan Um.um
pada saat kejadian.

d. Tanah,

Penentuan oilai Kerugian Negarn berupa hllangnya penguasaan

negara terhadap hak alas tanah, dltetapkan berdasarkan
perkiraan rulaljual tanah _ang berpedoman pada Nilal Jual Objek
Pajak (NJOp) Juga memperhatikan pedoman harga tanah dad
Pemerlntah Daernh setempat pada tahun bersangkutan.

8. Penentuan nJlai atas berkurangnya uang mtllk negam sebagalmana
dimaksud pada butlr 2 berupa KeruginnNegarnaktbat PegawalNegeri
Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikataD
dinas ditetapkan sesuat dengan ketenruan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dtnas di
lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

9. Penggantlan atas barang mili.k negara yang dtasuranslkan sebagai
akibat kelalatan pernakaian barang tldak menghapuskan kewejlban
pihak yang melakukan kelalalan dlmaksud dalarn menggantl Kerugian
Negaradlmaksud,

10. Penentuan nilal KeruglanNegara atas penggantian barang milik negara
yang diasuranstkan sebagat akibat kelalaian sebagalmana dtmaksud

pada butir 9 dilakukan dengan cam hasil peen tuan nila1 sebagalmana

dimaksud pada butir 3 tanpa mernperhitungkan hasil klalm asuransi
yang dltertma dan Perusahaan Asuransl atas barang mlllk negara
dimaksud.
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A. Penagthan
1. Dasar Penagihan.

Dasar dllakukannya penagthan dalam rangka penyelesaian

Kerugian Negara terhadap PegawalNegeri Bukan Bendahara yang
karena perbuatan melawan hukum danjatau lalai yang
mengakibatkan KerugianNegaradllakukan atas dasar adalah:
a. SKTJM sebagairnana cllmaksucl clalam BAB m c butir 1

huruf b:
b. SKP2KSsebngaimana cllmaksud dalam BAB III D butir 3;

atau
c. SKP2Ksebagalmana dnnaksud dalam BABIIIF butir 2 huruf

b dan huruI c.
2. Tata Cam Penagihan.

Tata earn penagthan untuk me.mulihkan Keruglan Negam
dimaksud dllakukan sebagai bertkut:
a. Penaglban sebagaimana dlmaksud pada butir 1, dllakukan

dengan SPO alas nama Plhak yang Merugikan, Pengampu.
Yang MernperolehHalt, atau Ahll Wans bertanggung Jawab
alas KerugianNegaradimaksud.

b. SPn sebcgatmana dlmaksud pada huruI a dtterbltkan pallng
banyak 3 (tiga)kall.

c. SPn sebagahnana dimaksud pada huruf a. dlterbitkan oleh
Sek:re:taris tama/Kepala Sudan paling Iambat 7 tujuh) hart
kerja sejak:
1) SK1'JMditandatanggani;

2) SKP2KSsebagalmana dlmaksud dalam BAB III D butir 3

dltetapkan: atau

3) SKP2Ksebagairnana dtmaksud dalam BABm P' butir 2
huruf b dan huruf c ditetapkan.

d. SPo sebagaimana dlmaksud dalam huruf a mempunyai
tanggal jatuh empo pernbayaran paling lama 1 (satuJbulan
sejak SPn dlterbitkan.

e. SPn sebagannana dlmaksud dalam huruf b, dibuat dalam
rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:

BABV

PENAGlHANDANPENYETORAN
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1) Lernbar pertama -untuk Plhak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahll Wans;

2) Lembar kedua untuk Kepa1 Satuan KeJjajKepala.
Badan: dan

3) Lembar ketiga untuk c:Ugunakan sebagai dolrumen
pencatatanj penatausahaan pada kartu prutang.

f. SPn atas penyelesalan kerugian negara melalui penerbltan
SKTJMsebagalmana dimaksud pada BABm C bum l huruf
b dilakukan dengan ketentuan sebagai ber1kut:
l) SPn pertama diterbitkan setelah Plhak yang MeTUgikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Wruis
mengakui Keruglan Negara rnenjadi tanggung jawabnya
dan bersedia mengganti Kerugfan Negara dengan

menandatanggani SKTJMsebagaimana dimaksud dalam
BAH m C buttr 1 huruf b sebagat dasar penagthan
pertama plutang negara;

2) SPo kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan,
Pengampu. Yang Mempero]eh Hale, atau AhU Warts
melalalkan kewajlban pembayaran sesuai dengan yang

dlperjanjikan dalarn SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam BABm C butir 1 huruf b; dan

3) SPO ketiga diterbttkan dalam hal Pihak yang Merugikan,
Pengampu YangMemperoleh Hak, arau AhUWarts tlclak
mengganti kerugtan negam sampai dengnn tanggal jatuh
tempo pembayaran sebagalmana dimaksud dalam BAB
ill C bum 2 huruf b dan huruI c dan huruf d.

g. SPO atas penyelesalan kerugian negara melalul penerblran
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB - ill 0 bum 3

dilakukan dengan ketentuan s bagai beTikut:

l) SPO pertama diterbttkan setelah SKP2KS sebagatmana

dimnksud dalarn BABm D bum .3 diterbitkan sebagal
dasar penagthan pertama piutang negara;

2) SPOkedua diterbttkan dalarn hal Pthak yang Merugikan
Pengarnpu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Wans tlclak
menggantl Kerugian Negara sampal dengan tanggal
Jatub tempo pembayaran sebagalmana c1imaksud dalam
BAHIII D butlr 7; dan
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perd!ayaoan senap
langgal ..It8) .._

c. IEmpo unJ

Jerus
...~._(t7).....}

b. Bssar ElIgSIriIl Rp Oulpu

Fungsi

Jenis KeNllnangan

okasi

Un! KeJja

ERHATlAN

1. Stnt~ nhiws diSfllllaEl ,bilk

2. Setiap peII~e1llran ilia:s 1a;!lhan n, a!l!ilf JliIdB

; .. _.(19) { )

; _ (19} t )

: (19} ~ }

: (19} ( )

: (t9) ( )

: (19) ( )

; (19) ( )

; _ (19} ( )

; 119) ( )

: (191 L }

: (19) 1 )

UnltOlganisasl

NegaralLe -.... ------ ~ 12} I
............ (13) _._._

................ (14) ..

• _ (19) ( )

_ h empo JlI!fOOayara.n angsuroo')

SPn taI1ggal.... _~ 15}..... a.~!6)_ I ClngslSan

1mmef'l)'lMDrke Kas Negalil pads Ba Po5IP~ Kilmen erian

..•.••.... _ _, ••.._(20) -

••.•..•..... _(11). _ ..•....

e Kas Neq;il8menggunakan

...•.._ IiwlggaL

tl!f1Jt;rJg YiflQlersebut Iiba\\'ah Itt

Format 34

Format Surat Penagihan lSPnI

3) SPn ketiga diterbttkan dalarn hal SKP2K sebagalmana

dlmaksud daJam BAHHI F buttr 2 huruf b dan buruf

dlterbltkan,

h. Berdasarkan SPn sebagatmana dimaksud pada huruf a,

Pihak yang Merugikan. Pengampu, Yang Memperoleb Hak,
atau AhUWaris menyetorkan ganti Kerugtan egara ke Kas

egara,

Bl!fIia5artam daf:ult)lln

~M Kerja ..(t)

(...-12) -I

2022, No.1147 
-

109

- 



www.peraturan.go.id

B, Penyetornn

1, Cam Penyetomn.

Penyetoran atas penyelesaian gantt Kerugian Negara dapat

dilakukan dengan earn:

No. Uraian Isian
(1) Dusi dengan nama unit kerja
(2) Diisi dengan kode salker
(3) Diisi dengan nama kementeriarlilembaga
(4) Dusi dengan nomor surat penagihan

Diisl dengan lembar sural penaglhan
a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang:

(5) b. ternbar kedua untuk un admilislrasi untuk digunakan sebaqai penag an;
c. Lembar ketiga untuk unit pembukan untuk digunakan sebag..i dokumen

pencatalnnJpenatausahaan P'JIOOKartu piutang
(6} Dusl dengan uralan suml keputusan
(7) Diisi dengan Iangg31sural keputusan
(8} Dosi dengan nomor surat keputusan
(9) Diis1dengan pejabat yang menerbitkan suratkeputusan
(10) Diisi dengan nama plhak tertlUtang
(11) Dusi dengan alamat pilak terflutang
(12) Diisi dengan jumlah plulang PNBP dalam angka
(13) Diisi dengan jumlah plulang PNBP dalam hurut
(14) Diisl dengan uralan pJutangPNBP

(15) Dusi dengan tanggal jaluh tempo pembayaran piutang PNBP (5 lu bulan teIflitung
sejak jatuh tempo pembayaran pfulang PNBP)

(16) Diis] dengan angka yang menunjukan berapa kali prutang PNBP akan dlangsur
(17) Dosi dengan nilai ruplah per angsuran dalam angka dan huruf
(18) Dusi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran

Oiisi dengan uraian dan kode Kementerlan Negara/Lemba;ga • Unit Organisasl, Unit
(19) Kerjat l.okasl, Jenls Kewenangan, rungsi sub ftJngs~program, kegiatan, output, janis

belanja. akun piumng PNBP bersangkutan
(20) Dosi dengan ternpat dan 13nggalpenalldatangan/penerbitan SPn
(21) Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Petunjuk Pengisian

'I00; l!8S9~ Ci1fa pem/Jayarar> piulililg PI '81'

............. -42 ,- - __

persepsl, maka penyelDranmEll!Jl!lunalwt 1mde-llOOe

Ln. kl!fJB selJagJIJlnanoIsrsebul IialE, kem.Hian
foiIopl Iwb pe rail t!rsebut disaJlllClkan
kt!p~a IlIIIl tslja bef&:a Ulsit

~ Sl.rat Pr.1B1Fmn l1i berialw sebagill Sd ~~ n

pe

d.. ke baan

sebr baIkenaaI1 d~n tanggaJ da1 IIDIOOr

&!fil peIIiIQ

3. Apab pen~n d
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a. Pembayaran secara Kompensasi.
DiperbJtungkan dengan penghasilan tetap yang d!peroleh dart
negara, yang dllakukan dengan earn;

?enghasilan tetap yang dlbayarkan melalui Kantor
?elayanan Perbendaharaan Negara, dlpotong sesual

dengan jumlah yang disepakati melalul bendaharawan
bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan.
Selanjutnya Sekretaris utama wnjib memlnta bukti
penyetoran ke rekenmg Kas Negara sebagni bahan
laporan tlndak lanjur penyelesaian gantl Kerugian
Negam.

2) Penghasilan temp lalnnya yang ttdak dibayarkan melaJui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong
sebesar [umlah yang disepakati dalam kesepakatan
secara tertulis alas pernotongan penghasllan dirnaksud
dan dlsetorkan ke rekenlng Kas Negara. Se]anjumya

Sekretaris tama wajib melampirkan bukti penyetoron
sebagai bahan laporan ttndak lanjut penyelesaian

Kerugan Negara,

b. Pembayaran secara Langsung.
Pegawai egert Bukan Bendahara yang bertanggung jawab
alas Kerugian Negarndapat menyetor langsung melalul Bank
Pemertnt h/Glro Pos untuk rekening Kas egarn melalui
akun setoran SSBP 4_579 1 Pendapatan Penyelesalan Ganti

Kerugian egara Terhadap Pegawai NegertBukan Bendahara
Atau Pejabat Lain. Dnlam hallni pegawaJbersangkutan wajib
menyerahkan buktt penyetoran dlrnaksud kepada Kepala
Satuan Kerja bersangkutan sebagal bahan penyelesalan
erugtan egara selanjutnya.

c. Penjualan Barang Jaml.na!L

Penjualan barang jamlnan ban a dapat dllaksanakan
berclasarkan surat kuasa dar! Pihak yang Merugikan,
Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Warls kepada
pejabat yang ditunjuk dalam Surat Pernyataan Jaminan.
Hasil penjualan barang jaminan dtsetorkan ke Kas Negara
sebesar jumlah kerugian negara dan aisa hasil penjualan
dlserahkan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
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Memperoleh Hak, atau Ahll Warts. Apabtla penjualan barang

jaminan belum dapat menutup seluruh Jumlah Kerugian

egara, malta kekurangannya wajlb dllunasl oleh Pihak yang
Meruglkan. Pengampu. Yang Memperoleh Hak, atau AhIl
Waris.

2. Setoran Yang Lunas.
a. Pihak yang Meruglkan. Pengampu, Yang Memperoleh Hale,

atau Ahli Warls yang telah melakukan penyetoran gantt
Kerugian Negara ke Kas egara sesuai dengan Jumlah dan
jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM SKP2KS. atau

SKP2K. maka dinyatakan telah melakukan peluoasan gantt
Kerugian egarn dengan diberikan Surat Keterangan Tanda
Lunas (SKTLj.

b. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKl'L) sebagalmana
dimaksud pada huruf a dltandatangaru oleh Bekretarts
Utamaj'Kepala Badan,

c. Surat Ke erangan Tanda Lunas (SKl'q sebagalmana

dimaksud pada huruf a paling sediklt memuat:
I. tdenntas Pihak yang Meruglkan Pengampu ang

MemperoJehHak, atau Ahll Waris;
2. jurnlah Kerugian Negro-a yang teLah dibayar sesual

denganjumJah dan Jangkawaktu yang ditetapkan dalam
SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

3. pemyataan bahwa Plhak yang Merugikan, Pengampu,
YangMemperoleh Hak a au AhUWalis telah meJakukan
pelunasan gantt Kerugian egam;

4. pem ataan pengemballan barang jaminan, dalarn hal
surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan aras
dasar pelunasan SKTJM; dan

5. pern ataan pengembalian hnrta kekayaan yang disita,

dalam hal surat keterangan tanda lunas ang
diterbltkan alas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
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d. Dalarn hal Surat Keterangan Tanda Lunas rSKTL diterbitkan

alas dasar pelunasan SK'TJM, pernberian Surnt Keternngan

Tanda Lunas (SK'TL kepada Pihak yang terugtkan,
Pengampu Yang Memperoleh Hak, atau Ahli \Vans
eebagatmana dlmaksud pada hum! a dlsertal dengan

.) Diisi nama organisasilllnit keIja tempat terjad' ya terjadrnya Kerugian egara .
••) Sebulkan penelapan pengembalian Kerugfan Negara berdasal1tan SKTJM, SKP2KS.

atau SKP2K.
••• ) Sebutkan apabila pearnasan penag n dilakuk.m dellgan peoorbitan SPn
•••• ) Pilitl salah satu: pengemba Ian barang jaminan, dalam hal sura keterangan lands

lunas yang dHerbitkan alas dasar pelunasan SKTJMlpengembalian harta kekayaan
yang disita. dalam hal sural kelerangan landa lunas yang dil.erbitkan alas dasar
pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Tembusan:
1. Ketua BadcmPemeriksa Keuangan;
2. KebJaMajells Penyelesaian Kerugian egara;
3. Pannia Urusan Piutang Negaro (PUPN)~
4 ;
5 dan selerusnya .; dan
6. Saudara (Pitlak Yang MerugikanIPengampulYang Memperoleh Ha Ahll

Warts)

( )

IP .

Kepala SaltJan Kefja/Atasan

Kepala Saluan Kerja

Kepala (Unit Kefjll .) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp

................ ( sebutkan dengan hUM )alas nama Sdr .................• yang berdasarkan

SumL nomor. IalllJgaL ), dengan jlmgka waktu

yang ditetapkan untuk mengembaliarl Kerug Il Negara selarna .............•...... serta yang

dilag dengan Sural Penaglhan (SPn) tanggal nomor ..•............. m)

lelah cIlbayar lunas.

Sehubungan dengan &ir •............................ lelah melakukan pelunasan ganll

Kerugian Nega.m, rna a sege.m dilakukan pengembalian barang minanJpengembalian

harta kekayaan yang d sita. h •• )

Nomor:

SURAl KETERANGAN LUNAS (Stm)

Format 35

Format Surat Keterangan Lunas (SK'TLJ
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NIP .
•) Diisi llama organisasillmif keIja tempat terjadinya terjadfnya Kerugian Negara.
••} lsi nama Pihak Yang Merug an/Pengampu/Yang Memperoleh Ha Ahli Waris .
••• ) Sebutkan penetapan pengemballan Keruglan Negara berdasartcanSKlJM, SKP2KS.

atau SKP2K.
.... ) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan engan penerbitan SPn.

Kepala Satuan Kerja,

sehubungan dengan hal tersebut di alas, dengan ini kami samoa an bahwa
Saudara "). telah melaku an pelunasan piutang ganti Kerug.iall eqara
sebesar Rp ( sebutkan dengan huruf.. ) yaang berdasar1<an
SumL. nomor tBnggal ), dengan }angka wakW
yang ditetapkan unlLik meflgemb Ian Keruglan Negara selarna serta yang
di ag dengan Sural Pellllgihan (SPn) ~nggal nornor ) dan
atas pelunasan plulang dlmaksud kaml telah mengeluarkan Sural Keterangan lunas (SKTL}
oomor langgal ..................•. (terlamp'r SKTL).

Bertc:enaan dengal1 lelah dllakukarmya sila atas harta kekayaan 8.n Saudara
................... ) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perinlah Penyitaan (SPP) nornor
.................... tanggal dengan Berna Acara Penyitaan nomor .
tanggaJ _ , dengan' i kami mengajukan permohonan pencabutan sila atas harts
kekayaan an. Saudaro ) untuk dilaku an pengembalian haria kekayaan
yang disffa kepada Saudara ..........•.......... ").

Oemikian dfsampaikan, alas pertlatiannya diJcapkan terma kasih.

Ylh. Ketoo Parlitia Urusan Piutang Negara
di

: Permohonan Pencabulan Sita Alas
Harta Kekayaan a.n. Saudam _..)

: 5- .Nomor
Sifat
Lampimn
Hal

Format36

Forma Surat PermohonanP ncabutan Sita tag Haria Kekayaan

pengernbaltan dokumen yang terkait dengan penyerahan

barang jamJnan.

e. Dalrun hal terdapat harta kekayaan Pfhak: Yang Merugikan

yang telah dlslta atas dasar SKP2KS atau SKP2K. pemberian
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL kepada Pihak yang

Merugikan Pengampu. Yang Memperoleh Hak atau Ahli

Warts sebagairnana dimaksud pada huruf a disertai dengan

surat permohonan pencabutan sita atas harta keka raan

kepada Instanst yang berwenang.
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f. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagalmana
dimaksud pada huruf a disampatkan kepada:
1) Badan Pemertksa Keuangan;
2) Majelis;

3) Pihak yang Merugiknn, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau AhUWans yang melalrukan penyetoran ganti
Kerugtan Negara; dan

4) Instansi yang berwenang melakukan sita alas harta
kekayaan.

C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan egarn
1. Dalam hal dapat dibuktlkan bahwa Jumlab Kerugian Negara yang

telah dltagth ternyata lebih besar dartpada yang seharusnya,
Pibak yang Merugikan. Pengampu, Yang Memperoleb Hak, atau
Ahli Wads dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan
negara.

2. Permohonanpengurangan tagihan negara sebagalmanadimaksud

pada burn 1 dllakukan oleh Pibak: ang Merugf.kan,Pengampu,
YangMemperolehHak, atau AhUWaris dengan ketentuan sebagai
betiku .
a. Pthak yang Merugikan Pengampu, Yang Memperoleh Hak,

atau AhlJ Warts mengajukan permohonan pengumngan
tagthan negara kepada Sekretaris Utama apahtla diketabul
jumlah Kerugian egara yang telah ditagih ternyata leblh
besar daripada yang seharusnya berdasarkan pemba aran
pelunasan tagthan negara sesuai SKTJM, SKP2KS atau
SKP2K.

b. Pihak yang Meruglkan. Pengampu, Yang Mernperoleh Hak,
atau AWi WaDs mengajukan permchonan sebagalmana
dimaksud pada huruf 3, wajib menyampaikan sural
pennohonan pengurangan tagihan negara beserta bukti

pendukung mengenal adanya jumlah Kerugian egara yang
Lelahditagih ternyata lebth besar dartpada yang seharusnya
sesual SK1'JM. SKP2KS atau SKP2K.
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3. Dalarn hal S kretarts Otama/Kepala Badan telah menertma
permohonan sebagalmana dimaksud pada butlr I, Sekretaris
Ulama/Kepala Badan melakukan pemeriksaan atas pennohonan
dimaksud beserta bukti pendukung adanya jumJah Kerugian

') Diisi llama organisasilunil kerja empal terjadinya eIjadinya Kerugian Negara.
") P'ltI salah satu

Pemohon,

kasih.

Sehubungan dellgan hal tersebu di atas, dengan henna! saya mengajuknn

permohonan penguml1gan taglhan negara yang teIah d- aglh kepada sava ternyata lebih

besar dmipada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayamn pelunasan

tagihan negan; sesuai SKTJMlSKP2KSfSJ<P2K") (sebulkan

oomoritanggaYperlhal sura dinaksud). Berdasarkan SKT JMlSKP2KSISKP2K-> dimaltsud

yang seharusnya saya diwajib1<an membayar ganti Kerugian egara sebesar Rp

....................... ( sebutkan dengan huruL ..), namun yang itagihkan ke saya se esar

Rp ( sebu!kan dengan huruL ..) dan saya Ielah meJakukan penyetoran ke

Kas egara pada Bank/Pos Persepsr") sebesar Rp ( sebulkan dengan

huruL..).
Betkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohornm pengurangan

tagihan negara dengan bukti pendultung mengenai adanya fum h Kerugian egara yang

Ielah dltaqih lemyata leblh besa r darlpada ya n9 sebarusnya sesua1SKT JMlSKP2KSlSKP2K

'0) dimaksud_

Deml ian disampaikan pemohonan loi. etas pemalian Saudarn dlucapkan lerima

Yth. Kepala Unit Kerja')

di

: Permohonan Pengumngan Tagihan
Negara

: S- .Nomor
Lampiran
Hal

Format 37
Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
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Senubungan dengan hal tersebut dl alas, dengan hormat saya mengajukan

permohonan kelebihan pembayararusetoran atas ganti Kerugian egara yang saya

bayaJ1can berdasarkan SKTJMISKP2KSlSKP2K··) (sebutkan

oomorltanggaVperihal sura dlma sud) dan alas dasar pengumrlgWl Iagi13.nsesuai sural
Kepala Un· Kerja') nomor................. tanggaJ perihal

................•............ KeJebihanpembayaranJsetoran atas ganti Keruglan Negam dimaksud

sebesarRp ( sebutkan dengan huruL '.

yth. Kepala .....................•• Unil Kerja

di

: Permohonan Kelebihan Pembayaron

: S- .Nomor
Lampiran
Hal

Format 38
Format SUrnt Pennohonan Pengembalian Kelebihan Setornn

Negara yang telah ditagih temyata lebih besar dartpada ang

seharusnya sesual SKtJM, SKP2KS atau SKP2K.

4. Berdasarkan has1l pemeriksaan sebagalmana dimnksud p cia
butir 3, terbukti bahwa jurnlah Kerugian Negarn yang telah dltagih

t myata lebih besar dartpada yang seharusnya sesual SK1'JM,

SKP2KS atau SKP2K., rnaka Sekretaris Utama/K pula Badan

melakukan pengurangan tagihan negara sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

5. Dalarn hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau AhliWarts telah melakukan penyetoran ke Kas egam.
Pihak yang Merugikan. Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atan

AhU Warts dapat rnengajukan permohonan pengembalian
kelebthan setoran atas ganti Keruglan Negara atas dasar

pengurangan agthan sebagalmana dimaksud pada butlr 4.

6. Permohonan pengembalian kel blhan setoran sebagalmana

dlmaksud pada butlr 5 dilakukan oleh Pihak yang Merugikan,
Pengampu, ang MempE'roleh Hak, ntau AhlJ \Varls dengan

mengajukan permohonan pengemballan kelebihan setoran

sebagalmana dimaksud pada buttr 4 beserta buktl pendukung

mengenal adanya keleblhan setoran atas gan Kerugian Negara

kepada Sekretruis tama,
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7. Dalam hal Sekretaris Utarnaj'Kepala Badan telah menenma
permohonan beserta buktt pendukung pengembalian keleblhan

setoran sebagaimana dtmaksud pada butlr 6, Sekretarts

utama/ Kepala Badan melakukan pemertksaan atas permohonan
dimaksud beserta bukti pendukung sebagalmana dimaksud pada
butlr 6.

B. Dalamhal berdasarkan hasil pemertksaan sebagaimana dlmaksud
pada butir 7, terbukti bahwa berdasarkan pengurangan tagihan
sebagalmana dlmaksud pada butlr + ada kelebihan setoran atas
gantt Kerugian Negara oleh Pihak ynng Merugfk.an,Pengampu
Yang Mernperoleh Hak, atau Ahli Wruis maka Sekretaris
Utama/ Kepala Badan melaksanakan pengajuan pengemballan
kelebihan setoran atas gantt Kerugian Negara yang berdasarkan
pengurangan tngihan sebagatmana dlmaksud pada butlr 4 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

.) Diisi nama organisasL'Unltkerja empat terjad'nya terjadinya Kerugian Negarn .
••) Pilll salah satu

Pemol1on,

kasih.

BeI1cenaan denqan hal tersebul, sara mellgajukan pennohooan pengembalian

kelebihan pembayaran/seforan atas ganli Kerugian Negara dan let1ampir saya sampaikan

buktJpendukung pengemballan elebl an setoran dunaksud.

Dem"klan disampaikan pemohonan ini, atas perha ian Saudara dlucapkan terima
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Setelah mempertimbangkan upaya penagthan ptutang Tuntutan Ganti
Keruginn Negara bagt Pegawal Negert Bukan Bendahara ang telah
dilakukan sampal jatuh tempo plutang negara dimaksud namun penagihan
plu ang negara dlmaksud tidak rnembawa hasil yakni dalam [angka waktu

1 [satu] bulan terhitung sejak tanggal SPn kettga tidak dilakukan pelunasan
atau tidak dapat mengganti Kerugian Negarn sejak SKP2Kditetapkan atau
dalam jangka wakru yang ditetapkan dalam SKP2K,maka Ptutang Negara
dimaksud dapat dlnilai menjadi piutang macet dan selanjutnya upaya
penagihan plutang negara berupa piutang'runtutan Gantl Kerugtan Negara
bagi Pegawal Negerl Bukan Bendahara drserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang egarn W PNIuntuk diJa.kukanpenagthan serum paksa.

Penyerahan upaya penagihan Plutang egara berupa ptutang Tuntutan

Gnotl Kerugian Negara bagi PE'gawaiNegeri Bukan Bendahara kepada
Panltia Urusan Plutang Negara {PUPNl untuk dllakukan penagthan secara
paksa, berdasarkan:
1. SKP2Ksebagaimana dimaksud dalam BABm I'butir 2 huruf a ang

diterbitkan atas penggannan Keruglan Negarn yang dinyatakan
wanprestasl, paling lambat 30 ltiga puluh] han sejak SKP2K
diterbitkan.

2. SKP2Ksebagalmana dimaksud dalam BAB ill F butlr 2 huruf b yang

diterbltkan karena ndak ada pengajuan keberatan dart Pihak yang

Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hale, atau AhUWans atas
SKP2KS dan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau AbUWarls tidal, dapat menggantl Keruglan Negaradalam

Jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2Kdtmaksud,
3. SKP2Ksebagaimana dimaksud dalam BABill F butir 2 huruf c yang

diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dan Plhak yang
Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahll Warts atas
SKP2KS dan Pthak yang Meruglk:a.n.Pengampu, Yang Memperoleh
Hak, atau Ahli Warls tidak dapat menggantl Keruglan Negara dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2Kdimaksud,

BABVl

PENYERAHAN UPAYA PENAGlHA lCERUGlAN NEGARA KEPADA I STANSI

YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG EGARA
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Piutang egara berupa piutang 1'untutan GantI Kerugian Negara bagi

Pegawai Neger! Bukan Bendahara ang penagihannya dak membawa basil,

maka penagihannya drproses secara paksa dengan cam sebagat bertku t:
I. Kepala Badan menyerahkan upaya penagthan Keruglan egara kepada

PanItia Urusan Piutang Negara (PUP ) setempat,

2. Kev enangan Kepala Badan menyerahkan upaya penaglhan Kerugian

Negara kepada Panitia Urusan Ptutang egara {PUPNI setempat

dtlaksanakan aleh Sekretaris tama dalam hal Kerugian egara

dllakukan oleh pimpinan tinggi pmtama darr/atau Pegawal egert

Bukan Bendaharn. dengan ketentuan:

a. paling lambat 30 (tIga puJuh) hart sejak SKP2K yang dlterbttkan

alas penggannan Kerugian egara yang dlnyatakan wanprestasi
sebagaimana dimaksud dalam BAB ill F butlr 2 huruf a; atau

b. paling lambat 7 tujuh bart sejak Pihak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau AhU Warts tidak dapat

menggantt Keruglan Negara dalam [angka waktu yang dltetapkan

datum S KP2K yang dlterbitkan karena tidak ada pengajuan

keberatan dart Plbak yang Merugikan, Pengampu, Yang

Memperoleh Hak, atau Ahli WaTts atas SKP2KS sebagalmana

dimaksud dalam BAB ill Iibutlr 2 hurufb; atau

c. paling lambat 7 tujuh hart sejak Pihak yang Merugikan,

Pengampu, Yang Memperoleh Hak atau AhU Warts tldak dapat

menggantl 1erugian Negara dalam Jangka waktu y ng ditetapkan

dalam SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan

dart Pihak yang Merugikan, Pen gam pu, Yang M.emperoleb Halt,

atau AhU Warts atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB

ill F butlr 2 huruf c.

3. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa ptutang

Tuntutan Gand Kerugian bag! Pegawai egert Bukan Bendahara,

dokumen yang dtlamplrkan, yaitu [otokopl:

a. Laporan Kemg1an Negara oleh Sekretaris tarnnJ Kepala Badan;

b. Surat Kelerangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJMl atau Sural

Keputusan Pembebanan Penggantlan Kerugian Semen tara

(SKP2KS)yang dltetapkan olen Sekretaris Utama/ Kepala Badan;

c. Sura Kepu usan Pembebanan Pellggantlan Kemgian (SKP2KJ'

d. Surat-surat hastl pemertksaan;

e. Bukti pembayaran, apabtla terdapat pembayaran;
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f. Surat kuasa untuk menjual barang jamman, apabtla terdapat

surnt kuasa; dan

g. Surat-aurat penagthan kepada Penanggung Hutang,
4. Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa ptutang

Tuntutan Gant! Kerugian bagi Pegawal Negerl Bukan Bendahara yang

melanggar ketentuan kontrak ketja/ikatan din as, dokumen ang

dilamptrkan, yaitu otokopi:

3. Laporan Kerugian egara oleh Sekretaris tamaj'Kepala Badan:

b. Surat perjanJian kontmk kerja/ikatan dlnas;

c. Surat Keputusan Kepala Badan yang terdirt dart:

1I SUrat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negert Slpl1; dan

2) Surat Keputusan Pemberbentian;

d. Perhitungan jumlah blaya yang hams dibayarkan.

e. Sural Keterangnn Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Sura

K putusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

SKP2KS) yang dttetapkan oleh Sekretaris UtrunaJ Kepala Badan;

f. Sural Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)'

g. Surat-sura hastl pemeriksaan;

h. Bukti pembayaran, apabtla terdapat pembayaran:
i. Sural kuasa untuk: menjual barang jaminan, apabila terdapa

surat kuasa; dan

j. Sural-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.

5. Dengan diserahkannya piutang macet kepada Panitia Urusan Plutang

Negara (PUP ). maka pengurusan piutang dimaksud selanjumya

berallh kepada Panitla Urusan Plutang Negara (PUPN) dan sejak saat

itu satuan kerja bersangkutan menghentikan penagihan ptutang

dtmaksud.

6. PUPN menerbltkan SUra Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

~SP3N}, dan apablla upaya penagthan piutang negara yang telah

diJakukan Parutla Urusan Piutang Negara PUPNJ terhadap penanggung

hutang tidak membawa hastl, maka Panitia rusan Piutang egara

W p , menetapkan plutang n gam dlrnaksud sebagai Piutang

Sement.am Belum Dapa Dltagih (PSBDTI.
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A. Pengbapusan uang, surat berharga, dan/ atau barang
1. Kepala Badan selaku PPKNdapat mengusulkan penghapusan:

a. unng, sural berharga, dan / atau barang mllik negara yang
berada dalam penguasaan Pegawai NegeriBukan Bendahara;
danj'atau

b. uang danjatau barang bukan rnlltk negara yang berada
dalam penguasaan Pegawal Nege:rlBukan Bendahara yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemertntahan,

2. Kewenangan Kepala Badan selaku PPKN mengusulkan
penghapusan sebagatmana dimaksud pada butlr 1 , atas dasar:

a. Pertimbangan penghapusan sebagatmana d.imaksud dalam
Bab III E buttr 3 huruf a angka 2 huruf a] atas putusan hasil
stdang MaJelis terbuktl bahwa kekurangan barang bukan

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai clart
PegawaiNegeriBukan Bendahara:

b. Pertimbangan penghapusan sebagatmana dimaksud dalam

Ba.bill E butl.r 3 buruf d angka 7 huruf b) atas putusan hasll
sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah
dlrerbttkan SKP2KS, yang dlaJukan keberatan dart Plhak
yang Merugikan, Pengampu, YangMemperoJehHale atau AbU

Wans;

c. SUrn.t Keputusan Pembebasan Penggantlan Kerugian Negara;

atau
d. Pihak yang Merugikan, Pe:ngampu, Yang Me-mperolehHak,

atau AhU Wans yang telab melakukan penyetoran pelunasan
ganti Kerugian egara ke Kas Negara sesual clengan jurnlah
dan jangka waktu yang tercantum daJam SKTJM SKP2KS,

atau SK.P2K. dan dlnyatakan telah melakukan pelunasan
dengan Sura Keterangan Tanda Lunas (SKTL)sebagalmana
dimak.suddalarn BABVB buttr ~ buruf a.

3. K wenangan Kepala Badan seJaku PPKNsebagannana dlmaksud

pada butir 2 mengusulkan penghapusan barring milik negam atau
barang bukan milik: negara dllaksanakan oleh Sekretaris Utama

BAB VII

PENGHAPUSAN
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dalam hal Kerugian Negara dllakukan oleh ptmptnan tinggi

pmtama danj'atau PegawnlNegeriBukan Bendahara.

4. Sekretaris utama dalam mengusulkan penghapusan barang milik
negara atau barang bukan milik negara atas dasar sebagalrnana

dlmaksud pada butir 2.
5. Oalam hal mengusulkan penghapusan barang milik negara

sebagalmana dlrnaksud pada butlr 4, Sekretaris Utama selaku
Kuasa Pengguna Barang mengajukan usuJ penghapusan barang
milik negara dimaksud seeara berjenjang kepada Biro Organisasi
dan Umumdengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. SUrat Keternngan dart KepoUsian;dan

b. Surat Pernyataan Tanggung .Jawab MuUak ISPTJM) Kuasa
Pengguna Barang.

6. Oalam hal mengusulkan pengbapusan barang bukan millk negara
sebagatmana dimaksud pada bu tir 4. dtlakukan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

7. Oalam hal mengusulkan penghapusan uang danj atau sura
berharga sebagalrnana dimaksud pada butir I, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penghapusan Piutnng Negara,
Pengusulan penghapusan plu aug negara dtlaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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I. Kewajiban Pihak yang Meruglkan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,
tau Ah1i Waris untuk membayar ganti Kerugtan egara menjadi
kedaluwarsa Jlk~.
a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak dlketahuinya Kerugian Negarn.;

atau
b. dalam waktu 8 [delapan] tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,

2. Dalarn waktu 5 (lima) tahun sejak dtketahulnya Kerugian Negara
sebagaImana dlmaksud pada butlr 1 huruf a, terhlrung sejak tnformast
Kerugian egara dilakukan vertfikasi atas kebenaran terjadinya
Kerugian egara dan dtlaporkan kepada Kepala Badan selaku PPKN
sebagatmana dimaksud dalam BABn c tidak dllakukan penuntutan
gantl rugi terhadap Pihak yang Merugikan. Pengampu, Yang
MemperolebHale atau AhlJ Warts.

3. Dalam waktu 8 delapan] tahun sejak teljadinya Kerugian Negara
sebagalmana dirnaksud pada butlr 1 huruf b, erhltung sejak

Sekretarts lama/ Kepala Badao menyetuJui laporan hasil
pemertksaan sebagalmana dlrnaksud dalam BABill B butlr 5 huruf h
tidak dilakukan penuntutan ganti rug! terhadap Pihak yang
Merugikan, Pengampu, YangMemperolehHale, atau AhUWillis.

4. Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak atau AhUWn.rI.s
untuk membayar ganti Keruglan Negara menjadi hapus apablla dalarn
waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan
pengampuan kepada Plhak Yang Meruglk:an, atau sejak Pihak yang
Merugikan diketahul melartkan diri atau rnerunggal dunia Pengampu,
Yang Memperoleh Hak, atau Ahll Warts tidak dlberi ahu oleh
Sekretaris Utama/ Kepala Badan mengenai adanya Keruglan Negara.

BAB VlIl

KEOALUWARSA
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KepalaBadan/Sekretru1s Utrunaatas nama KepalaBadan melaporkan

penyelesalan Keruglan Negara k, pada Badan Pemeriksa Keuangnn paling
Iambat 60 [enam puluh) hart setelah Tuntutan Canti Kerugian dinyatakan
selesai.

Laporan pen relesalan Kerugian egara dimaksud d.itembuskan kepada
Direktur Jenderal Perberidaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum egara
sebagal bahan monitoring dan evaluasl kebijakan Tuntutan Qanti Keruglan
egara terhadap Pegaw:i egert bukan bendahara,

Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan dalarn rangka
penyelesa.ianTuntutan Gantl Kerugian di JingkunganBadan dtlaksanakan
sesual Standar Akuntansi Pemertntahan yang berlaku,

BABIX

PELAPORAN PENYELESAlAN TUNTtrrAN GANTI KERUQlAN D

AK11NTANSIDAN PELAPORAN KE ANQAN
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A. Keterkaltan Snnksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi

Kepegawaian

1. K pala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagalmana dimaksud dalam BAB II A dan BAB 11B dapat
dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplln ataupun

pernbebasrugasan dan jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan,
2. Pihak Yang Merugikan yang telah dltetapkan untuk mengganti

KerugJan egam dapat dikenakan sanks! adminlstratif berupa

hukuman disipUn ataupun pembebastugasan dart jabatan nun

sankst lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang
undangan dan atau sanksl pldana,

3. Pengenaan sanksl kepada Pihak Yang Merugikan sebagairnana

dimaksud butir 2 tidak perlu menunggu hastl sanksl lain ang

akan dfkenakan kepada Pihak Yang Merugik:atL

4. Pengenaan sanksl administratif sebagatmana dimaksud pada
butir 2 mempertlmbangkan penetapan atas tindakan yang

mengakibatkan Keruglan Negam yang dilakukan oleh Pibak Yang

Merugikan

B. Keterkaltan Sanksi Tunrutan Ganti Kerugian dengan Sanksi dl Btdang

Perdata/Pidana

1. Putusan ptdana tidak membebaskan Plhak Yang Merugikan dart

Tuntutan Gantl Kerugian.

2. Dalazn hal putusan pengadllan yang telah mempunyai kekuatan
hukum temp rnenetapkan jurnlah penggantian Kerugian egara

berbeda dengan jumlah Keruglan Negara ang tercantum dalam

SKTJM, SKP2KS,dan/ntau SKP2K,maka Kerugian egarn hams
dlkembalikan oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah

Kerugtan Negaro yang tercantum dalam SK'i'JM, SKP2KS,

danj'atau SKP2K.

3. Dalam hal telah dllakukan eksekusi atas pUlUsan pengadilan yang

telah mempunyal kekuatan hukum tetap untuk penggantlan
Keruglan Negara dengan cam disetorkan ke Kas egara,

BABX

KETERKAlTANSANKSlTUNTUTANGA 'TI KERUGJAN

OENGANSANKSILAJNNY A
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pelaksanaan Tuntutan Gantt Kerugian rnelalui SKTJM, SKP2KS,

danj'atau SKP2K dalam upaya pengemballan Kerugian Negara

diperhrtungkan sesual dengan jumJah penggannan negara atas
putusan pengadllan dlmaksud yang sudah disetorkan ke Kas
Negara,

4. Dalam hal telah dilaJrukan penyetoran ke Kas Negara atas
eksekust putusan pengadiJan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhttungkan sebagal
pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian rnelalui SK'rJM SKP2KS, danj atau SKP2K.
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Dalam rnngka menunJang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, Badan

melaksanakan penatausahaan berkas kasus Keruglan Negara yang ada

pada unitnya secara tertib teratur dan kronologts.

1. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara.

Penatausahaan penyelesalan Kerugian egara pada dilaksanakan oleh

Biro Perencanaan, Informasl dan Keuangan yang rnempunyal tugas
dan fungsi rnenytapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut

penyelesalan masalah gantt Kerugtan Negara dan penagthan di

lingkungan Badan.

2. Pelaksanaan Penatausahaan Kasus Keruglan Negara

Biro Perencanaan, lnformasi dan Keuangan melalrukan:

a. membuat daftar Kerugian egara;

b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut

penyelesalan Kerugian Negara kepada aiasan langsung dengan

tembusan pimpman Kepala Satker bersangkutan;

c. melaporkan Keruglan Negam sesuai dengan Standar Alruntansi

Pemertntahan; dan

b. menytmpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti

ang terkalt dengan pertstrs a yang menfmbulkan Keruglan

Negarn.

Dalam hal penanggung hutang pindah dornlstli, Biro Perencanaan,

Informasl dan Keuangan melakukan:

a. rnemberttahukan keplndahan penanggw1g hutang dimaksud

kepada Sekretarts Utama/Kepala Badan domlsth yang baru

dengan menggunakan surat pemberitahuan, dengan tembusan

kepada:

1) KepaJa Biro Organisasl dan Umwn; dan

2j Kepala Satuan Kerja yang lama dan barn; dan

31 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada

domisill lama dan baru,

b. mencatat keptndahan sebagalmana dimaksud pada angka 1

datum lajur keterangan pada formulir Daftar Kerugian egara; dan

c. mencatat tmdak lanjut penyelesalan Kerugian.

BABXI

'rATA CARA PENATAUSAHAAN
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PlT. KEPALA BADAN PE GAWAS TE AGA

NUKLJR REPUBLIK I DONESIA

Peraturan Badan ten tang Tata Cara Penyelesalan Kerugian gura
Terhadap Pegawal Neger! Bukan Bendahara Inl dlsusun dengan

berpedoman pada ndang- ndang Nomor 'rabun 200 tentang
Perbendaharaan Negarn dan Peraturnn Pernertntah omor 38 Talrun 2016
tentang 'rata carn 'Tuntutan Gantt Kerugian egara/Daerah Terhadap

PegawaiNeger!Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Peraturan Badan ini memuat ketentuan yang mengatur ten tang
peoyelesaian ganti Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Gantl
Keruglan atas kelrurangan uang, surat berbarga danatau barang mUik
negara atau uang danl atau barang bukan milik negara akibat pelanggaran
hukum atau kelalaian dan Pegas al Negert Bukan Bendahara termasuk

CaJon Pegawai Negert dl lingkungan Badan.

Pedoman tata cara Tuntutan Oanti KerugfnnNegara dtmaksud menjadl
petunjuk pelaksanaan dalam menyelesaikan gantt Kerugian Negnra dan

pernullhan alas Kerugian N gam yang terjadi di ltngkungan Badan.

BABXII

PENUTup
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